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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI 
NASIONAL 
NOMOR 401.1 TAHUN 2025 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYELENGGARAAN PROGRAM 
MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN 
ANGGARAN 2026 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sangat penting 

bagi visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, yang sering 

disebut sebagai Indonesia Emas 2045. SDM yang berkualitas adalah 

fondasi kemajuan bangsa. Kualitas SDM tidak hanya diukur dari 

kapasitas intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik 

dan mental individu, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan 

status gizi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa 

seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses terhadap gizi 

yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif 

mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih 

sehat dan produktif. 

Gizi memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM. Gizi 

yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal 

belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Penelitian 

menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu 

berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang 

akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang 

merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan 

produktivitas ekonomi. Kementerian Kesehatan Indonesia secara 

konsisten menekankan pentingnya menangani masalah malnutrisi 

melalui berbagai inisiatif, seperti yang terlihat dalam laporan tentang gizi 

anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting dan 

pencegahan anemia. 

Memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-

anak adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesehatan. 

Ketika anak-anak menerima gizi yang tepat sejak dini, mereka akan 

mendapatkan manfaat jangka panjang seperti perkembangan otak yang 
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lebih baik, fungsi sistem kekebalan yang lebih kuat, dan harapan hidup 

yang lebih tinggi. Gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, 

tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gizi yang 

baik dapat meningkatkan kualitas kelahiran dan mempromosikan 

pertumbuhan anak yang sehat secara langsung menghasilkan generasi 

yang cerdas, aktif, dan produktif. Selain itu, mengatasi ketidakamanan 

pangan dan malnutrisi berkontribusi pada terciptanya peluang ekonomi 

yang lebih adil dengan meningkatkan lapangan kerja dan mendorong 

wirausaha lokal, terutama melalui usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM). Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberantas 

kemiskinan ekstrim dan mengurangi ketimpangan semakin diperkuat 

dengan mempromosikan akses makanan bergizi sebagai bagian dari 

program kesejahteraan sosial yang lebih luas. 

Pemenuhan gizi secara nasional di Indonesia saat ini masih menjadi 

masalah yang serius, karena meskipun telah mencapai kemajuan 

ekonomi dan kesejahteraan namun Indonesia masih menghadapi 

masalah triple burden of malnutrition (gizi kurang, gizi lebih dan defisiensi 

gizi mikro) sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas, 2018). 

 Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia menunjukkan 

bahwa jutaan anak Indonesia masih mengalami hambatan dalam 

pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya. Hal ini 

menggambarkan adanya masalah pemerataan gizi atau ketidakmerataan 

akses terhadap makanan bergizi di Indonesia. Di samping itu, di 

Indonesia juga terdapat daerah-daerah yang rentan terhadap masalah 

rawan pangan yang mempengaruhi akses, ketersediaan, dan kualitas 

pangan, yang berdampak langsung pada status gizi masyarakat. 

 Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 83 

Tahun 2024 mempunyai tugas dalam pemenuhan gizi nasional, untuk itu 

dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas menuju 

Generasi Emas 2045, BGN meluncurkan program Makan Bergizi Gratis 

(MBG) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi 

masyarakat dan meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu 

menyusui, anak usia balita, dan kelompok lainnya menuju pola makan 

gizi seimbang. 

Program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025 dan berlanjut di tahun 

2026 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengikuti 
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kesiapan SPPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam 

rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, diperlukan Petunjuk Teknis 

Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 

Anggaran 2026 yang digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana pusat 

dan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala. 

1.2. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis 
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola 

Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 antara lain sebagai 

pedoman bagi Badan Gizi Nasional dalam: 

a. Pengelolaan program MBG 

b. Penyelenggaraan bantuan pemerintah  

c. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah  

d. Monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah  

e. Pengawasan bantuan pemerintah  

 Juknis ini disusun untuk memberikan acuan kepada seluruh pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam program  MBG untuk menjangkau dan 

mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta Penerima manfaat dengan 

mendirikan 35.000 – 40.000 SPPG, yang meliputi 27.000 – 30.000 SPPG 

Aglomerasi dan 8.000 – 10.000 SPPG di wilayah terpencil atau 

menyesuaikan dengan arahan Presiden dan/atau perkembangan jumlah 

penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia, 

untuk mendukung upaya mewujudkan Generasi Emas 2045.  

1.3. Sasaran 

Sasaran pengguna Juknis ini adalah BGN, Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Orang Perorangan, Badan Hukum, dan  pihak terkait 

dalam rangka mendukung pelaksanaan program MBG. 

1.4. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan Juknis ini adalah: 1) terlaksananya kegiatan 

dengan target kurang lebih 35.270 SPPG Operasional (termasuk 27.000 

SPPG Aglomerasi dan 8.270 SPPG di wilayah terpencil) dan total penerima 

manfaat kurang lebih 82,9 juta, dan 2) terlaksananya program sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dalam Juknis ini. 
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1.6. Pengertian   
Badan Gizi 

Nasional (BGN) 

: adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden yang 

mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi 

nasional. 

Kantor Pelayanan 

Pemenuhan Gizi 

(KPPG) 

: adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BGN 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Gizi Nasional. 

Satuan Pelayanan 

Pemenuhan Gizi  

(SPPG) 

: adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG, 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

atau seluruh tugas layanan penyediaan dan 

distribusi makanan bergizi secara gratis serta 

memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi 

dan keamanan pangan kepada penerima manfaat. 

Sarjana 

Penggerak 

Pembangunan 

Indonesia (SPPI) 

: adalah warga negara Indonesia lulusan program 

sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang direkrut, 

dilatih, dan ditempatkan oleh pemerintah untuk 

bertugas di wilayah desa, daerah tertinggal, 

terpencil, dan/atau kawasan strategis nasional guna 

mendorong percepatan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan 

program prioritas pemerintah. 

Kepala SPPG 

(Ka.SPPG) 

: adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia 

(SPPI) yang ditugaskan sebagai koordinator 

pengelola SPPG oleh BGN, yang selanjutnya disebut 

Ka.SPPG. Ka.SPPG tidak hanya berasal dari SPPI 

dan yang direkrut sebagai SPPI tidak semua harus 

menjadi Ka.SPPG. 
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Pengawas 

Gizi/Penata 

Layanan 

Operasional Gizi 

(PLO Gizi) 

: adalah petugas yang memastikan Manajemen Gizi di 

SPPG atau proses pengelolaan makanan dan gizi di 

SPPG berjalan sesuai standar yang sudah 

ditentukan, yang mencakup perencanaan, 

pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyajian, 

keamanan pangan, pendidikan gizi, evaluasi kinerja, 

serta penanganan tantangan dalam manajemen gizi 

di SPPG. Bagi pengawas gizi yang telah diangkat 

sebagai ASN selanjutnya disebut sebagai Penata 

Layanan Operasional Gizi (PLO Gizi) 

Pengawas 

Keuangan/Penata 

Layanan 

Operasional 

Keuangan (PLO 

Keuangan) 

: adalah petugas pelaksana program MBG di SPPG 

yang bertugas untuk merencanakan anggaran 

belanja harian, pengelolaan keuangan, manajemen 

logistik serta pengaturan jadwal tim relawan. Bagi 

pengawas keuangan yang telah diangkat sebagai 

ASN selanjutnya disebut sebagai Penata Layanan 

Operasional Keuangan (PLO Keuangan) 

Pengawas 

Sanitasi/Penata 

Layanan 

Operasional 

Sanitasi (PLO 

Sanitasi) 

: adalah petugas pelaksana program MBG di SPPG 

yang bertugas untuk menginspeksi kesehatan 

lingkungan dalam dan luar gedung SPPG, 

memastikan higiene sanitasi peralatan masak, dan 

tim relawan sesuai SOP serta memastikan sistem 

pembuangan limbah dan suplai air bersih sesuai 

standar. Bagi pengawas sanitasi yang telah diangkat 

sebagai ASN selanjutnya disebut sebagai Penata 

Layanan Operasional Sanitasi (PLO sanitasi) 

Bantuan 

Pemerintah 

(Banper) 

: adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria 

bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah 

kepada perorangan, kelompok masyarakat atau 

lembaga pemerintah/non pemerintah. 

Tata Kelola dan 

Manajemen 

dalam Makan 

Bergizi Gratis  

: adalah proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian program, termasuk pembagian peran, 

koordinasi, dan distribusi makanan secara efektif, 

efisien dan transparan. 
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Keamanan 

Pangan 

: adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Pengguna 

Anggaran (PA) 

: adalah menteri/pimpinan lembaga yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 

kementerian/lembaga yang bersangkutan. 

Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) 

: adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran. 

Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

: adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan 

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 

pendapatan dan belanja negara.  

Pejabat 

Penandatangan 

Surat Perintah 

Membayar  

(PPSPM) 

: adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk melakukan pengujian atas permintaan 

pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran.  

Surat Perintah 

Membayar - 

Langsung (SPM-

LS) 

: adalah surat perintah pembayaran yang dilakukan 

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima 

hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat 

keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja 

lainnya. 

Berita Acara 

Serah Terima 

(BAST) 

: adalah Berita Acara Serah Terima yang digunakan 

untuk mencatat transaksi jual beli, biaya insentif 

atau pemberian barang atau jasa secara sukarela. 

Sistem 

Pemantauan  dan 

Evaluasi 

: adalah mekanisme pemantauan dan pengawasan 

berkala untuk  memastikan pelaksanaan sesuai 
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rencana dan mengukur dampak serta keberhasilan 

program bagi penerima bantuan. 

Pemberian Makan 

Bergizi Gratis 

: adalah program pemberian makan dengan menu 

lengkap serta memiliki kandungan gizi seimbang 

sesuai dengan anjuran kontribusi zat gizi terhadap 

kebutuhan gizi penerima manfaat sekali makan baik 

makan pagi atau makan siang. 

Makan pagi : adalah menu makanan yang diberikan pada rentang 

waktu pukul 06.00 s.d 09.00 kepada penerima 

manfaat yang memiliki kandungan gizi yang  

berkontribusi 20-25% Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

Makan siang : adalah makanan yang diberikan pada rentang waktu 

pukul 11.00 s.d 14.00 kepada penerima manfaat  

yang memiliki kandungan gizi yang berkontribusi 

30-35% AKG.  

Standar gizi : adalah acuan kecukupan gizi penerima manfaat 

yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang 

Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk 

Masyarakat Indonesia. 

Penerima 

Bantuan 

: adalah pihak yang bekerja sama dengan BGN dan 

menerima Bantuan Pemerintah untuk 

melaksanakan kegiatan MBG.  

Yayasan : adalah suatu  Badan Hukum yang mempunyai 

maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, 

pendidikan dan kemanusiaan, didirikan dengan 

memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan 

dalam undang-undang. Dalam program MBG, 

Yayasan adalah pihak Penerima Bantuan 

Pemerintah yang bekerjasama dengan BGN untuk 

menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan 

MBG. Yayasan dapat bekerja sama dengan mitra 
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yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan 

program MBG.  

Mitra Pemilik 

Fasilitas 

: adalah perorangan atau badan hukum yang 

menyediakan fasilitas untuk melaksanakan program 

MBG. Dalam hal Yayasan selaku pemilik fasilitas 

maka disebut dengan Yayasan pemilik fasilitas. 

Pemilik Fasilitas dapat juga merupakan kolaborasi 

antara Yayasan dengan perorangan atau badan 

hukum. 

Penerima Manfaat : adalah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai 

penerima manfaat dalam program Makan Bergizi 

Gratis yang merupakan kelompok sasaran 

pemenuhan gizi Badan Gizi Nasional, yang terdiri 

atas peserta didik pada jenjang pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah di lingkungan pendidikan umum, 

pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, 

pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, 

dan pendidikan pesantren; anak di bawah 5 (lima) 

tahun mulai usia 6 (enam) bulan; ibu hamil; ibu 

menyusui; dan kelompok lainnya yang mencakup 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Ibu Hamil : adalah penerima panfaat program Makan Bergizi 

Gratis pada fase kehamilan baik trimester 1, 2 atau 

3. 

Ibu Menyusui : adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis dalam kondisi menyusui anak dari usia 0 

sampai dengan 12 bulan. 

Anak Balita : adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis dengan rentang usia 6 (enam) bulan sampai 

dengan 5 tahun yang belum atau tidak mengikuti 

pendidikan pada satuan pendidikan.  
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Satuan 

Pendidikan 

: adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

non formal dan/atau informal pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan.  

Pendidikan 

Formal 

: adalah jalur pendidikan yang terstruktur, 

sistematis, dan berjenjang, yang diselenggarakan di 

lembaga pendidikan resmi seperti satuan 

pendidikan dan perguruan tinggi. 

Pendidikan Non 

Formal 

: adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal,  

seperti pendidikan kesetaraan (program Kejar Paket 

A, B, dan C) dengan rentang usia setingkat SD, SMP 

dan SMA. 

Pendidikan 

Informal 

: adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Pesantren : adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan 

didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi 

masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang 

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta 

memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin 

yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, 

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa 

Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah 

Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Peserta didik 

TK/PAUD/RA 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan di 

Satuan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-

Kanak (TK) atau Pendidikan Usia Dini (PAUD) 
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dengan rentang usia 4 sampai dengan 6 tahun, 

termasuk didalamnya Kelompok Bermain (KB). 

Peserta didik 

SD/MI 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan di satuan 

pendidikan pada jenjang sekolah dasar dengan 

rentang usia 7 sampai dengan 12 tahun. 

Peserta didik 

SMP/MTs 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan di satuan 

pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 

dengan rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun. 

Peserta didik 

SMA/SMK/MA 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan di satuan 

pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas 

dengan rentang usia 16 sampai dengan 18 tahun. 

Peserta didik SLB : adalah penerima panfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan jenjang 

sekolah luar biasa dengan rentang usia setingkat 

,TK, SD, SMP dan SMA. 

Pendidikan 

Khusus 

: adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta 

didik yang berkelainan atau peserta didik yang 

memiliki kecerdasan luar biasa yang 

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan 

pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar 

dan menengah. 

Peserta didik 

Pendidikan 

Layanan Khusus 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh pendidikan di daerah 

terpencil/terbelakang, masyarakat adat yang 

terpencil dan/atau mengalami bencana alam, 

bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi 

ekonomi. 

Peserta didik 

Pendidikan 

pesantren (santri) 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang menempuh jenjang pendidikan 

di pesantren, dengan batasan usia sampai 18 tahun 
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atau setara dengan tingkat 

SMP/MTS/SMA/SMK/MA.  

Peserta didik 

Pendidikan 

Keagamaan 

(Peserta didik 

Sekolah 

Keagamaan) 

 

: adalah penerima manfaat program Makan Bergizi 

Gratis yang sedang  menempuh Sekolah 

Keagamaan, dengan batasan usia sampai 18 tahun 

atau setara dengan tingkat 

SMP/MTS/SMA/SMK/MA.  

Pendidik : adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan.  

Tenaga 

Kependidikan 

: adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. 

Anak  Usia 

Sekolah (AUS) 

: adalah anak yang berada pada rentang usia 6 (enam) 

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, baik yang 

sedang mengikuti pendidikan formal di satuan 

pendidikan maupun yang tidak sedang bersekolah 

karena kondisi tertentu. 

Desil 1 : adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 

1-10 persen dan merupakan tingkat paling rendah 

kesejahteraannya secara nasional. 

Desil 2 : adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 

11-20 persen terendah tingkat kesejahteraannya 

secara nasional.  

SPPG Terpencil : adalah SPPG yang beroperasi di wilayah dengan 

topografi berupa pegunungan/kepulauan/pesisir/ 

pedalaman dengan akses dan logistik yang relatif 

sulit, dengan jumlah penerima manfaat kurang dari 
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1.000 orang. Desain SPPG Terpencil disesuaikan 

terhadap ukuran bangunan, konfigurasi alat dapur 

dan jumlah relawan SPPGnya secara proporsional 

lebih kecil mengikuti jumlah penerima manfaat yang 

dilayani.  

SPPG Aglomerasi : Adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 

yang beroperasi di wilayah dengan aksesibilitas 

logistik yang memadai, yang dirancang untuk 

melayani penerima manfaat dalam skala layanan 

standar minimal 1.000 (seribu) orang, guna 

memenuhi kebutuhan gizi di kawasan perkotaan 

atau wilayah pemusatan penerima manfaat. 

Insentif Fasilitas 

SPPG 

: adalah pembayaran tetap harian yang diberikan 

kepada Mitra Penyedia Fasilitas SPPG sebesar 

Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per hari, yang 

diberikan atas ketersediaan fasilitas yang telah 

memenuhi standar kapasitas dan spesifikasi teknis 

yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, yang 

perhitungannya tidak bergantung pada jumlah porsi 

yang dilayani. 

At cost : adalah biaya riil atau biaya aktual yang dikeluarkan 

dan dapat dibuktikan dengan dokumen pengeluaran 

yang sah. Dalam hal ini BGN memastikan bahwa 

anggaran digunakan untuk menjamin kualitas dan 

kuantitas pangan yang diberikan kepada penerima 

manfaat dan biaya operasional yang dibutuhkan 

sehingga program MBG dapat tetap berjalan dengan 

maksimal pada kondisi geografi dan situasi apa pun. 

Penanggung 

jawab Satuan 

Pendidikan 

: adalah tenaga pendidik dan/atau tenaga 

kependidikan yang ditugaskan oleh kepala satuan 

pendidikan seperti guru pembina UKS, anggota 

pelaksana UKS/guru piket/guru lain yang ditunjuk  

untuk membantu kelancaran pelaksanaan MBG di 

satuan pendidikan.  
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Kas kecil (petty 

cash) 

: adalah sejumlah dana kas yang disediakan di SPPG 

untuk membiayai pengeluaran operasional yang 

jumlahnya relatif kecil dan bersifat rutin yang 

digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam 

jumlah kecil. 

Kejadian 

Menonjol (KM) 

:   adalah kejadian  atau kondisi tertentu  yang 

berhubungan dengan gangguan pencernaan  

disebabkan  karena konsumsi MBG yang dapat 

menimbulkan potensi terjadinya KLB sebagaimana 

diatur dalam Perpres 115 tahun 2025  

Koordinator SPPG 

Regional 

: Adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Gizi 

Nasional yang berasal dari unsur Sarjana Penggerak 

Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Gizi 

Nasional Nomor 56.4 Tahun 2025 untuk memimpin 

dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan 

program Makan Bergizi Gratis di tingkat Provinsi. 

Kreg bertanggung jawab penuh atas adaptasi 

kebijakan pusat terhadap kondisi lokal, 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dampak 

program, pelaporan kinerja secara berkala kepada 

Kepala Badan Gizi Nasional dan dalam 

pelaksanaannya didukung oleh Pendamping 

Koordinator Regional (Pendamping Kreg). 

Koordinator SPPG 

Wilayah 

: Adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Gizi 

Nasional yang berasal dari unsur Sarjana Penggerak 

Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Gizi 

Nasional Nomor 56.4 Tahun 2025 yang 

berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota. Korwil 

berfungsi sebagai unit pendukung (support system) 

bagi Kreg dalam aspek administratif dan 

operasional, yang bertugas mengolah data, 

mengidentifikasi kendala lapangan, serta 



18 
 

memberikan rekomendasi solusi konstruktif untuk 

kelancaran program. 

Koordinator SPPG 

Kecamatan 

: Adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Gizi 

Nasional yang berasal dari unsur Sarjana Penggerak 

Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditunjuk dari 

Kepala SPPG, yang ditugaskan di tingkat 

Kecamatan untuk melakukan sinkronisasi data 

penerima manfaat, serta pengawasan pelaksanaan 

hasil sinkronisasi Penerima Manfaat guna menjamin 

operasional SPPG di wilayah kecamatannya berjalan 

sesuai dengan standar prosedur dan arahan Badan 

Gizi Nasional. 

Hari Operasional 

SPPG 

: Adalah jumlah hari kerja efektif SPPG pada Tahun 

Anggaran 2026 untuk melaksanakan fungsi layanan 

SPPG ), yang ditetapkan sebanyak 313 (tiga ratus 

tiga belas) hari berdasarkan perhitungan kalender 

dengan skema 6 (enam) hari operasional per minggu. 

Hari 

Pendistribusian 

MBG                    

: Adalah hari penyaluran makanan yang 

dilaksanakan setiap hari operasional termasuk pada 

hari libur nasional, cuti bersama, dan libur sekolah 

kecuali hari Minggu, guna menjamin keberlanjutan 

gizi khususnya bagi kelompok rentan (ibu hamil, 

menyusui, dan balita) dan peserta didik. Penetapan 

teknis atau penyesuaian jadwal distribusi pada hari-

hari libur tersebut merupakan kewenangan diskresi 

Badan Gizi Nasional 
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BAB 2. KERANGKA PIKIR 

2.1. Konsep Kegiatan 

Memperhatikan angka kemiskinan nasional tahun 2024 yaitu 9,03 persen 

sedangkan target RPJMN Teknokratik pada tahun 2029 sebesar 4,5-5,0, 

maka diperlukan 11,3 juta jiwa yang harus dientaskan kemiskinannya 

sampai tahun 2029 untuk mengejar tingkat kemiskinan sebesar 5%. 

Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi dengan harapan tingkat 

konsumsi pangan, kesehatan, serta pendidikan membaik sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, meningkatkan 

kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan 

pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Kerangka Pikir Program MBG 

Sumber: Bappenas dan Unicef (dilengkapi dengan BANPER dan program MBG) 

Pada tahun 2024 Strategi Arsitektur Ekosistem Badan Gizi Nasional 

dituangkan dalam Gambar 2, seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang 

perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Peran bank BUMN melalui KUR akan menambah kuatnya permodalan 

BUM Desa dan Koperasi Desa, oleh karena itu Yayasan dalam pemenuhan 

bahan pokok untuk MBG dapat berbelanja di Koperasi atau BUM Desa. 
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Gambar 2. Strategi Arsitektur Ekosistem Badan Gizi Nasional 

 Selain itu, sirkulasi ekonomi desa (Circular Economy Village-CEV) menjadi 

blueprint narasi ekonomi dan lingkungan di tingkat desa. Program MBG 

ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor 

pertanian, energi terbarukan, logistik dan pengolahan makanan. Dampak 

program ini diharapkan dapat menyelesaikan agenda besar negara dalam 

memperbaiki gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui serta pengentasan 

kemiskinan ekstrem. 

2.2. Strategi Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan program MBG dilakukan dengan melibatkan partisipasi 

pemangku kepentingan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga satuan pendidikan dan 

posyandu. Pada tingkat pusat, Badan Gizi Nasional selaku penanggung 

jawab kegiatan melibatkan tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program 

MBG dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim 
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Koordinasi penyelenggaraan program MBG dengan susunan tim terdiri 

sebagai berikut: 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua I; 

c. Wakil Ketua II; 

d. Anggota; 

e. Sekretaris; dan  

f. Pelaksana harian. 

Berikut Susunan Tim Koordinasi penyelenggaraan program MBG : 

a. Ketua:  

Menteri Koordinator Bidang Pangan. 

b. Wakil Ketua I:  

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

c. Wakil Ketua II:  

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

d. Angggota : 

1. Menteri Sekretaris Negara; 

2. Menteri Dalam Negeri; 

3. Menteri Keuangan; 

4. Menteri Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi; 

6. Menteri Kesehatan; 

7. Menteri Agama; 

8. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; 

9. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala 

Kependudukan Keluarga Nasional; 

10. Menteri Koperasi; 

11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

12. Kepala Staf Kepresidenan; dan 

13. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 

e. Sekretaris  

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan 

f. Pelaksana Harian:  

1. Ketua: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; 
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2. Wakil Ketua: Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan 

Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan. 

 

 Strategi pelaksanaan program MBG dilakukan dengan: 

a. Mendirikan/membentuk 35.000 – 40.000 SPPG, yang meliputi 27.000 

– 30.000 SPPG Aglomerasi dan 8.000 – 10.000 SPPG di wilayah 

terpencil atau menyesuaikan dengan arahan Presiden dan/atau 

perkembangan jumlah penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi 

di Indonesia sejak Tahun 2025 hingga Tahun 2026 secara bertahap. 

b. Melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan kelembagaan 

lainnya seperti TNI/POLRI dan Pihak Ketiga (Swasta, Yayasan, 

Organisasi Masyarakat) dalam pendirian dan pengelolaan SPPG. 

c. BGN dan Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan 

Pemerintah Daerah mendirikan SPPG dengan menggunakan dana 

APBN. 

d. BGN melibatkan partisipasi pemangku kepentingan lintas sektor baik 

di tingkat pusat. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) 

berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota. SPPG berkoordinasi dengan pemangku kepentingan 

di tingkat kecamatan/kelurahan/desa, sampai kepada tingkat satuan 

pendidikan, Puskesmas dan Posyandu dalam radius maksimal 6 km 

dan/atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari SPPG. 

e. Pemerintah daerah memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan 

untuk memenuhi kebutuhan SPPG di wilayahnya. Pengadaan bahan 

baku harus menggunakan produk yang dihasilkan oleh UMKM, 

BUMDesa, Koperasi (termasuk Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih), 

peternakan rakyat, nelayan, dan usaha masyarakat lokal lainnya di 

sekitar SPPG.  

f. Bahan pangan yang digunakan oleh SPPG harus berdasarkan 

referensi survei harga pasar lokal secara langsung dilakukan oleh 

Kepala SPPG dan Pengawas Keuangan. 

Alur koordinasi BGN lintas sektor dalam pelaksanaan program MBG 

dijabarkan sebagaimana pada Gambar 3 di bawah ini: 
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Gambar 3. Alur Koordinasi BGN Lintas Sektor 

 

Mekanisme koordinasi lintas sektor BGN dilaksanakan secara hierarkis dan 

terintegrasi pada tiga tingkatan kewenangan guna memastikan sinergi 

implementasi program dari hulu ke hilir. Pada tingkat pusat, BGN berkolaborasi 

strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk penyelarasan kebijakan; 

turun ke tingkat wilayah, KPPG melakukan sinkronisasi pelaksanaan dengan 

Pemerintah Daerah (Dinas tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota), sedangkan pada 

tingkat operasional di Kecamatan/Desa, SPPGberkoordinasi langsung dengan 

ekosistem lapangan yang meliputi satuan pendidikan, fasilitas kesehatan 

(Puskesmas/Posyandu), serta jejaring ekonomi lokal 

(Koperasi/UMKM/BUM Desa) untuk menjamin ketepatan program. 
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BAB 3. PERSYARATAN PENETAPAN DAN TATA KELOLA 
PENYELENGGARAAN PROGRAM MBG 

3.1. Persyaratan Penetapan Lokasi, Penerima Bantuan dan Penerima 
Manfaat 
3.1.1. Persyaratan Lokasi SPPG 

Penetapan lokasi pembangunan SPPG dilakukan berdasarkan 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Pemerataan pembangunan SPPG dilakukan dengan cara 

menyesuaikan jumlah SPPG di setiap kecamatan dengan 

jumlah penerima manfaat setiap kecamatan yaitu jumlah 

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu 

menyusui, balita dan kelompok lainnya, apabila jumlah SPPG 

telah memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat di 

kecamatan tersebut maka SPPG yang baru akan ditempatkan di 

kecamatan lain dengan prioritas kepadatan jumlah penerima 

manfaat. 

b. Berdasarkan geospasial titik SPPG dalam radius maksimal 6 km 

dan/atau waktu tempuh maksimal 30 menit dengan jumlah 

penerima manfaat maksimal 2.500, yang terdiri dari maksimal 

2.000 peserta didik termasuk pendidik dan tenaga 

kependidikan; dan selebihnya dipenuhi oleh non-peserta didik 

(Kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita). 

Jumlah penerima manfaat di setiap lokasi SPPG dapat 

dimaksimalkan hingga 3.000 penerima manfaat bila memiliki 

Jurutama Masak terampil bersertifikat (Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi/BNSP melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi/LSP) yang terdiri dari maksimal 2.500 peserta didik 

termasuk pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 500 non-

peserta didik (Kelompok 3B) diprioritaskan untuk kelompok 3B 

sesuai ketentuan 3.1.3. 

c. Apabila berdasarkan kondisi pada poin a dan b masih terdapat 

kelompok sasaran penerima manfaat yang belum terlayani oleh 

SPPG yang ada, maka dapat dibangun SPPG di tempat tersebut 

berdasarkan kebutuhan BGN. 

3.1.2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 

 Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
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a. Yayasan atau Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan 

berbadan hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku. 

b. Menyiapkan unit bangunan, peralatan dapur, peralatan makan, 

alat kantor, prasarana kantor dan genset sesuai dengan standar 

BGN. 

c. Menunjuk perwakilan Yayasan yang ditempatkan pada SPPG. 

d. Melaksanakan program MBG kepada penerima manfaat sesuai 

standar gizi, perencanaan menu dengan porsi yang benar, 

menjaga mutu dan keamanan pangan yang baik berdasarkan 

peraturan yang dikeluarkan oleh BGN. 

e. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan. 

3.1.3. Penerima Manfaat 
 Penerima manfaat kegiatan program MBG adalah seluruh peserta 

didik di satuan pendidikan pada jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, pesantren, sekolah keagamaan 

dan pendidikan layanan khusus (misalnya sekolah rimba, rumah 

singgah dan lain-lain) baik formal, non-formal, dan/atau informal, 

serta pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 

dimaksud, dan masyarakat kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, 

dan anak usia di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan), 

di sekitar lokasi SPPG (dalam radius maksimal 6 km dan/atau 

waktu tempuh maksimal 30 menit) yang memenuhi persyaratan 

dan ditetapkan oleh PPK serta disahkan oleh KPA BGN.  

Pemberian MBG tahun 2026 bagi penerima manfaat, baik peserta 

didik termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, maupun 

kelompok non peserta didik dilakukan selama 6 hari dalam 

seminggu, dengan perhitungan sebagai berikut: 

Perhitungan hari pendistribusian MBG Tahun Anggaran 2026 

didapatkan dari rumus sebagai berikut:  

(365 hari  – 52 hari Minggu) = 313 hari pendistribusian MBG 

Keterangan: 

a. 365 hari dalam setahun 

b. 52 hari Minggu dalam setahun 

c. Hari pendistribusian MBG untuk penerima manfaat dapat 

menyesuaikan hari libur daerah menurut kalender pendidikan 

setempat. 
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d. Penetapan teknis atau penyesuaian jadwal distribusi pada hari-

hari libur tersebut merupakan kewenangan diskresi BGN. 

 

Satuan Pendidikan yang ditetapkan harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Tercantum dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau tercantum 

dalam sistem data E-Management Information System (EMIS), 

Kementerian Agama; 

b. Dalam hal terdapat satuan pendidikan yang tidak terdata dalam 

sistem DAPODIK, maka Kepala SPPG mendata seluruh peserta 

didik yang memenuhi kriteria penerima manfaat MBG dari 

pihak satuan pendidikan  dengan menambahkan Nomor Pokok 

Sekolah Nasional (NPSN) dan menyampaikan dalam Sistem 

Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). 

c. Dalam hal terdapat penerima manfaat yang tidak memiliki 

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan/atau Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), maka Kepala SPPG melakukan validasi 

data kepada aparatur pemerintah setempat. 

d. Lokasi satuan pendidikan berada dalam radius maksimal 6 km 

dari SPPG dan/atau memiliki waktu tempuh distribusi 

maksimal 30 menit dari SPPG. Distribusi dimungkinkan 

melintasi batas administrasi kecamatan sepanjang masih 

berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.  

3.1.4. Mekanisme Pendistribusian MBG 

Pemberian MBG dilakukan setiap hari (Senin sampai Sabtu), 

dengan mengikuti pemenuhan Standar Gizi menurut kategori 

kelompok dan usia penerima bantuan yang ditetapkan BGN. Dalam 

hal pendistribusian paket MBG bagi kelompok 3B, SPPG akan 

bekerja sama dan mendayagunakan kader setempat, termasuk 

Kader Posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB atau 

kader lain yang memiliki pengalaman dalam pendampingan 

terhadap  ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia di bawah 5 (lima) 

tahun mulai usia 6 (enam) bulan untuk distribusi paket MBG. 

Kader-kader ini termasuk berfungsi sebagai Kader Pendamping 

yang akan memastikan bahwa paket MBG yang didistribusikan 

dikonsumsi oleh penerima manfaat. 
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Mekanisme pendistribusian Paket MBG untuk kelompok 3B dapat 

dilakukan dengan beberapa pilihan sebagai berikut :  

a. Kader mengambil dari SPPG terdekat dan mengantarkan paket 

MBG langsung ke rumah penerima manfaat. 

b. SPPG mengantar paket MBG ke posyandu atau titik lokasi yang 

disepakati  dengan kader setempat. 

Kegiatan makan bersama untuk kelompok 3B diselenggarakan 

minimal sebulan sekali di posyandu, dengan mengikuti atau diluar 

jadwal kebiasaan rutin kegiatan posyandu setempat untuk 

mendapatkan edukasi gizi dan keamanan pangan. 

Pendataan awal penerima manfaat  kelompok 3B di seluruh 

Indonesia bersumber dari data Kementerian Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga/BKKBN, yang selanjutnya akan 

diverifikasi dan divalidasi oleh masing-masing SPPG di lapangan 

melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, 

Puskesmas/Posyandu, Kader Posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, 

Penyuluh KB/PLKB atau kader-kader lain yang memiliki 

pengalaman dalam pendampingan kelompok 3B di lokasi SPPG. 

 

Gambar 4. Mekanisme pendistribusian MBG untuk kelompok 3B 

3.1.5. Mekanisme Penyaluran Dana Program MBG 

Mekanisme dan prosedur penyaluran dana program MBG 

menggunakan sistem transfer dari Kas Negara ke rekening Virtual 

Account (VA) SPPG, selanjutnya dikelola dan digunakan untuk 

pembelian bahan baku makanan, biaya operasional, dan insentif 

bagi pemilik fasilitas SPPG.  
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Penyaluran dana program MBG dilakukan melalui Skema Bantuan 

Pemerintah yang sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang 

perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dengan 

prinsip utama sebagai berikut: 

1. Menghindari keterlambatan ketersediaan dana di VA SPPG 

sehingga kegiatan MBG dapat berjalan tanpa hambatan. 

2. Proposal tahunan sebagai dasar penyaluran dana banper. 

Setiap SPPG wajib mengajukan proposal satu kali dalam 

setahun, proposal tahunan ini menjadi dokumen induk 

pencairan sepanjang tahun berjalan. 

3. PPK melakukan penyaluran dana awal sebesar Rp. 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke VA SPPG yang akan 

melaksanakan operasional mendasari pada proposal tahunan 

yang diajukan. Selanjutnya dilakukan pencairan periodik 

sesuai kebutuhan pelaksanaan MBG di lapangan berdasarkan 

pada laporan penggunaan dana dari SPPG pada SIPGN. 

4. Laporan Penggunaan Dana Harian dari hari Senin sampai 

dengan Sabtu oleh SPPG yang diinput pada SIPGN secara 

otomatis dikonversi sebagai pengajuan dana Bantuan 

Pemerintah, yang selanjutnya menjadi dasar bagi PPK 

menyalurkan dana Bantuan Pemerintah secara berkala ke VA 

SPPG. 

5. Setiap hari Senin dan Selasa PPK Bantuan Pemerintah BGN 

akan menerbitkan SPP untuk top up seluruh VA SPPG. 

Mekanisme penyaluran dana MBG dilaksanakan berdasarkan 

tahapan sebagai berikut :  

a. Mengirimkan proposal pengajuan awal tahun bagi SPPG yang 

sudah operasional dan SPPG yang baru operasional sesuai 

dengan format pada lampiran 12, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. bagi SPPG yang sudah beroperasional sebelum tahun 2026, 

pengajuan awal tahun sesuai dengan kebutuhan 1 (satu) 

tahun sampai dengan 31 Desember 2026. 
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2. bagi SPPG yang baru beroperasional pada tahun 2026, 

pengajuan awalnya sesuai dengan kebutuhan awal 

operasional sampai dengan 31 desember 2026. 

b. Setelah proposal disetujui oleh PPK, selanjutnya Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM) akan 

mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke rekening 

SPPG melalui VA sebesar Rp500.000.000,00 sebagai 

penyaluran awal dana Bantuan Pemerintah. 

c. SPPG melakukan pelaporan penggunaan dana harian sebagai 

dasar pengajuan dana untuk penyaluran dana dengan 

mekanisme auto top up. 

d. Rekening VA SPPG ditetapkan memiliki batas saldo maksimum 

(ceiling level) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pengisian kembali dana auto top up dilakukan secara rutin 

seminggu sekali. 

e. SPPG wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana 

melalui laporan harian untuk keperluan pengajuan auto top up, 

laporan per 2 (dua) minggu dan  laporan bulanan (lampiran 30). 

f. Setiap penyaluran dana bantuan pemerintah kepada Yayasan 

wajib dilengkapi dengan tanda terima dana bantuan pemerintah 

yang ditandatangani oleh perwakilan Yayasan sebagai bukti 

penerimaan dana dan bagian dari dokumen 

pertanggungjawaban keuangan (lampiran 18). 

g. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) wajib menyiapkan 

dashboard khusus pengelolaan VA program MBG sebagai 

sarana pemantauan dan pengendalian penyaluran dana. Akses 

terhadap dashboard tersebut diberikan kepada: 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 

3. Kepala Biro Umum dan Keuangan; 

4. Deputi Sistem dan Tata Kelola yang meliputi Tim Pengelola 

VA program MBG dan Direktorat terkait sesuai kebutuhan. 

h. Dalam hal Yayasan mengajukan pergantian VA, bila masih 

terdapat saldo uang tersisa, maka dapat dipindahkan ke VA 

yang baru dengan mencantumkan keterangan “Saldo pindahan 

dari rekening VA pindahan”, dengan syarat bahwa perpindahan 

VA Yayasannya merupakan Yayasan yang sama. Saldo 
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pindahan ke rekening VA baru digunakan untuk operasional 

SPPG 

3.1.6. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah 

 Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN TA 2026, 

dengan menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah. Alokasi 

anggaran yang disediakan pada kegiatan Bantuan Pemerintah ini 

adalah berupa paket MBG, yang dialokasikan melalui DIPA BGN TA 

2026 dengan besaran bantuan rata-rata sebesar Rp15.000 per hari 

untuk setiap penerima manfaat bantuan pemerintah, khusus bagi 

anak usia di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan serta 

peserta didik pada jenjang PAUD/TK/RA dan SD/MI kelas 1–3, 

pagu maksimal per penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp13.000 

(tiga belas ribu rupiah) per hari operasional pendistribusian MBG, 

dengan memperhatikan harga pasar dan kebutuhan minimal 

pemenuhan gizi yang ditetapkan oleh BGN (Tabel 3). Biaya Bantuan 

Pemerintah tersebut mencakup: biaya bahan baku dan biaya 

operasional yang dibiayai secara keseluruhan sesuai dengan biaya 

riil yang dikeluarkan (at cost), dan insentif fasilitas SPPG.  

Besaran angka untuk biaya bahan baku dan biaya operasional 

dengan menggunakan bentuk pertanggungjawaban at cost sesuai 

dengan harga yang berlaku setempat. Pertanggungjawaban at cost 

merujuk kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) setempat yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini salah satu 

contoh acuannya seperti indeks kemahalan (lihat contoh indeks 

kemahalan pada lampiran 14).  

Manakala tidak tersedia acuan HET dan acuan lainnya, maka 

Kepala SPPG bersama dengan Pengawas Keuangan SPPG 

melakukan survei mingguan harga pasar lokal dengan 

memperbandingkan harga komoditas bahan baku yang sama dari 

minimal tiga penyedia untuk setiap komoditas yang disahkan oleh 

pemerintah setempat. Insentif fasilitas SPPG diberikan sebesar 

Rp6.000.000/hari selama 6 (enam) hari dalam seminggu atau 12 

hari dalam 2 minggu dan dibayarkan per hari atau maksimal per 2 

minggu yang dibayarkan pada akhir periode 2 minggu. Besaran 

tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah penerima manfaat. Berlaku 

untuk periode 2 (dua) tahun sejak SPPG mulai beroperasi, 
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selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Ketentuan pembayaran 

insentif fasilitas SPPG adalah sebagai berikut: 

a. Insentif diberikan sejak SPPG mulai mendistribusikan MBG 

kepada penerima manfaat, meskipun belum beroperasi pada 

skala operasional penuh. 

b. Besaran insentif tidak terpengaruh oleh hari libur 

pendistribusian MBG (Hari libur nasional, cuti bersama, dan 

libur sekolah) sehingga insentif tetap dibayarkan, dengan 

penghitungan jumlah hari operasional SPPG tahun 2026 

sebagai berikut: 

(365 hari dalam setahun – 52 hari Minggu dalam setahun) = 

313 hari operasional SPPG 

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan keputusan 

dilanjutkan operasional atau dihentikan permanen berdasarkan 

hasil evaluasi standby readiness dan pemenuhan standar SPPG 

oleh Mitra. 

d. Penghentian sementara (suspensi) dibatasi paling lama 3 (tiga) 

bulan kalender secara akumulatif dalam satu tahun anggaran. 

Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) menetapkan keputusan dilanjutkan 

operasional atau dihentikan permanen berdasarkan hasil 

evaluasi stand by readiness dan pemenuhan standar SPPG oleh 

mitra. 

e. Insentif fasilitas SPPG tetap dibayarkan, meskipun operasional 

SPPG terhenti sementara karena sebab tertentu.  

f. Insentif fasilitas SPPG tidak dibayarkan jika SPPG 

diberhentikan sementara karena syarat stand by readiness 

tidak terpenuhi (misal, adanya renovasi yang bersifat major 

yang menyebabkan SPPG dalam keadaan tidak dapat 

menjalankan fungsi SPPG sama sekali) dan/atau jika SPPG 

diberhentikan secara permanen. Dalam hal diputuskan 

dihentikan permanen, pembayaran insentif dihentikan sejak 

tanggal keputusan. 

Pembayaran insentif fasilitas SPPG ini melandaskan pada:  

a. Asas Pembayaran Berbasis Ketersediaan (Availability-Based), 

yang artinya bahwa insentif fasilitas SPPG dibayarkan untuk 

menjamin kesiapsiagaan dan ketersediaan layanan (stand-by 
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readiness) dari fasilitas SPPG yang memenuhi spesifikasi dan 

standar BGN, bukan untuk mengganti biaya variabel per porsi. 

b. Asas Kepastian Biaya & Efisiensi Negara, bahwa nilai 

Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per SPPG per hari dihitung 

secara normatif ekuivalen dengan alokasi Rp 2.000 (dua ribu 

rupiah) per porsi dikalikan kapasitas layanan 3.000 penerima 

manfaat per hari. Kebijakan ini tidak mengubah tata cara 

penyaluran dan pengadministrasian insentif fasilitas SPPG 

sebagaimana diatur dalam Juknis ini. 

3.1.7. Rincian Anggaran Total Menurut Jenis Penerima Manfaat 
Program MBG 

Rincian anggaran total program MBG disusun untuk 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai alokasi dana 

berdasarkan jenis penerima manfaat. Penyusunan rincian 

anggaran ini dimaksudkan sebagai dasar perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengendalian program, sehingga penggunaan 

anggaran dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

sesuai dengan sasaran penerima manfaat. Rincian tersebut 

disajikan dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Rincian  

Anggaran Total Menurut Jenis Penerima Manfaat Program MBG      

No 
Jenis Bantuan 

Pemerintah 
Target 
(Orang) Volume 

Harga 
Satuan Alokasi 

1 Bantuan makan bergizi 
gratis kepada anak 
sekolah 
PAUD/RA/TK/sederajat 
(PN) 

7.677.949 1.704.504.600 15.000 25.567.569.005 

2 Bantuan makan bergizi 
gratis kepada anak 
sekolah 
SD/MI/sederajat (PN) 

26.900.608 5.971.934.987 15.000 89.579.024.807 

3  Bantuan makan bergizi 
gratis kepada anak 
sekolah 
SMP/MTS/sederajat 
(PN) 

13.060.367 2.899.401.396 15.000 43.491.020.945 

4 Bantuan makan bergizi  
gratis kepada anak 
sekolah 
SMA/MA/sederajat (PN) 

11.941.046 2.650.912.128 15.000 39.763.681.915 

5 Bantuan makan bergizi 
gratis kepada anak SLB 
(PN) 

162.304 36.031.488 15.000 540.472.320 

6  Bantuan makan bergizi  
gratis kepada santri (PN) 

3.992.550 886.346.100 15.000 13.295.191.500 

7  Bantuan makan bergizi 
gratis kepada penerima 
manfaat lainnya lingkup 

3.400.000 754.800.000 15.000 11.322.000.000 

No... 
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No 
Jenis Bantuan 

Pemerintah 
Target 
(Orang) Volume 

Harga 
Satuan Alokasi 

pendidikan 

8 Bantuan makan bergizi 
gratis kepada Ibu hamil 
(PN) 

2.200.000.00 488.400.000 15.000 7.326.000.000 

9 Bantuan makan bergizi 
gratis kepada Balita (PN) 

2.585.329 573.942.994 15.000 8.609.144.904 

10  Bantuan makan bergizi 
gratis kepada ibu 
menyusui (PN) 

2.390.000 530.580.000 15.000 7.958.700.000 

11  Bantuan makan bergizi 
gratis kepada penerima 
manfaat  lainnya 
lingkup kesehatan 

250.000 55.500.000 15.000 832.500.000 

 

3.2. Tahapan Penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) 
Tahapan penetapan CPB dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Skema Tahapan Seleksi CPB 

Proses penetapan penerima bantuan dilaksanakan melalui tiga tahapan 

terstruktur yang diawali dengan tahap Identifikasi, yaitu proses 

penetapan awal terhadap Calon Penerima Bantuan (CPB) yang dinilai 

telah memenuhi kriteria. Langkah selanjutnya adalah tahap Verifikasi 

yang dilakukan secara menyeluruh mencakup validasi data CPB, 

pemeriksaan dokumen keberadaan lokasi, kepastian target sasaran, serta 

pengecekan fisik kesiapan fasilitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 

(SPPG). Setelah dinyatakan layak, alur bermuara pada tahap PKS 

(Perjanjian Kerja Sama) yang ditandai dengan penerbitan Surat 

Keputusan (SK) Penetapan serta penandatanganan kontrak kerja sama 

antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penerima Bantuan 

sebagai landasan hukum pelaksanaan program. 
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3.3. Alur Proses Penetapan CPB dan Penyaluran Dana Program MBG 

Alur proses pemberian bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur sebagai berikut: 
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Gambar 6. Alur Proses Penyelenggaraan Program MBG 

3.4. Komponen Kegiatan 
a. Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis 

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN menyusun beberapa panduan 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk 

Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Badan Gizi Nasional  

Tahun Anggaran 2025. 

2. Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan 

Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. 
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b. Sosialisasi Tata Kelola Program MBG 

Sosialisasi tata kelola program MBG dilakukan oleh setiap unit kerja 

yang terlibat dalam kegiatan ini dari tingkat pusat sampai ke 

kecamatan/desa, satuan pendidikan, dan posyandu. 

c. Penentuan Calon Penerima Manfaat MBG  

Penerima manfaat MBG untuk setiap SPPG di tingkat kecamatan 

ditentukan oleh BGN melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) 

berdasarkan asas pemerataan dan optimalisasi fungsional seluruh 

SPPG pada kecamatan tersebut. Penerima bantuan dan Kepala SPPG 

berkoordinasi dengan satuan pendidikan dan posyandu mengenai 

jumlah penerima manfaat yang mencakup peserta didik, pendidik, 

tenaga kependidikan, dan kelompok 3B.  

Pelaksanaan penentuan penerima manfaat oleh BGN dilakukan dengan 

mekanisme sinkronisasi data penerima manfaat riil dengan pemetaan 

geospasial SPPG yang ada terhadap lokasi kelompok penerima manfaat. 

Penentuan penerima manfaat ini dilaksanakan oleh Korcam di setiap 

kecamatan.  

Dalam rangka pendistribusian informasi atas hasil penentuan 

penerima manfaat oleh BGN,  Korcam dengan didampingi oleh 

Koordinator Wilayah (Korwil) melaksanakan rapat koordinasi bersama 

dengan pihak penerima bantuan (yayasan/perwakilan 

yayasan/pemilik fasilitas), Kepala SPPG dan dapat dihadiri oleh Camat, 

Danramil, dan Kapolsek setempat. 

Hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan 

ditandatangani oleh peserta rapat, dalam hal peserta rapat tidak 

bersedia menandatangani berita acara, Korcam memberikan 

keterangan pada kolom tanda tangan bahwa peserta tidak bersedia 

menandatangani dan dibubuhi tanda tangan Korcam. Data 

pendistribusian diinput oleh Korcam melalui Korwil dalam 

dialur.bgn.go.id dan melaporkan kepada Koordinator Regional (Kreg).  

d. Jadwal Pendistribusian MBG 

Penyelenggaraan program MBG dilaksanakan dengan memedomani 

ketentuan mengenai hari pendistribusian dan aktivitas kerja personil 

sebagai berikut :  
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• Hari Pendistribusian MBG: Layanan pemberian makan kepada 

penerima manfaat adalah 6 (enam) hari dalam satu minggu 

(Senin sampai dengan Sabtu) dengan total akumulasi layanan 

sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) hari pada Tahun Anggaran 

2026. 

• Pengaturan pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama (selain 

hari Minggu) tetap terhitung sebagai Hari Pendistribusian MBG. 

Kegiatan produksi dan distribusi fisik pada hari tersebut 

ditiadakan, dan digantikan dengan mekanisme distribusi paket 

kemasan makanan kering (kemasan sehat dan tahan lama) pada 

hari sebelumnya (H-1). 

• Pengaturan pada Hari Minggu (Aktivitas Persiapan): Hari 

Minggu ditetapkan bukan sebagai Hari Pendistribusian MBG dan 

bukan Hari Operasional SPPG, namun SPPG diwajibkan 

melaksanakan aktivitas persiapan berupa penerimaan bahan 

baku (receiving) dan pemeriksaan kualitas (quality control) guna 

persiapan produksi hari Senin. Kepala SPPG, Pengawas, 

Jurutama Masak, dan Relawan yang dijadwalkan hadir untuk 

tugas tersebut berhak mendapatkan insentif harian sesuai bukti 

kehadiran. 

. Contoh jadwal pendistribusian MBG dapat dilihat pada lampiran 34. 

e. Standar Gizi MBG 

Dalam penyediaan MBG, SPPG mengacu pada Standar Gizi sesuai yang 

tercantum dalam tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Harian menurut 

kelompok umur penerima manfaat. Kebutuhan gizi ini dihitung 

berdasarkan waktu pemberian MBG pagi hari (20-25% AKG) atau siang 

hari (30-35% AKG). 

 
 Tabel 2. Rujukan Angka Kecukupan Gizi Satu Kali MBG 

No Kelompok 
Sasaran 

Pendistribusian 
MBG 

Rujukan 
% AKG 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Karbohidrat 
(g) 

1 Siswa 
TK/PAUD/TK
LB 

Pagi 20-25% 280-350 5,0-6,3 10,0-12,5 44,0-55,0 

2 Siswa 
SD/MI/SDLB 
Kelas 1-3 

Pagi 20-25% 330-413 8,0-10,0 11,0-13,8 50,0-62,5 

3 Siswa 
SD/MI/SDLB 
Kelas 4-6 

Siang 30-35% 585-683 15,8-18,4 19,5-22,8 87,0-101,5 
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4 Siswa 
SMP/MTS/ 
SMPLB 

Siang 30-35% 668-779 20,3-23,6 22,5-26,3 97,5-113,8 

5 Siswa 
SMA/SMK/ 
MA/ SMALB 

Siang 30-35% 713-831 21,0-24,5 22,5-26,3 105,0-122,5 

6 Pendidik Siang 30-35% 713-831 21,0-24,5 22,5-26,3 105,0-122,5 

7 Tenaga 
Kependidikan 

Siang 30-35% 713-831 21,0-24,5 22,5-26,3 105,0-122,5 

8 Anak Balita Siang 30-35% 405-473 6,0-7,0 13,5-15,8 64,5-75,3 

9 Anak Balita 
usia 13-59 
bulan 

Pagi 20-25% 270-338 4,0-5,0 9,0-11,3 43,0-53,8 

10 Balita usia 6-
11 bulan 

Siang 30-35% 240-280 4,5-5,2 10,5-12,2 31,5-36,7 

11 Ibu Hamil Siang 30-35% 753-879 22,1-25,8 20,2-23,6 118,5-138,3 

12 Ibu Menyusui Siang 30-35% 782-912 26,3-30,6 20,2-23,5 123,0-143,5 

Catatan: Perhitungan Standar Gizi MBG mengikuti Peraturan Kementerian Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2019. 

f. Perencanaan Menu 

Perencanaan menu MBG di setiap SPPG merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk menyusun suatu hidangan atau menu 

dalam variasi yang sesuai. Perencanaan menu MBG yang dilakukan 

memiliki beberapa prinsip diantaranya: 

1. Memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan MBG (Tabel 2) sesuai 

kelompok usia. 

2. Menyesuaikan dengan dana yang disediakan. 

3. Memberikan kenyamanan dengan sajian makanan yang sudah 

dikenal dan berasal dari sumber pangan lokal. 

4. Membantu membentuk kebiasaan makanan sehat (mengenalkan 

aneka ragam sumber makanan secara dini). 

5. Menggunakan sumber pangan yang aman dan lingkungan produksi 

makanan dengan sanitasi dan higiene yang baik. 

6. Mengidentifikasi penerima manfaat yang memiliki alergi, 

intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu dan 

menyediakan alternatif makanan lain. 

7. Mempertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan anak terhadap 

makanan dan menu yang diberikan. 

8. Memperhatikan kesesuaian pemorsian makanan yang dihidangkan 

dengan perencanaan menu yang telah dibuat. 
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9. Menggunakan bahan pangan wajib terfortifikasi seperti tepung 

terigu, minyak kelapa sawit kemasan, garam beryodium, dan jika 

tersedia beras terfortifikasi. 

10. Perencanaan menu disusun dalam sebuah Perencanaan Menu 

Bulanan yang disusun paling lambat satu bulan sebelumnya 

termasuk menu kemasan sehat. 

11. Menu kemasan sehat terdiri dari sumber karbohidrat, protein, 

serat, vitamin, dan mineral. Contoh menu kemasan sehat misalnya 

roti, telur, buah, dan susu dengan memprioritaskan produk UMKM 

setempat. Contoh menu kemasan sehat dapat dilihat pada lampiran 

35.  

12. Penentuan bahan pangan dan menu yang akan diterapkan setiap 

SPPG per siklus menu perlu dikoordinasikan antar pengawas gizi 

SPPG dalam satu wilayah untuk mencegah kelangkaan bahan 

pangan. 

13. Masing-masing wilayah dalam hal ini KPPG mengkoordinir 

penyusunan variasi menu MBG berbasis potensi bahan pangan, 

kearifan dan preferensi lokal.  

Penyusunan menu MBG memiliki serangkaian langkah untuk diikuti 

diantaranya: 

 
Gambar 7. Langkah Penyusunan Menu MBG 

Dalam pelaksanaan program MBG Tahun Anggaran 2026, penyusunan 

master menu dilakukan per minggu, yang terdiri atas kegiatan 

penetapan jenis/item bahan pangan yang akan digunakan, penetapan 

frekuensi penggunaan bahan pangan, penetapan  standar porsi berat 

bersih bahan pangan saat akan dimasak dan anggaran belanja 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing SPPG dengan tetap 
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memperhatikan prinsip perencanaan menu MBG. Menu yang akan 

diterapkan dalam satu siklus harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi 

masing-masing kelompok penerima manfaat. 

g. Promosi, Pemberian Edukasi Gizi dan Keamanan Pangan 

1. Pemasangan papan nama SPPG sesuai lokasi dan penanda ruangan 

di area SPPG. 

2. Promosi, edukasi gizi dan keamanan pangan dilaksanakan oleh 

Kedeputian Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN melalui media 

sosial. Selain itu, edukasi gizi kepada satuan pendidikan dan 

penerima Bantuan Pemerintah lainnya, termasuk ibu hamil, ibu 

menyusui, serta orang tua anak di bawah usia lima tahun di tingkat 

kecamatan atau kelurahan, dilaksanakan melalui koordinasi 

Kedeputian Bidang Promosi dan Kerja Sama dengan melibatkan 

pengawas gizi SPPG di seluruh Indonesia, yang selanjutnya 

didukung oleh kader Posyandu dan kader lainnya sebagai 

pelaksana di tingkat masyarakat. 

3. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 

a) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam distribusi 

MBG  diberikan kepada komunitas masyarakat seperti kader 

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pemenuhan gizi 

keluarga/kader Bina Keluarga Balita (BKB)/Tim Pendamping 

Keluarga (TPK), Posyandu dan Tim Pendamping Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Unsur komunitas, swasta, 

dan perguruan tinggi juga melaksanakan pendampingan  terkait 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam program 

MBG;  

b) Pemberdayaan pelaku UMKM, perseroan, perorangan, koperasi, 

koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa sebagai 

penyedia bahan pangan lokal dalam mendukung program MBG. 

4. Peran Kementerian dan Lembaga 

Masing-masing Kementerian dan Lembaga melaksanakan fungsi 

promosi,  edukasi gizi dan keamanan pangan menurut ketentuan 

peraturan presiden nomor 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola 

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. 

5. Peran Pemerintah Daerah 

a) Pemerintah daerah berperan aktif dalam pelaksanaan promosi,  

edukasi gizi dan keamanan pangan di wilayahnya; 
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b) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi 

dan/atau kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan 

promosi,  edukasi gizi dan keamanan pangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait 

memfasilitasi pelaksanaan promosi,  edukasi gizi dan keamanan 

pangan berbasis komunitas, termasuk melalui satuan 

pendidikan, Posyandu, PKK, dan forum masyarakat lainnya, 

guna meningkatkan pemahaman dan perilaku gizi seimbang 

penerima manfaat program MBG. 

6. Peran Pelaksana Edukasi Gizi dan Keamanan Pangan 

a) Peran Satuan Pendidikan (berdasarkan Panduan Implementasi 

Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan yang 

disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 

2025) 

1) Peran Kepala Satuan Pendidikan 

Kepala Satuan Pendidikan menunjuk penanggung jawab 

teknis beserta tim pelaksana program MBG di satuan 

pendidikan untuk mengoordinasikan seluruh tahapan 

pelaksanaan program, termasuk kegiatan sosialisasi, edukasi 

gizi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta 

pengaturan teknis pelaksanaan MBG agar berjalan secara 

berkesinambungan dan tertib. 

2) Peran Guru Pembina UKS 

Guru pembina UKS menyusun rencana program sosialisasi 

dan edukasi gizi serta PHBS di satuan pendidikan yang 

menjangkau seluruh warga satuan pendidikan, dengan 

berkoordinasi dengan pengawas gizi SPPG untuk memastikan 

kesesuaian materi dengan pedoman gizi dan keamanan 

pangan yang berlaku.Peran Guru Pendamping pada Saat 

Pelaksanaan MBG 

Pada saat pelaksanaan MBG, guru pendamping mengelola 

waktu makan peserta didik sebagai bagian dari proses 

pembelajaran non formal dengan: 

i. Menyampaikan pesan edukasi gizi dan keamanan pangan 

harian secara singkat dan sederhana. 
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ii. Mendorong pembiasaan konsumsi makanan bergizi 

seimbang dan aman. 

iii. Mengawasi praktik PHBS sebelum dan sesudah makan. 

iv. Memberikan mentoring edukasi gizi dan keamanan 

pangan secara singkat dan sederhana ke siswa champion. 

3) Integrasi Edukasi Gizi dalam Kegiatan Pembelajaran 

i. Intrakurikuler, melalui penyisipan materi gizi seimbang, 

keamanan pangan, dan PHBS ke dalam mata pelajaran 

dengan pendekatan proyek, diskusi berbasis kasus, atau 

pembelajaran kontekstual. 

ii. Kokurikuler, melalui kegiatan praktik seperti mencuci 

tangan sebelum makan, pengelolaan sampah sisa 

makanan, serta penyusunan jadwal dan menu makan 

bergizi di rumah bersama guru. 

iii. Ekstrakurikuler, melalui kegiatan kreatif seperti lomba 

poster gizi, pentas seni atau drama bertema kesehatan, 

serta pembentukan siswa sebagai duta atau peer 

edukator gizi. 

iv. Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

mendorong komunikasi berkelanjutan antara satuan 

pendidikan dan orang tua atau wali murid untuk 

memperkuat kebiasaan makan bergizi dan PHBS di 

lingkungan rumah. 

b) Peran Pengawas Gizi di SPPG 

Pengawas Gizi di SPPG berperan sebagai narasumber teknis 

dan penjamin mutu substansi edukasi, dengan tugas antara 

lain: 

i. Menyusun perencanaan edukasi gizi dan keamanan 

pangan bulanan yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah 

SPPG. 

ii. Berkoordinasi dengan guru UKS di satuan pendidikan dan  

koordinator kader di Posyandu dalam pelaksanaan edukasi 

gizi dan keamanan pangan untuk peserta didik dan non 

peserta didik. 

iii. Menjadi rujukan teknis dalam klarifikasi isu gizi, menu, 

keamanan pangan, serta penanganan kejadian terkait 

MBG di lingkungan satuan pendidikan. 
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c) Peran Lintas Sektor untuk Kelompok Sasaran Non-Peserta Didik 

Untuk kelompok penerima manfaat balita, ibu hamil, dan ibu 

menyusui, edukasi gizi dan keamanan pangan dilaksanakan 

melalui: 

i. Kerja sama antara SPPG dan Puskesmas, dalam 

penyusunan materi, pelaksanaan edukasi, dan 

pemantauan status gizi. 

ii. Pelibatan kader posyandu, sebagai kepanjangan tangan 

edukasi di tingkat komunitas, dengan dukungan teknis 

dari tenaga kesehatan dan pengawas gizi SPPG. 

iii. Integrasi kegiatan edukasi dengan layanan rutin posyandu, 

seperti penimbangan, pemantauan tumbuh kembang, dan 

konseling gizi. 

h. Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan 

1. Koordinasi kegiatan teknis program MBG di tingkat pusat dilakukan 

oleh BGN sesuai dengan unit kerja masing-masing. 

2. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota koordinasi dilakukan oleh 

KPPG yang didukung Koordinator  Regional (Kreg) dan Koordinator  

Wilayah (Korwil).  

3. Pada tingkat kecamatan/desa koordinasi dilakukan oleh Koordinator  

Kecamatan (Korcam). 

4. Pembinaan dan pendampingan terhadap SPPG dilakukan oleh BGN 

sesuai dengan bidang Kedeputiannya masing-masing. 

5. Pendampingan terhadap satuan pendidikan penerima manfaat 

dilakukan oleh SPPG yang bekerjasama dengan penanggung jawab 

MBG di satuan pendidikan. 

6. Pendampingan terhadap Posyandu penerima manfaat dilakukan oleh 

SPPG yang bekerjasama dengan penanggung jawab MBG di 

Posyandu. 

i. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui manfaat  

program MBG bagi penerima manfaat, melalui survei/jajak pendapat, 

obesrvasi, kunjungan lapangan.  
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3.5. Persyaratan dan Mekanisme Pemberian MBG 
a. Persyaratan 

Persyaratan MBG yang diberikan kepada peserta didik adalah 

berdasarkan: 

1. Terdiri dari menu lengkap dengan mengacu pada prinsip gizi 

seimbang dan diperuntukkan mengganti salah satu waktu makan 

utama, yaitu makan pagi atau makan siang; 

2. Menu lengkap MBG gizi seimbang sesuai ketetapan Kementerian 

Kesehatan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk dan 

buah; 

3. Memenuhi angka kecukupan gizi harian sesuai umur kelompok 

sasaran, 20-25% untuk makan pagi, atau 30-35% untuk makan 

siang; 

4. Paket menu MBG siap saji untuk 1 kali makan. 

5. Paket menu MBG siap saji yang diberikan dikonsumsi di tempat 

dan tidak boleh dibawa pulang, kecuali paket MBG berupa paket 

kemasan makanan kering (kemasan sehat dan tahan lama) untuk 

periode hari Libur Nasional dan cuti bersama. 

6. Paket menu MBG yang diberikan harus terjamin mutu dan 

keamanan pangan (mengikuti penerapan 5 (lima) kunci keamanan 

pangan). 



45 
 

Gambar 8. Lima Kunci Keamanan Pangan 
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b. Mekanisme 

 
Gambar 9. Mekanisme Alur Penyiapan dan Penyaluran MBG 

Mekanisme penyiapan dan penyaluran MBG di tingkat SPPG mengikuti 

alur sebagai berikut: 

1. MBG disiapkan dan diolah setiap hari yaitu dari Senin-Sabtu yang 

diberikan kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, anak 

balita dan penerima manfaat lainnya dan ditambahkan porsi untuk 

uji organoleptik. 

2. Pengolahan MBG dilakukan maksimal 4 jam sebelum makan 

bersama dilaksanakan di satuan pendidikan; 

3. Waktu Penyiapan: pukul 02.00 mulai food preparation bahan non-

perishable; pukul 03.00 mulai proses memasak Tahap 1. 
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4. Waktu Penyiapan dan Penyaluran MBG: 

a) Pukul 02.00: Memulai persiapan bahan makanan (food 

preparation) 

b) Pukul 02:15: Memasak nasi untuk tahap pertama  

c) Pukul 03.00: Memasak lauk untuk tahap pertama  

d) Pukul 05:00: Memasak nasi dan lauk untuk tahap kedua 

e) Pukul 07:00: Memasak nasi dan lauk untuk tahap ketiga  

f) Pukul 05:00-06:30: Proses test food, pendinginan makanan dan 

pemorsian tahap pertama 

g) Pukul 07:00-08:30: Proses test food, pendinginan makanan dan 

pemorsian tahap kedua 

h) Pukul 08:30-10:00: Proses test food, pendinginan makanan dan 

pemorsian tahap ketiga 

i) Pukul 07.30: Pengiriman tahap pertama untuk TK, PAUD, dan 

SD kelas 1-3 

j) Pukul 09.00: Pengiriman tahap kedua untuk siswa SD kelas 4-

6. 

k) Pukul 10.30: Pengiriman tahap ketiga untuk siswa SMP, SMA, 

Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Balita 

l) Pukul 13.00-15.00: Pengambilan Alat Makan. 

5. Waktu penyiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, dan 

pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan jadwal setempat 

6. Bila terdapat dua tahap pendistribusian MBG, maka proses 

persiapan dimulai pada pukul 04.00. 

7. Bila terdapat tiga tahap pendistribusian MBG, maka proses 

persiapan dimulai pada pukul 06.00. 

8. Prinsip yang harus dipenuhi adalah masakan yang telah dibuat 

tidak boleh melebihi zona aman masakan yaitu paling lama 4 jam 

setelah dimasak harus dikonsumsi. 

9. Menu yang disajikan harus dicek mutu dan keamanan pangan 

secara fisik (warna, rasa, aroma, tekstur) terlebih dahulu oleh pihak 

penyedia (pengawas gizi) sebelum diantarkan (lampiran 22). 

10. SPPG wajib menyimpan sampel seluruh menu pada setiap waktu 

pengantaran (lampiran 21). 

11. Pihak satuan pendidikan melalui petugas Unit Kesehatan Sekolah 

(UKS) melaksanakan uji organoleptik terhadap Makan Bergizi 

Gratis (MBG) dalam dua tahap:  
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a) Uji organoleptik dilakukan pada saat paket MBG tiba di satuan 

pendidikan dengan menggunakan 1 (satu) paket MBG yang 

dipilih secara acak (lampiran 22). 

b) Uji organoleptik kembali dilakukan oleh penanggung jawab 

distribusi MBG di satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) paket 

MBG sebelum MBG dikonsumsi oleh penerima manfaat, untuk 

memastikan kondisi, mutu, dan kelayakan makanan tetap 

terjaga sampai waktu konsumsi. 

12. Uji Organoleptik untuk kelompok penerima manfaat 3B (Ibu Hamil, 

Ibu Menyusui, dan Balita) dilakukan pada saat paket MBG diterima 

oleh kader sebanyak 1 (satu) paket MBG di tiap lokasi 

pengantaran yang dipilih secara acak untuk memastikan kondisi, 

mutu, dan kelayakan makanan tetap terjaga sampai waktu 

konsumsi. 

13. MBG diberikan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan menggunakan ompreng dalam keadaan baik 

dan aman termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak 

balita. 

14. Pengiriman MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita 

bekerja sama dengan Kader Posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, 

Penyuluh KB/PLKB atau kader-kader lain . 

15. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan alat 

makan (sendok dan garpu) yang dibawa dari rumah pada setiap hari 

makan. 

16. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membawa air 

minum dari rumah setiap hari. 

3.6. Tata Kelola Bantuan Pemerintah 
a. Sumber Pendanaan 

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan program MBG Tahun 

2026 berasal dari DIPA APBN BGN tahun 2026 dengan target kurang 

lebih 35.270 SPPG Operasional (termasuk 27.000 SPPG Aglomerasi dan 

8.270 SPPG di wilayah terpencil). 

b. Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah 

Dana Bantuan Pemerintah dibelanjakan seluruhnya pada tahun 

anggaran berjalan. Semua pengeluaran dana Bantuan Pemerintah 

harus mendapatkan otorisasi kepala SPPG dan perwakilan Yayasan. 

Apabila terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (28 
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Desember 2026), pihak Penerima Bantuan Pemerintah harus 

mengembalikan dana tersebut dengan menyampaikan bukti surat 

setoran sisa dana kepada PPK sesuai dengan  Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) sebagai dokumen pendukung dana Bantuan Pemerintah dan 

laporan pertanggungjawaban bantuan. 

c. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah 

Pihak Penerima Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK BGN setelah pekerjaan selesai setiap 

2 minggu sekali, dengan melampirkan:  

1. Laporan harian untuk keperluan pengajuan auto topup, laporan per 

dua minggu dalam rangka pertanggungjawaban dan akuntabilitas 

yang disusun melalui SIPGN. 

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) memuat: 

a) Jumlah dana yang dipergunakan, dana yang 

diajukan/ditagihkan, dan dana yang dibayarkan melalui 

pembayaran. 

b) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan kontrak; dan 

c) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 

3. Tanda terima setiap kali penyaluran MBG kepada penerima 

manfaat. 

4. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan harus disusun laporan 

yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

(foto/video, dll) dan daftar hadir penerima manfaat (lampiran 16). 

Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti di atas, 

selanjutnya PPK BGN melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud 

dan dokumen pendukungnya, untuk selanjutnya PPK BGN 

mengesahkan Berita Acara Serah Terima. 

d. Ketentuan Perpajakan 

Penerima Bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan 

pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan perpajakan sebagaimana 

dimaksud meliputi ketentuan wajib pungut dan wajib potong kepada 

wajib pajak atas pembelanjaan yang berasal dari dana bantuan 

pemerintah. Pajak yang telah dipungut atau dipotong, wajib disetorkan 

ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Bahwa  yayasan yang menjadi Penerima Bantuan dalam program MBG 

merupakan entitas yang bersifat non-profit, maka insentif fasilitas 

SPPG yang diterima oleh yayasan dari Pemerintah dikategorikan 

sebagai dana bantuan atau hibah yang dikecualikan dari objek Pajak 

Penghasilan (non-taxable income) bagi yayasan. Namun demikian, 

status non-profit tersebut tidak membebaskan yayasan dari kewajiban 

perpajakan atas pembelanjaan modal maupun operasional yang 

dilakukan kepada vendor atau penyedia jasa, di mana yayasan tetap 

berkewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak 

(PPh/PPN) yang berlaku secara umum atas transaksi tersebut. 
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BAB 4. PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS 

Pelaksanaan MBG merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang 

bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi penerima manfaat berjalan 

secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, 

program ini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan makanan, 

tetapi juga pada pengaturan sistem, peran, dan koordinasi antar unit 

pelaksana di berbagai tingkat. Program MBG dilaksanakan oleh BGN 

dengan membentuk KPPG dan SPPG, yang dilakukan dengan 

memperhatikan analisis organisasi dan beban kerja. Berikut fungsi dari 

KPPG dan SPPG : 

a. Fungsi KPPG 

KPPG merupakan unit pelaksana BGN yang dibentuk di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi koordinasi, 

pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program MBG di wilayah 

kerjanya. KPPG berperan sebagai simpul tata kelola yang 

menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan operasional 

SPPG, guna menjamin terselenggaranya layanan pemenuhan gizi yang 

terstandar, efektif, dan akuntabel. 

Dalam melaksanakan peran tersebut, KPPG mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. KPPG mengawasi dan mengkoordinasikan SPPG di wilayah 

kerjanya dalam pelaksanaan teknis operasional layanan 

penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis; 

2. KPPG bertanggung jawab kepada kepala Badan Gizi Nasional; 

3. Melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

4. Melakukan pelaksanaan layanan penyediaan makanan bergizi; 

5. Melakukan pelaksanaan layanan distribusi makanan bergizi; 

6. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; 

7. Melakukan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, 

keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan 

barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga; 

8. Melakukan koordinasi lintas sektor di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dengan seluruh pemangku kepentingan terkait; 

dan 

9. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program MBG. 
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b. Fungsi SPPG 

SPPG merupakan unit pelaksana operasional program MBG yang 

berfungsi sebagai pusat layanan pemenuhan gizi bagi penerima 

manfaat di wilayah cakupannya. SPPG menjadi ujung tombak 

pelaksanaan program di lapangan, yang tidak hanya bertanggung 

jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi, 

tetapi juga berperan dalam penguatan edukasi gizi dan keamanan 

pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta kesiapsiagaan dalam 

kondisi darurat. Dalam menjalankan perannya, SPPG melaksanakan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan menu dan kebutuhan pangan, 

penyediaan, pengolahan, penyajian, dan distribusi makanan 

bergizi sesuai standar gizi dan keamanan pangan; 

2. Memberikan konsultasi, edukasi gizi dan keamanan pangan 

kepada kelompok sasaran; 

3. Menjalankan peran sebagai pusat ekonomi sirkular;  

4. Sebagai pusat pengembangan kompetensi dan peningkatan 

integritas dalam program pemenuhan gizi; 

5. Melakukan fungsi pemeliharaan fasilitas SPPG secara rutin; 

6. Melakukan respon cepat dan tanggap darurat jika terjadi bencana 

alam di sekitar wilayah SPPG; 

7. Melakukan pengendalian mutu, pencatatan dan pelaporan 

pelaksanaan program; 

8. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam 

rangka memastikan pelayanan gizi tepat sasaran dan berkualitas. 

Dalam menjalankan mandat operasionalnya, SPPG berfungsi sebagai 

unit layanan terpadu yang tidak hanya bertumpu pada aktivitas 

teknis produksi, mulai dari perencanaan menu, pengolahan, hingga 

distribusi pangan bergizi yang terjamin mutunya, tetapi juga berperan 

strategis sebagai pusat ekonomi sirkular yang mempertemukan rantai 

pasok lokal (supply) dengan kebutuhan program (demand), dimana 

SPPG merupakan sentra agregator ekonomi lokal yang 

mempertemukan rantai pasok (supply) dari petani, peternak, serta 

UMKM dengan kebutuhan program (demand). Dalam fungsi ini, SPPG 

menjadi entitas yang tetap aktif beroperasi meskipun tidak sedang 

menjalankan aktivitas produksi (memasak), baik sebagai pusat 

logistik, administrasi, maupun koordinasi pasar, dengan melibatkan 
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aktivitas personil SPPG dan masyarakat. Fungsi sentral ini diperkuat 

dengan peran SPPG sebagai wadah edukasi gizi masyarakat serta 

pusat pengembangan kompetensi dan integritas personel, yang 

didukung oleh tata kelola administrasi melalui pencatatan, pelaporan, 

dan pengendalian mutu yang akuntabel. Guna menjamin 

keberlanjutan layanan yang prima, SPPG juga bertanggung jawab 

melakukan pemeliharaan fasilitas secara rutin, menjalin koordinasi 

aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memiliki kapasitas 

respon cepat sebagai unit tanggap darurat bencana di wilayah 

kerjanya. Seluruh fungsi ini melibatkan aktivitas personil SPPG dan 

relawan yang seluruh pembiayaannya terakomodasi dalam komponen 

biaya operasional dan insentif SPPG. 

c. Jenis SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat 

Dalam konteks jumlah layanan kepada penerima manfaat, SPPG 

dengan skema kemitraan meliputi SPPG Aglomerasi dan SPPG 

Wilayah Terpencil. SPPG Aglomerasi adalah SPPG yang melayani 

penerima manfaat minimal 1.000 orang, sementara SPPG Wilayah 

Terpencil adalah SPPG yang melayani penerima manfaat kurang dari 

1.000 orang di wilayah terpencil. 

4.1. Penyiapan SPPG 

Fasilitas SPPG merupakan kewajiban negara untuk menyiapkan sebagai 

prasyarat layanan program MBG. Kontribusi masyarakat melalui skema 

kemitraan yang menyediakan dan/atau mengoperasikan fasilitas sesuai 

standar BGN dihargai dan dijamin kepastian pembiayaannya melalui 

insentif fasilitas SPPG berbasis ketersediaan (availability-based). Prinsip ini 

dilaksanakan dengan tetap menjunjung efisiensi, akuntabilitas, dan 

kesinambungan layanan kepada masyarakat. Berikut klasifikasi SPPG 

berdasarkan jenisnya :  

a. SPPG BGN 

b. SPPG Mandiri  

c. SPPG Khusus  

d. SPPG Terpencil 

e. SPPG Sekolah Rakyat 

4.1.1. SPPG BGN 

Semua sarana dan prasarana SPPG dirancang untuk kapasitas 

standar 3.000 (tiga ribu) penerima manfaat per hari. Untuk SPPG 
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milik BGN, pendanaan berasal dari APBN dan pembangunan 

dilaksanakan oleh BGN, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Spesifikasi Tanah 

1. Luas tanah: 600 - 1000 m² 

2. Luas bangunan: 300 - 400 m². 

3. Status tanah: pinjam pakai dari Pemda atau TNI Polri. 

4. Lokasi: Lokasi dekat dengan lingkungan satuan 

pendidikan/kelompok sasaran penerima manfaat maksimal 

3.000 anak satuan pendidikan dalam radius maksimal 6 km 

atau jarak tempuh maksimal 30 menit dari lokasi. 

5. Kondisi: Dalam kondisi siap bangun, tidak perlu 

pematangan lahan. 

6. Listrik: Terjangkau layanan PLN. 

7. Jalan: 

a) Akses logistik yang memadai. 

b) Jalan akses lebar ± 5 meter. 

8. Lingkungan :  

a) Lingkungan sekitar higienis. 

b) Tidak berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah. 

c) Tidak berdekatan dengan kandang. 

d) Konflik : Tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak 

manapun. 

b. Spesifikasi Bangunan 

Persyaratan teknis dan gambar teknis (Lampiran 4-6). 

1. Peralatan dapur 

Konfigurasi peralatan dapur dan spesifikasi teknis 

(Lampiran 7). 

2. Peralatan makan  

Peralatan makan berbentuk food tray tipe food grade 

diutamakan berbahan stainless steel 304 dan 316. 

a) Mempunyai 5 cekungan.  

b) Terdiri dari tutup atas tinggi 4,5cm dan tutup bawah 

tinggi 1,5cm (total tinggi 6cm). 

c) Dimensi 22cm x 28cm x 6cm (akan digunakan pada saat 

produk dalam negeri dinyatakan siap). 

d) Ketebalan plat 0,4 mm s/d 0,6 mm. 
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e) Diutamakan produksi dalam negeri. 

f) Gambar teknis (Lampiran 6). 

c. Sarana dan prasarana 

Konfigurasi dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana 

(Lampiran 8). 

d. Alat Mesin Kantor (Alsintor) terdiri dari : 

1) Komputer 2 unit dipergunakan oleh pengawas gizi dan 

pengawas keuangan 

2) Camera video conference 1 unit. 

3) Printer 1 unit. 

4) TV monitor 1 unit. 

5) Jaringan Internet. 

e. Seragam relawan 3 buah x 51 orang = 153 buah seragam,  

spesifikasi (Lampiran 9). 

f. Name Tag ruangan. 

4.1.2. SPPG Mandiri  
SPPG Mandiri merupakan jenis SPPG yang seluruh pendanaan 

pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarananya 

dilakukan secara mandiri oleh Yayasan/Mitra. SPPG Mandiri 

dapat berupa bangunan baru maupun bangunan yang telah 

berdiri dan direnovasi (rumah/ruko, resto/cafe/catering, 

kantin satuan pendidikan/pesantren), dengan ketentuan 

seluruh fasilitas harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

Badan Gizi Nasional. 

Negara memberikan penghargaan atas kontribusi Yayasan/Mitra 

dalam penyediaan fasilitas SPPG Mandiri melalui pemberian 

insentif fasilitas SPPG sebagai pembayaran berbasis 

ketersediaan (fixed availability fee) sebesar Rp6.000.000,00 

(enam juta rupiah) per hari per SPPG, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pemberian insentif ini bersifat independen dari 

volume porsi makanan yang diproduksi dan disalurkan. 

a. Ketentuan Umum SPPG Mandiri 

1. Seluruh sarana dan prasarana SPPG Mandiri dibangun, 

disediakan, dan dibiayai secara mandiri oleh Yayasan/Mitra. 
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2. Pembangunan atau renovasi fasilitas SPPG Mandiri harus 

sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan oleh 

Badan Gizi Nasional. 

3. Dalam persiapan pembangunan fasilitas SPPG Mandiri wajib 

dilakukan survei kelayakan oleh tim verifikasi.  

b.  Spesifikasi Lokasi dan Tanah 

1. Luas tanah menyesuaikan dengan kebutuhan dan luas 

bangunan. 

2. Status tanah berupa Sertifikat Hak Milik atau sewa dengan 

jangka waktu minimal 4 (empat) tahun. 

3. Lokasi berada dekat dengan lokasi kelompok sasaran 

penerima manfaat dalam radius maksimal 6 km atau waktu 

tempuh maksimal 30 menit. 

4. Tersedia akses listrik dari layanan PLN. 

5. Memiliki akses jalan logistik yang memadai yang dapat 

diakses kendaraan roda 4 (empat). 

6. Lingkungan sekitar bersih dan higienis, tidak berdekatan 

dengan Tempat Pembuangan Akhir sampah atau kandang 

ternak termasuk tempat lain yang berpotensi menjadi sumber 

kontaminasi. 

7. Lokasi tidak berada dalam kondisi sengketa dengan pihak 

manapun. 

c.  Spesifikasi Bangunan dan Fasilitas 

1. Luas bangunan: 150 - 400 m². 

2. Tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak manapun. 

3. Persyaratan teknis dan gambar teknis (Lampiran 4-6) yang 

disesuaikan dengan kondisi lapangan/bangunan eksisting. 

4. Peralatan dapur, konfigurasi peralatan dapur dan 

spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam Lampiran 7. 

5. Peralatan makan berbentuk food tray standar food grade 

diutamakan berbahan stainless steel 304 dan 316. 

a) Mempunyai 5 cekungan.  

b) Terdiri dari tutup atas tinggi 4,5cm dan tutup bawah 

tinggi 1,5cm (total tinggi 6cm). 

c) Dimensi 22cm x 28cm x 6cm (akan digunakan pada saat 

produk dalam negeri dinyatakan siap). 
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d) Ketebalan plat 0,4 mm s/d 0,6 mm. 

e) Diutamakan produksi dalam negeri. 

f) Gambar teknis (Lampiran 6). 

6. Sarana dan prasarana. Konfigurasi dan spesifikasi teknis 

sarana dan prasarana (Lampiran 8). 

7. Alsintor terdiri dari : 

a) Komputer 2 unit yang dipergunakan oleh Pengawas Gizi 

dan Pengawas Keuangan. 

b) Camera video conference 1 unit. 

c) Printer 1 unit. 

d) TV monitor 1 unit. 

e) Jaringan Internet. 

8. Seragam relawan 3 buah x 51 orang = 153 buah seragam, 

spesifikasi (Lampiran 9). 

9. Name Tag ruangan. 

10. Seragam relawan dan tanda pengenal per bagian disediakan 

sesuai standar Badan Gizi Nasional. 

11. Pemisahan/pembagian ruangan pada SPPG Mandiri bersifat 

adaptif menyesuaikan dengan kondisi bangunan eksisting. 

Ketentuan mengenai penyekatan fisik (dinding masif/partisi 

penuh) antar ruangan, khususnya antara Area Produksi dan 

Area Pemorsian, adalah tidak bersifat mutlak/wajib, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a.  Peniadaan sekat fisik diperbolehkan apabila kondisi 

bangunan eksisting terbatas sehingga penambahan sekat 

justru akan mempersempit ruang gerak yang 

membahayakan keselamatan kerja, menghambat alur 

operasional, atau menghambat sirkulasi udara (cross-

ventilation) yang menyebabkan suhu ruangan menjadi 

panas dan lembap (kontraproduktif terhadap keamanan 

pangan). 

b. Pemisahan Berbasis Zonasi, digunakan sebagai pengganti 

sekat dinding fisik, SPPG wajib menerapkan Pemisahan 

Fungsional/Zonasi yang tegas untuk mencegah 

kontaminasi silang. Dilakukan melalui: 

i. Memberikan jarak aman yang cukup antara sumber 

panas (area masak) dengan meja pemorsian; 
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ii. Diberikan Penandaan Visual, menggunakan garis 

lantai (floor marking) untuk mempertegas batas area 

kerja. 

c. Wajib memastikan sistem ventilasi/exhaust fan berfungsi 

optimal untuk mengarahkan uap panas dan aroma 

masakan keluar ruangan dan tidak mengarah ke area 

pemorsian. 

4.1.3. SPPG Khusus 

SPPG Khusus merupakan jenis Satuan Pelayanan Pemenuhan 

Gizi yang dibangun dan diselenggarakan oleh instansi atau 

lembaga yang memiliki Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja 

Sama dengan BGN. Pembangunan dan pengelolaan SPPG Khusus 

dilakukan oleh instansi atau lembaga dimaksud sesuai dengan 

ketentuan kerja sama yang disepakati. 

Berbeda dengan SPPG Mandiri yang memiliki batasan jumlah 

kepemilikan maksimal 10 (sepuluh) SPPG per yayasan, SPPG 

Khusus tidak dibatasi jumlahnya. Ketentuan ini diberikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik instansi atau lembaga 

penyelenggara yang memiliki cakupan organisasi luas dan 

kapasitas operasional berskala besar, seperti TNI/POLRI, 

organisasi kemasyarakatan, serta lembaga lain yang bekerja sama 

dengan BGN. 

SPPG Khusus tetap wajib memenuhi standar teknis, operasional, 

dan tata kelola yang ditetapkan oleh BGN, serta tunduk pada 

ketentuan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Seluruh ketentuan terkait dengan ketentuan 

umum, spesifikasi lokasi, tanah, bangunan, dan fasilitas 

mengikuti standar SPPG mandiri yang telah ditetapkan oleh BGN. 

4.1.4. SPPG Terpencil  
SPPG  Terpencil diperuntukkan untuk melayani penerima manfaat 

dengan kondisi tertentu: 

a. SPPG Terpencil melayani penerima manfaat kurang dari 1.000 

orang. SPPG tersebut akan didesain khusus terhadap ukuran 

bangunan, konfigurasi alat dapur dan jumlah tenaga relawan 

SPPG untuk melayani daerah terpencil (mengikuti Pedoman 

Teknis Tata Kelola Program MBG di Wilayah Terpencil). 
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b. SPPG Terpencil melayani penerima manfaat yang berada di 

wilayah-wilayah pegunungan/kepulauan/pesisir/pedalaman. 

SPPG ini diperuntukkan untuk melayani penerima manfaat 

dengan jumlah relatif kecil dan tersebar dengan menggunakan 

alat angkut sarana darat, laut, udara dan jika diperlukan 

dapat menggunakan menu makanan khusus bergizi yang 

tahan lama. 

4.1.5. SPPG Sekolah Rakyat 

 SPPG Sekolah Rakyat adalah SPPG yang melayani khusus untuk 

penerima manfaat kelompok sasaran peserta didik yang ada di 

lingkungan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam Inpres 

Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan 

Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang 

menyatakan instruksi membentuk dan menyelenggarakan sekolah 

rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.  

4.2. Verifikasi SPPG 
a. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data pada  website 

https://mitra.bgn.go.id/; 

b. Tahap Verifikasi meliputi: 

i. Verifikasi Pengajuan, pada tahapan ini Yayasan/Mitra pemilik 

fasillitas mengajukan titik lokasi SPPG, dengan melampirkan 

dokumen kepemilikan/bukti sewa disertai video akses lokasi dan 

rencana layout bangunan SPPG sesuai spesifikasi teknis BGN 

pada website https://mitra.bgn.go.id/. Pada tahap ini Mitra 

DILARANG melakukan pembangunan SPPG sebelum 

mendapatkan persetujuan dari Tim Verifikasi BGN. 

ii. Proses Persiapan, pada tahap ini pengajuan SPPG telah disetujui 

oleh BGN dan Yayasan/Mitra pemilik fasillitas diwajibkan 

langsung melakukan pembangunan SPPG sesuai waktu 

komitmen yang disepakati pada tahap Verifikasi Pengajuan. 

Terhadap pendafaran SPPG pada Proses Persiapan yang telah 

melewati masa komitmen atau berdasarkan hasil pemeriksaan 

dilapangan tidak ada progres pembangunan, maka Tim 

Verifikator melakukan proses Roll back (mengembalikan status 

pengajuan ke tahap Verifikasi Pengajuan). 

iii. Verifikasi Persiapan, pada tahap ini Yayasan/Mitra pemilik 

fasillitas telah menyelesaikan seluruh proses persiapan dan siap 
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untuk dilakukan verifikasi atas proses persiapan yang telah 

dilakukan (progres pada tahap Proses Persiapan telah 100%), 

selanjutnya tim Verifikasi melakukan verifikasi kesiapan 

terhadap dokumen yang diunggah di website 

https://mitra.bgn.go.id/; 

iv. Survei Lapangan, pada tahap ini Tim Verifikasi menugaskan Kreg 

melalui Korwil untuk menunjuk SPPI melakukan survei lapangan 

ke SPPG. Hasil survei yang telah dilaksanakan oleh SPPI yang 

ditunjuk berupa foto dan video berikut rekomendasi diunggah ke 

website https://mitra.bgn.go.id/ ;  

v. Verifikasi Kelayakan, pada tahap ini Tim Verifikasi melakukan 

penilaian akhir atas hasil survei yang telah diupload di website 

https://mitra.bgn.go.id/ atas keseuaian penyiapan SPPG yang 

telah dibangun oleh Yayasan/mitra pemilik fasilitas dengan 

kriteria yang ditentukan oleh BGN dalam Juknis ini. Apabila 

disetujui maka proses Verifikasi telah selesai dan dilanjutkan 

dengan proses penerbitan Berita Acara Verifikasi dan Validasi 

yang ditandatngani oleh Ketua Tim Verifikasi. Namun apabila 

tidak disetujui pengajuan dikembalikan ke proses persiapan 

untuk dilakukan perbaikan oleh Yayasan / Mitra pemilik 

fasilitas. 

c. Hasil verifikasi dan validasi diunduh oleh koordinator Tim verifikasi 

dan diserahkan kepada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 

(SDMO) yang ditunjuk; 

d. Verifikasi akhir calon mitra oleh Ketua Tim Verifikasi sebagai berikut: 

1. Kelengkapan sarana dan prasarana secara virtual dan fisik oleh 

tim verifikasi dan validasi (Verval) 

2. Kesiapan personil relawan SPPG: 

a) Direkrut 30% dari golongan masyarakat lokal/setempat 

termiskin dari desil 1 dan/atau desil 2 (pengecualian untuk 

wilayah yang tidak memiliki masyarakat lokal dan golongan 

miskin dan miskin ekstrem dapat memberdayakan masyarakat 

lokal). 

b) Wajib dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit menular 

termasuk penyakit kulit yang dapat mengganggu higienitas 

dalam penanganan pengolahan dan distribusi MBG 
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(dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan milik pemerintah). 

c) Kesiapan data isian administrasi (mandatory) tim validasi 

melakukan pengecekan data terakhir untuk melengkapi data 

yang kurang, memperbaiki data yang salah, untuk 

meyakinkan data isian yang lengkap dan sesuai.  

e. Pengajuan Proposal Awal. 

1. Indeks sesuai dengan penerima manfaat. 

2. Indeks kemahalan harga sesuai wilayah. 

3. Dalam hal wilayah tidak ada Indeks kemahalan harga namun 

harga di lokasi SPPG lebih mahal dari pagu harga yang tersedia, 

maka pengajuan dana pada proposal dapat mendasari pada HET. 

Manakala tidak tersedia acuan HET dan acuan lainnya, maka 

Kepala SPPG bersama dengan Pengawas Keuangan melakukan 

survei mingguan harga pasar lokal dengan memperbandingkan 

harga komoditas bahan baku yang sama dari minimal tiga 

penyedia untuk setiap komoditas dan referensi harga 

pembelanjaan pada periode sebelumnya. 

4. Jumlah hari operasional SPPG dalam 1 (satu) tahun (terhitung 

sejak SPPG akan melaksankan Operasional sampai 31 Desember 

2026). 

f. Verifikasi akhir oleh Tim Verifikasi untuk penentuan SPPG siap 

operasional, dipimpin oleh Ketua Tim verifikasi SPPG. 

g. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi (BA Verval) SPPG siap 

operasional menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) 

penempatan Kepala SPPG oleh biro SDMO dan SK Penetapan 

Penerima Bantuan oleh PPK, sekurang-kurangnya memuat identitas 

penerima bantuan, jumlah nilai bantuan, dan nomor rekening 

penerima bantuan (format surat keputusan penetapan penerima 

bantuan dapat dilihat pada lampiran 17); 

h. SPPG yang telah ditetapkan kelengkapan dan dinyatakan layak untuk 

operasional maka akan dibuatkan rekening SPPG dalam bentuk 

virtual account sebagai rekening pencairan dana bantuan (flow 

pembentukan VA dapat dilihat pada lampiran 23) dan dilampirkan 

dalam surat keputusan PPK yang merupakan dasar pembuatan 

perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK dengan Penerima Bantuan 

(lampiran 13). 
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4.3. Penerima Bantuan (Yayasan) 
BGN telah menentukan Penerima Bantuan dalam program MBG berupa 

bantuan pemerintah (Banper) kepada Yayasan, sehingga Yayasan 

ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam program MBG untuk 

memenuhi gizi kelompok penerima manfaat, adapun proses penetapan 

proposal Yayasan sebagai Penerima Bantuan BGN sebagai berikut :  

a. Yayasan mendaftar sebagai calon mitra mandiri melalui website 

https://mitra.bgn.go.id/; 

b. Data isian  mitra calon Penerima Bantuan diperiksa oleh Tim 

Verifikasi; 

c. Calon mitra wajib melengkapi dan memperbaiki jika ada kesalahan 

atau tidak lengkapnya data isian pada SIPGN; 

d. Yayasan dinyatakan siap menjadi Penerima Bantuan jika memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Mempunyai sarana dan prasarana SPPG yang lengkap sesuai 

dengan standar BGN dengan kapasitas sesuai pengajuan 

penerima manfaat. 

2. Data administrasi lengkap dan valid (mandatory) disertai 

kelengkapan dokumen legal berupa Akta pendirian, SK  

Kementerian Hukum RI dan NPWP. 

3. Telah mempunyai tenaga kerja operasional SPPG dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a) Direkrut 30% dari golongan masyarakat lokal/setempat 

termiskin dari desil 1 dan/atau desil 2 (pengecualian untuk 

wilayah yang tidak memiliki masyarakat lokal dan golongan 

miskin dan miskin ekstrem dapat memberdayakan 

masyarakat lokal). 

b) Wajib dalam kondisi sehat, tidak menderita penyakit menular 

termasuk penyakit kulit yang dapat mengganggu higienitas 

dalam penanganan pengolahan dan distribusi MBG 

(dibuktikan dengan surat sehat yang dikeluarkan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan milik pemerintah). 

e. Tim Verifikasi Data melakukan persetujuan hasil verifikasi dokumen 

legal Yayasan melalui sistem pada SIPGN, yang secara elektronik 

menjadi pengganti Berita Acara Verifikasi. 

f. Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) membuat berita acara Verval bagi 

Yayasan yang telah memenuhi syarat operasional. 
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g. Tugas dan tanggung jawab Yayasan sebagai Penerima Bantuan 

sebagai berikut: 

1. Yayasan dan Kepala SPPG mendata calon penerima manfaat 

sesuai nama dan alamat, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi 

penerima manfaat. 

2. Menandatangani PKS antara PPK dengan Penerima Bantuan.  

3. Mengajukan proposal tahunan diawal operasional  sampai akhir 

tahun anggaran 2026 (Lampiran 12). 

4. Menerima dana bantuan MBG melalui transfer langsung ke 

rekening SPPG dalam bentuk Virtual Account Bank Himbara atas 

nama Yayasan  yang terdiri dari 2 (dua) user signer (maker dan 

approver), sebagai maker yaitu perwakilan yayasan dan sebagai 

approver yaitu Kepala SPPG yang menjalankan fungsi 

Validator/Verifikator yang memastikan kesesuaian 

pengajuan dengan ketentuan, tanpa mengambil alih 

Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana yang melekat 

pada Yayasan. 

5. Yayasan (selaku maker) dan Kepala SPPG (selaku approver) 

melakukan transaksi dana Banper untuk belanja bahan, 

operasional dan insentif fasilitas SPPG (Lampiran 24); 

6. Persetujuan pembelian bahan baku dan pengeluaran operasional 

dilaksanakan melalui mekanisme maker and approval antara 

Perwakilan Yayasan dengan Kepala SPPG dengan landasan 

musyawarah. Pembelian yang dilakukan oleh Penerima Bantuan 

wajib diketahui oleh Kepala SPPG sehingga setiap bahan baku 

yang dikirimkan ke SPPG wajib diselesaikan semua proses 

pembayarannya sebelum bahan baku masuk dan diproses di 

SPPG. 

7. Yayasan dan Kepala SPPG dibantu oleh relawan SPPG 

mendistribusikan MBG kepada penerima manfaat. 

8. Menerima tanda terima pemberian MBG dari perwakilan penerima 

manfaat. 

9. Yayasan/Penerima Bantuan bersama Kepala SPPG membuat 

dokumen sebagai berikut:  

a) Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan MBG pada setiap 

pelaksanaan kegiatan (harian, 2 minggu, bulanan) (Lampiran 

30). 
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b) Berita Acara Serah Terima (BAST) penerimaan dana. 

c) Bukti setoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Bukti setoran ke kas negara apabila terdapat sisa dana di akhir 

tahun. 

e) Dokumentasi. 

f) Tanda terima penyerahan MBG. 

10. Setiap yayasan hanya diperkenankan menaungi maksimal 10 

(sepuluh) unit SPPG yang beroperasi hanya di satu provinsi yang 

sama (tidak harus pada provinsi domisili Yayasan) atau Yayasan 

dapat membuka cabang SPPG pada lebih dari satu provinsi 

sebanyak maksimal 5 (lima) unit SPPG. Ketentuan ini tidak 

berlaku bagi Yayasan, instansi pemerintah, dan organisasi yang 

telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan BGN.  

11. Dalam rangka optimalisasi penyerapan produk usaha mikro dan 

usaha kecil lokal, serta untuk efisiensi tata kelola pengadaan 

(termasuk memudahkan seleksi bahan baku dan kemudahan 

transaksi), Yayasan/Mitra diperbolehkan membentuk entitas 

usaha seperti Usaha Dagang (UD) atau Koperasi. Pembentukan ini 

dilakukan dengan sepengetahuan Kepala SPPG dan harus 

mematuhi prinsip akuntabilitas. 

12. Menjamin pelaksanaan prinsip pendelegasian wewenang di mana 

segala akibat hukum, kerugian, dan risiko yang timbul dari 

pelaksanaan operasional SPPG menjadi beban dan tanggung 

jawab mutlak Mitra Pengelola (Perwakilan Yayasan), serta 

membebaskan Yayasan dari segala tuntutan (Vrijwaring). 

h. Mekanisme Pergantian Yayasan/Penerima Bantuan Program MBG 

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan program MBG serta 

merespon dinamika pelaksanaan di lapangan, mekanisme pergantian 

Yayasan disederhanakan melalui pembentukan Tim Gabungan 

Pergantian Yayasan. 

1. Pembentukan Tim Gabungan 

Tim Gabungan Pergantian Yayasan dibentuk oleh BGN dan bersifat 

ad hoc, dengan keanggotaan lintas kedeputian yang meliputi Tim 

Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Tim Kedeputian 

Bidang Sistem dan Tata Kelola, Tim Kedeputian Bidang Penyediaan 

dan Penyaluran, Tim PPK, Tim VA, Tim Portal Mitra, dan Tim Portal 
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Dialur. Tim gabungan bertugas melakukan evaluasi terpadu, 

percepatan proses, serta persetujuan atau penolakan atas 

permohonan pergantian yayasan. 

 

2. Prinsip Umum Pergantian Yayasan 

Pergantian yayasan dilaksanakan dengan prinsip: 

a) Menjamin keberlanjutan operasional SPPG. 

b) Melindungi kepentingan penerima manfaat. 

c) Menjaga akuntabilitas keuangan negara. 

d) Efisiensi dan kecepatan proses administratif. 

3. Prosedur Pergantian Yayasan 

a) Kondisi Sebelum SPPG Operasional 

1) SPPG belum operasional 
2) Pengajuan Permohonan ditujukan kepada tim verifikasi 

dengan melampirkan bukti kepemilikan SPPG 
3) Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama 

dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari 
Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh tim 
verifikasi 

4) Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik 
fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat 
dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib 
membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas 
pengajuan tersebut. Selanjutnya tim verifikasi wajib 
memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum 
proses pergantian yayasan diproses.  

b) Kondisi Setelah SPPG Operasional 

1) SPPG telah beroperasi dan melaksanakan penyaluran MBG 

kepada penerima manfaat. 

2) Pengajuan  Permohonan  

Mitra Pemilik Fasilitas mengajukan surat permohonan 

pergantian Yayasan kepada Tim Gabungan. Surat 

permohonan memuat: 

i. Alasan pergantian Yayasan/Penerima Bantuan. 

ii. Usulan calon yayasan pengganti. 

iii. Dokumen bukti kepemilikan fasilitas SPPG.  

3) Dalam hal yang mengajukan adalah yayasan bersama 

dengan mitra pemilik fasilitas, dengan pelepasan dari 

Yayasan lama, pengajuan dapat langsung diproses oleh Tim 

Gabungan. 
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4) Dalam hal pengajuan hanya diajukan oleh mitra pemilik 

fasilitas (yayasan lama tidak bisa dihubungi/tidak dapat 

dilakukan komunikasi/terjadi konflik, maka pemohon wajib 

membuat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas 

pengajuan tersebut. Selanjutnya tim gabungan wajib 

memastikan status kepemilikan dari pemohon sebelum 

proses pergantian yayasan diproses. 

5) Verifikasi Administratif Awal 

Tim Gabungan melakukan verifikasi administratif terhadap 

kelengkapan dokumen dan status calon yayasan pengganti. 

Yayasan pengganti dapat merupakan yayasan yang telah 

terdaftar dan terverifikasi oleh BGN atau yayasan baru. 

Apabila Yayasan baru, maka perlu dilakukan pendaftaran 

terlebih dahulu untuk diverifikasi oleh tim BGN. 

6) Analisis dan Klarifikasi Terpadu 

Tim Gabungan melaksanakan analisis menyeluruh 

terhadap aspek operasional SPPG, kinerja yayasan lama, 

risiko keberlanjutan layanan MBG, dan kelayakan yayasan 

pengganti. Dalam tahap ini, Tim Gabungan dapat 

memfasilitasi pemanggilan atau klarifikasi kepada yayasan 

lama dan pihak terkait lainnya. 

7) Keputusan Tim Gabungan 

Berdasarkan hasil analisis, Tim Gabungan memutuskan: 

i.Disetujui. 

ii.Tidak disetujui. 

8) Penetapan Pergantian 

Apabila rekomendasi menyetujui pergantian: 

i. Tim Gabungan menyusun Berita Acara Pergantian 

Yayasan/Penerima Bantuan. 

ii. PPK menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan 

Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA. 

iii. PPK menyusun dan menandatangani PKS dengan 

Yayasan/Penerima Bantuan yang baru. 

9) Penyesuaian Sistem Keuangan 

PPK mendaftarkan Yayasan/Penerima Bantuan yang baru 

pada KPPN melalui aplikasi SAKTI sebagai Supplier 

(Supplier penyaluran dari KPPN kepada Yayasan), serta 
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menonaktifkan Yayasan/Penerima Bantuan yang lama. 

Apabila terdapat sisa saldo pada VA Yayasan lama, maka  

dilakukan penarikan ke rekening induk (pooling) oleh BGN. 

 

4. Ketentuan Tambahan 

a) Selama proses pergantian yayasan, operasional SPPG tetap 

berjalan. 

b) Batas waktu penanganan permohonan pergantian yayasan 

kurang lebih 15 hari kerja sejak pengajuan diterima oleh Tim 

Gabungan.  

4.4. SPPI sebagai Kepala SPPG 
a. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah warga 

negara Indonesia lulusan program sarjana dari berbagai disiplin ilmu 

yang direkrut, dilatih, dan ditempatkan oleh pemerintah untuk 

bertugas di wilayah desa, daerah tertinggal, terpencil, dan/atau 

kawasan strategis nasional guna mendorong percepatan 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan 

program prioritas pemerintah. 

b. SPPI yang diberi penugasan sebagai Koordinator pengelola SPPG, yang 

selanjutnya disebut Kepala SPPG diupayakan sesuai dengan daerah 

asal personil tersebut. 

c. Penempatan berdasarkan surat keputusan setelah SPPG siap 

operasional. 

d. Tugas dan tanggung jawab Kepala SPPG adalah sebagai berikut:  

1. Kepala SPPG dan Yayasan mendata calon penerima manfaat 

sesuai nama dan alamat. 

2. Yayasan (selaku maker) dan Kepala SPPG (selaku approver) 

melakukan transaksi dana Banper untuk belanja bahan, 

operasional dan insentif fasilitas SPPG. 

3. Bersama Perwakilan Yayasan melaksanakan operasional SPPG 

dalam mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji. 

4. Bersama Perwakilan Yayasan mendistribusikan MBG kepada 

penerima manfaat sesuai nama dan alamat. 

5. Bersama Perwakilan Yayasan menginventarisir tanda terima 

pemberian MBG kepada penerima manfaat. 

6. Bersama Perwakilan Yayasan menyiapkan SPPG agar selalu siap 

operasional baik sarana dan prasarana maupun personil. 
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7. Bersama Perwakilan Yayasan membuat laporan dan evaluasi 

pelaksanaan operasional MBG. 

8. Kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan harus 

mengisi daftar hadir harian pada SIPGN. 

4.5. Penerima Manfaat 
a. Penerima manfaat pada program MBG sesuai Perpes No.115 Tahun 

2025, sebagai berikut: 

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan 

umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan 

khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; 

2. Anak usia di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan; 

3. Ibu hamil; 

4. Ibu menyusui dan; 

5. Kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

b. Penerima manfaat lainnya meliputi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang turut mendampingi penerima manfaat kelompok 

sasaran peserta didik pada satuan pendidikan. 

c. Dalam rangka mempercepat operasionalisasi dan pemerataan 

sasaran pemenuhan gizi di setiap wilayah di Indonesia, maka 

diperlukan koordinasi tingkat kecamatan untuk mendukung program 

MBG. 

d. Pendataan calon penerima manfaat di setiap SPPG pada tingkat 

kecamatan dan penentuan pendistribusian MBG kepada Penerima 

Manfaat di tiap SPPG ditentukan oleh Badan Gizi Nasional dilakukan 

melalui mekanisme sebagai berikut: 

1. Korwil  Kabupaten/Kota menunjuk Korcam  di setiap kecamatan 

yang ditentukan dengan mufakat bersama Kepala SPPG di Wilayah 

kecamatan tersebut. 

2. Korcam  berkoordinasi dengan seluruh mitra pemilik 

fasilitas/Yayasan dan Kepala SPPG perihal sinkronisasi penerima 

manfaat MBG antar SPPG di dalam 1 (satu) Kecamatan.  

3. Korcam yang ditunjuk melakukan sinkronisasi data penerima 

manfaat dengan ketersediaan SPPG yang sudah siap operasional 

di wilayah kecamatannya dengan cara: 
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a) Memetakan kelompok penerima manfaat dalam wilayah 

kecamatan berdasarkan golongannya (peserta didik pada setiap 

jenjang, anak dibawah usia 5 tahun, ibu menyusui, dan ibu 

hamil, dan penerima manfaat lainnya sebagaimana diatur 

dalam Juknis ini); 

b) Data pada poin (1) berpedoman pada masing-masing satuan 

pendidikan, posyandu, puskesmas dan pendataan langsung di 

lapangan pada masing-masing wilayah kecamatan; 

c) Membuat peta geospasial di masing-masing SPPG yang siap 

operasional; 

d) Pendistribusian penerima manfaat pada setiap SPPG 

diprioritaskan kepada jarak pendistribusian pada setiap SPPG, 

hindari adanya persilangan (crossing) pendistribusian antar 

SPPG. 

e) Sinkronisasi data penerima manfaat SPPG dilakukan dengan 

asas pemerataan;. 

4. Korcam mengundang Yayasan/mitra serta Kepala SPPG dalam 1 

(satu) wilayah kecamatan untuk menyampaikan hasil sinkronisasi 

penerima manfaat yang telah dilakukan di kecamatan tersebut 

dengan dihadiri oleh Camat, Danramil, dan Kapolsek. 

5. Membuat Berita Acara Sinkronisasi Data penerima manfaat MBG 

di setiap SPPG dalam kecamatan yang ditandatangani oleh 

KaSPPG, Yayasan/Perwakilan Yayasan dan disaksikan oleh 

Camat, Danramil, dan Kapolsek sesuai format pada lampiran 2 

dan 3. Dalam hal penerima pantuan tidak bersedia 

menandatangani Berita Acara, maka Korcam menuangkan 

keterangan ketidaksediaan tandatangan pada kolom tanda tangan 

Penerima Bantuan. 

6. Data hasil Sinkronisasi Penerima Manfaat MBG pada poin 3, 4 dan 

5 wajib segera diinput oleh Korcam dan Korwil pada Sistem SIPGN.  

7. Sinkronisasi Data ini bersifat rutin dan dilakukan secara berkala 

setiap ada perubahan komposisi SPPG siap operasional di 

kecamatan tersebut dan ada penambahan data penerima manfaat 

di Kecamatan.  

8. Dalam hal ada SPPG yang tidak dapat operasional disebabkan 

kondisi tertentu, maka Korcam segera melakukan Sinkronisasi 
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ulang untuk dilakukan pengalihan pendistribusian MBG dari 

SPPG yang operasional. 

9. Apabila jumlah SPPG siap operasional pada kecamatan masih 

belum memenuhi target jumlah SPPG yang ada, maka SPPG masih 

dapat melayani lebih dari 3000 penerima manfaat (disesuaikan 

dengan kesiapan tiap SPPG, tidak lebih dari 4000 

penerimamenerima) dan/atau Korwil/Korcam dapat 

mengkoordinasikan pendisitribusian lintas kecamatan dari SPPG 

di kecamatan lain yang terdekat dan masih dalam jangkauan 

pendistribusian (maksimal 6km dan 30 menit perjalanan) dalam 

satu Kabupaten/Kota. 

e. Penerima manfaat menerima program MBG dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Peserta didik, non peserta didik dan penerima manfaat lainnya 

sebagaimana diatur dalam Juknis ini, sesuai dengan wilayah 

pelayanannya. 

2. Penyaluran MBG diberikan pada hari Senin-Sabtu atau maksimal 

6 (enam) hari dalam seminggu. Pembagian MBG untuk hari libur 

satuan pendidikan mengikuti Pedoman Teknis Tata Kelola MBG 

pada Hari Libur. 

f. Dalam rangka memastikan kualitas MBG di satuan pendidikan dan 

kelompok sasaran lainnya (Peserta didik dan non-peserta didik), 

kepala SPPG menyiapkan porsi MBG untuk keperluan uji 

organoleptik secara berlapis. Pertama, satu porsi MBG yang dipilih 

secara random dari makanan yang diantar, dilakukan saat serah 

terima makanan dari unit transportasi MBG kepada pihak satuan 

pendidikan/kelompok  penerima manfaat lainnya yang dituangkan 

dalam Berita Acara Serah Terima MBG, Kedua, satu porsi MBG untuk 

uji organoleptik sesaat sebelum makanan akan dikonsumsi oleh 

penerima panfaat. Apabila hasil uji organoleptik ditemukan ada 

perubahan rasa, bau dan warna, maka penanggunjawab kelompok  

penerima manfaat segera melaporkan dan mengembalikan MBG ke 

SPPG dengan membuat berita acara penyerahan kembali MBG ke 

SPPG.  

g. Khusus pada bulan puasa penerima manfaat diberikan menu khusus 

berupa paket kemasan makanan kering yang tidak mudah basi 

(kemasan sehat dan tahan lama), diberikan pada jam menjelang 
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pulang sekolah dengan menggunakan kantong makanan (paper 

bag/plastik/atau bentuk lain) tanpa foodtray. Bila pada hari Sabtu 

dimana satuan pendidikan tidak ada pembelajaran atau libur maka 

makanan kering diberikan pada hari Jumat menggunakan kantong 

makanan tanpa food tray. 

h. Penerima manfaat akan dipantau perkembangan gizinya melalui 

pengukuran tinggi badan, berat badan, dan metode lain (status gizi) 

sesuai dengan prosedur kesehatan setiap 6 bulan sekali. Mekanisme 

mengenai pengukuran (antropometri) dan pemantauan status gizi 

akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri. 

4.6. Perjanjian Kerjasama 
a. Perjanjian kerjasama operasional SPPG antara BGN (diwakili oleh 

PPK) dengan Penerima Bantuan (Yayasan) dilaksanakan setelah berita 

acara hasil verifikasi dikeluarkan oleh Tim Verifikasi dan surat 

keputusan penetapan mitra dikeluarkan oleh PPK dan disahkan oleh 

KPA. Ketua Yayasan dan Perwakilan Yayasan yang ditunjuk pada tiap 

SPPG adalah pihak yang menandatangani PKS. Ketua Yayasan dan 

Perwakilan Yayasan adalah yang namanya tercantum dalam akta 

pendirian Yayasan dan/atau ditunjuk melalui surat kuasa dari Pihak 

Yayasan Penerima Bantuan. 

b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) (template Lampiran 13), memuat tentang:  

1. Hak dan kewajiban kedua belah pihak 

2. Jumlah bantuan yang diberikan. 

3. Tata cara dan syarat penyaluran. 

4. Pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk 

menyiapkan Fasilitas SPPG beserta sarana dan prasarananya 

sesuai kriteria BGN. 

5. Pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk 

menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati. 

6. Pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk 

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara. 

7. Sanksi. 

8. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada 

PPK. 

9. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah 

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. 

10. Pembatalan perjanjian. 
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11. Penyelesaian perselisihan 

c. Tugas dan tanggung jawab Penerima Bantuan 

1. Mendata Penerima Manfaat dan menerima menetapkan jumlah 

penerima manfaat berdasarkan hasil rapat sinkronisasi penerima 

manfaat sesuai kategori: 

a) TK/PAUD/RA; 

b) SD/MI kelas 1 sampai dengan kelas 3; 

c) SD/MI kelas 4 sampai dengan kelas 6; 

d) SMP/MTs sederajat; 

e) SMA/MA/SMK sederajat; 

f) Pendidikan keagamaan; 

g) Pendidikan Pesantren; 

h) Pendidikan khusus; 

i) Pendidikan Layanan Khusus; 

j) Pendidikan Non Formal; 

k) Pendidikan Informal; 

l) Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

m) Anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan; 

n) Ibu hamil; 

o) Ibu menyusui. 

2. Menghadiri, menerima dan melaksanakan Rapat Sinkronisasi 

Data Penerima Manfaat yang dilaksanakan. 

3. Mengajukan proposal sesuai template pada SIPGN. (Lampiran 12) 

4. Melaksanakan dan mentaati perjanjian kerja sama. 

5. Menghindari tindakan yang dapat merugikan negara demi 

memperoleh keuntungan sepihak. 

6. Membuat laporan pertanggung jawaban operasional dan 

keuangan. 

7. Melengkapi administrasi Yayasan dan SPPG (Asuransi relawan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lampiran 29). 

d. Tugas dan tanggung jawab BGN sebagai Pengelola Bantuan 

Pemerintah sebagai berikut: 

1. Mengajukan pembayaran ke KPPN sesuai pengajuan Banper MBG 

dari Penerima Bantuan. 

2. Menyalurkan dana bantuan ke Penerima Bantuan melalui KPPN. 

3. Menugaskan Kepala SPPG sebagai perwakilan BGN bersama 

Penerima Bantuan untuk melaksanakan operasional SPPG. 
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4. Menerima laporan dari Penerima Bantuan atas pelaksanaan MBG 

di SPPG. 

5. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap 

pelaksanaan MBG di setiap SPPG. 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

MBG di setiap SPPG. 

4.7. Proposal dan Pengajuan (Bahan Baku, Operasional dan Insentif) 
a. Penerima Bantuan sebelum SPPG operasional terlebih dahulu 

mengajukan jumlah penerima manfaat berdasarkan hasil rapat 

sinkronisasi penerima manfaat. 

b. Proposal / Pengajuan Banper  berdasarkan jumlah penerima manfaat 

sebagai berikut: 

1. Anak Balita    : ... orang 

2. PAUD/TK/RA    : ... orang 

3. SD/MI kelas 1 - 3   : ... orang 

4. SD/MI kelas 4 - 6   : ... orang 

5. SMP/MTS      : ... orang 

6. SMA/MA/SMK    : ... orang 

7. SLB       : ... orang 

8. Santri     : ... orang 

9. Pendidikan khusus lainnya  : ... orang 

10. Pendidikan informal   : ... orang 

11. Ibu hamil      : ... orang 

12. Ibu menyusui     : ... orang 

13. Food Sample    : ... porsi 

14. Uji Organoleptik    : ... porsi 

15. Pendidik dan Tenaga Kependidikan : ... porsi 

c. Komponen pengelompokan penerima manfaat dan indeks proposal 

pengajuan untuk operasional SPPG: 

1. Belanja Bahan Baku at cost 

a) Anak Balita/PAUD/TK/RA, SD/MI kelas 1-3 menggunakan 

acuan dasar sebesar Rp8.000/orang, dan dimungkinkan lebih 

besar maupun lebih kecil berdasarkan kebutuhan riil dengan 

merujuk kepada Harga Eceran tertinggi (HET) setempat yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini salah satu 

contoh acuannya seperti indeks kemahalan (lihat contoh 

indeks kemahalan pada lampiran 16). Manakala tidak tersedia 
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acuan HET dan acuan lainnya, maka Kepala SPPG bersama 

dengan Pengawas Keuangan melakukan survei mingguan 

harga pasar lokal dengan memperbandingkan harga 

komoditas bahan baku yang sama dari minimal tiga penyedia 

untuk setiap komoditas. 

b) SD/MI kelas 4-6, SMP/MTS. SMA/MA/SMK, SLB, Pendidik, 

Tenaga Kependidikan, Santri, ibu hamil, ibu menyusui 

menggunakan acuan dasar sebesar Rp10.000/orang, dan 

dimungkinkan lebih besar maupun lebih kecil berdasarkan 

kebutuhan riil dengan merujuk kepada HET setempat yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini salah satu 

contoh acuannya seperti indeks kemahalan (dapat lihat pada 

lampiran 16). Apabila tidak tersedia acuan HET dan acuan 

lainnya, maka Kepala SPPG bersama dengan pengawas 

keuangan melakukan survei mingguan harga pasar lokal 

dengan membandingkan harga komoditas bahan baku yang 

sama dari minimal tiga penyedia untuk setiap komoditas.  

2. Biaya Operasional at cost 

Pengajuan proposal biaya operasional dengan estimasi pagu 

pengajuan Rp3.000/orang, adapun komponen biaya operasional 

sebagai berikut: 

a) Listrik. 

b) Internet/telepon. 

c) Gas. 

d) Air. 

e) Insentif relawan pekerja SPPG (dibayarkan oleh Perwakilan 

Yayasan) secara tunai atau melalui transfer dari virtual account 

ke rekening masing-masing relawan. Insentif relawan 

dibayarkan dengan prinsip kehadiran relawan di SPPG. Hari 

kerja relawan mengikuti hari operasional SPPG (termasuk bila 

SPPG operasional pada hari libur sekolah dan cuti bersama).  

f) Biaya iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk personil 

SPPG yang meliputi Tenaga Kerja non-ASN dan relawan. 

g) Insentif Penanggung Jawab Satuan Pendidikan, dialokasikan 

untuk mendukung kelancaran operasional, koordinasi, dan 

pengawasan oleh penanggung jawab di tingkat satuan 

pendidikan dalam pelaksanaan program MBG. 
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Besaran insentif harian operasional pada tiap satuan 

pendidikan (sekolah) ditetapkan berdasarkan jumlah total 

penerima manfaat (siswa) yang terdaftar di satuan pendidikan 

tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Skema Insentif Harian Penanggung Jawab Satuan Pendidikan 

No. 
Jumlah Penerima Manfaat 

Satuan Pendidikan 

Besaran Insentif 

(per hari operasional per 

satuan pendidikan) 

1 < 100 siswa 
Rp20.000,- 

(Dua puluh ribu rupiah) 

2 100 s.d. 500 siswa 
Rp30.000,- 

(Tiga puluh ribu rupiah) 

3 501 s.d. 750 siswa 
Rp50.000,- 

(Lima puluh ribu rupiah) 

4 751 s.d. 1.000 
Rp60.000,- 

(Enam puluh ribu rupiah) 

5 1.001 s.d. 2000 siswa 
Rp100.000,- 

(Seratus ribu rupiah) 

6 2.001 s.d. 3.000 siswa 
Rp200.000,- 

(Dua ratus ribu rupiah) 

 

Insentif ini diserahkan oleh Kepala SPPG kepada Kepala 

Satuan Pendidikan sebanyak 2 kali dalam sebulan, untuk 

diberikan kepada penanggung jawab satuan pendidikan 

dengan membuat tanda terima yang ditandatangani oleh 

penanggung jawab satuan pendidikan. Kepala Satuan 

Pendidikan menunjuk guru pembina UKS sebagai penanggung 

jawab teknis beserta tim pelaksana program MBG di satuan 

pendidikan untuk mengoordinasikan setiap tahapan, proses 

sosialisasi edukasi gizi dan PHBS, serta proses pelaksanaan 

program MBG secara berkesinambungan. penghitungan 

pemberian insentif penanggung jawab program MBG di satuan 

pendidikan (dapat dilihat pada lampiran 27). 

h) Insentif kader Posyandu dan kader lainnya untuk distribusi 

MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita (dapat 

dilihat pada lampiran 26). Yang dimaksud dengan biaya 

Insentif kader adalah biaya yang dikeluarkan khusus untuk 

kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita, yang 
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besarannya dengan rata-rata Rp1.000/penerima manfaat per 

hari operasional.  

i) Biaya operasional kendaraan meliputi biaya sewa kendaraan 

mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian 

Keuangan yaitu PMK No. 32 Tahun 2025 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 sebagai batas maksimal 

sewa kendaraan bulanan (mobil pick up baru lima tahun 

terakhir). Contoh biaya sewa kendaraan > 5 tahun (mengacu 

pada lampiran 33). Apabila usia pakai kendaraan lebih dari 

lima tahun, maka biaya sewa dihitung dengan menggunakan 

formula BPK (Biaya Pokok Kendaraan). Tarif pajak atas sewa 

kendaraan ditanggung oleh pemilik kendaraan.  

j) Jenis dan jumlah kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan 

SPPG, yaitu maksimal 2 (dua) unit kendaraan roda 4 dan/atau 

1 (satu) unit kendaraan roda 3, dan/atau 2 (dua) unti 

kendaraan roda 2. Dalam hal adanya kondisi kesulitan akses 

kendaraan roda 4 pada wilayah pendistribusian maka dapat 

digunakan kendaran roda 3 dan/atau roda 2 sesuai jumlah 

yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan yang wajar 

oleh Penerima Bantuan dan KaSPPG. Contoh spesifikasi 

kendaraan (dapat dilihat pada lampiran 10). 

k) Untuk SPPG di daerah aglomerasi dengan akses mudah ke 

lokasi penerima manfaat yang dapat dilalui kendaraan roda 4, 

maka diwajibkan menyediakan minimal 1 unit kendaraan roda 

4 untuk melayani pendistribusian MBG ≤ 1.500 penerima 

manfaat dan 2 unit kendaraan roda 4 untuk melayani 

pendistribusian MBG > 1.500 penerima manfaat.  

l) Untuk daerah yang tidak dapat diakses menggunakan 

kendaraan roda empat, seperti daerah kepulauan atau 

pegunungan atau wilayah dengan akses terbatas maka 

diperkenankan menggunakan kendaraan alternatif seperti 

sampan, speedboat, kendaraan bermotor roda tiga, roda dua, 

atau sepeda. Pembiayaan berdasarkan negosiasi harga riil 

yang wajar berlaku di wilayah tersebut. 

m) Kendaraan pendistribusian MBG dapat diperoleh melalui 

mekanisme sewa dari badan usaha berbadan hukum, seperti 

CV atau PT, maupun dari pihak perorangan, sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan program. Dalam hal penggunaan kendaraan sewa, 

Penyedia kendaran bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi layak 

jalan, aman, bersih, dan memenuhi standar operasional 

pendistribusian MBG. Penyedia Kendaraan Sewa wajib 

melengkapi kendaraan yang disewakan kepada SPPG dengan 

asuransi kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya 

kecelakaan dan risiko lainnya yang terjadi dalam proses 

distribusi. Perjanjian Kerja Sama sewa kendaraan dapat dilihat 

pada lampiran 32. 

n) Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional dan 

Genset. 

o) Pembelian masker, sarung tangan, alas kaki, dan tutup 

kepala. 

p) Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) SPPG seperti kertas, 

stopmap, pulpen, stiker label (self adhesive label), tinta printer, 

spidol, dll. 

q) Kerusakan yang terjadi akibat pemakaian operasional wajar 

dan berkelanjutan setelah masa pemakaian lebih dari 6 

(enam) bulan, kerusakan yang bersifat keausan alami (wear 

and tear), bukan karena kesengajaan dan kelalaian atau 

penyimpangan prosedur, perbaikan yang diperlukan untuk 

menjamin kelangsungan operasional SPPG, keamanan 

pangan, dan keselamatan kerja, termasuk perbaikan peralatan 

utama produksi dan distribusi, perbaikan yang telah melalui 

persetujuan Kepala SPPG dan dicatat dalam laporan 

operasional serta laporan keuangan SPPG, pembiayaan 

perbaikan pada kategori ini dicatat sebagai bagian dari biaya 

operasional SPPG dan harus memenuhi prinsip transparansi 

serta akuntabilitas. 

r) Biaya paket rapat koordinasi SPPG dengan stakeholder satu 

kali sebulan. 

s) Kantong makan dalam keperluan pendistribusian MBG pada 

hari libur. 
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t) Biaya transportasi harian Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, 

dan Pengawas Gizi dalam rangka pelaksanaan survei harga 

pasar mingguan dan/atau pelaksanaan edukasi gizi dan 

keamanan pangan pada penerima manfaat.  

u) Gaji pengawas gizi, pengawas keuangan, dan pengawas 

sanitasi, dibayarkan menggunakan biaya operasional sampai 

dengan pembiayaannya dapat dibayarkan melalui pembiayaan 

dari DIPA BGN Pusat. Dalam hal BGN telah membayarkan gaji 

untuk pengawas gizi, pengawas keuangan, dan pengawas 

sanitasi yang sebelumnya telah dibayarkan melalui biaya 

operasional maka pembiayaan awal yang diambil dari dana 

operasional dikembalikan ke VA dengan cara menyetorkan ke 

rekening VA SPPG. 

v) Petty Cash sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti 

pengeluaran fisik seperti struk pembelian atau faktur dengan 

batas maksimal Rp500.000 per transaksi dan jumlahnya tidak 

melebihi Rp5.000.000 dalam satu minggu. Petty cash dicatat 

oleh Pengawas Keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh 

Kepala SPPG dan Perwakilan Yayasan dalam bentuk laporan 

bulanan. Kelebihan dana petty cash yang tidak digunakan 

menjelang akhir tahun disetorkan kembali ke Virtual Account 

SPPG. 

w) Biaya Pemeliharaan Sanitasi dan Limbah Cair (IPAL): 

a. Biaya jasa penyedotan lumpur/limbah (desludging) pada 

IPAL Utama dapat dibebankan pada Biaya Operasional 

SPPG dengan frekuensi maksimal 1 (satu) kali dalam kurun 

waktu 3 (tiga) bulan operasional. 

b. Apabila frekuensi penyedotan limbah terjadi lebih sering 

dari ketentuan pada huruf a. (misal: harian, mingguan, atau 

bulanan), maka hal tersebut dikategorikan sebagai akibat 

dari ketidaksesuaian kapasitas fasilitas dan biaya 

penyedotan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

Penerima Bantuan (Mitra/Yayasan) menggunakan dana 

mandiri (tidak dapat dibebankan pada biaya operasional). 
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3. Insentif Fasilitas SPPG 

Insentif fasilitas SPPG diberikan sebesar Rp6.000.000/Hari 

maksimal 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibayarkan 

per 2 (dua) minggu di hari terakhir periode 2 (dua) mingguan 

tersebut. Besaran Insentif Fasilitas SPPG tidak dipengaruhi oleh 

jumlah penerima manfaat. Berlaku untuk periode 2 (dua) tahun 

sejak SPPG mulai beroperasi, selanjutnya akan dilakukan 

evaluasi. Insentif diberikan sejak SPPG mulai mendistribusikan 

MBG kepada penerima manfaat, meskipun belum beroperasi pada 

skala operasional penuh. Besaran insentif tidak terpengaruh oleh 

hari libur (hari libur sekolah, hari libur nasional dan cuti 

bersama). Meskipun operasional SPPG terhenti sementara karena 

sebab tertentu, insentif tetap diberikan. Insentif tidak dibayarkan 

jika SPPG diberhentikan secara permanen dan/atau berhenti 

sementara yang disebabkan kondisi standby readiness tidak 

terpenuhi (misal ada renovasi besar atau yang bersifat mayor yang 

menyebabkan SPPG tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai 

SPPG). 

4. Pengajuan proposal kebutuhan operasional dilakukan satu kali, 

yaitu pada tahap awal, sebelum SPPG mulai beroperasi. 

Selanjutnya BGN melakukan pengisian kembali dana (top up) 

secara berkala untuk menjaga saldo mengendap maksimal 

bantuan pada rekening Virtual Account SPPG tetap berada pada 

nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengisian kembali 

dana dilakukan setiap satu minggu sekali sejumlah dana yang 

digunakan oleh SPPG yang dilaporkan melalui portal Dialur dalam 

bentuk laporan harian.  

5. Pada akhir minggu kedua dalam setiap periode, SPPG wajib 

menyampaikan laporan keuangan untuk periode dimaksud sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

6. Pada setiap hari setelah melakukan penggunaan dana 

penyelenggaraan program MBG, SPPG wajib membuat laporan 

melalui sistem dialur sebagai syarat diberikannya top up dana. 

7. Pengajuan proposal harus sesuai dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a) Jumlah penerima manfaat sesuai dengan kenyataan di 

lapangan, yang mengacu pada Hasil Rapat Sinkronisasi 

Penerima Manfaat. 

b) Pengelompokan penerima manfaat sesuai ketentuan di atas. 

c) Pengajuan indeks harga sesuai pengelompokan penerima 

manfaat dan besaran harganya, kecuali wilayah yang telah 

ditetapkan kemahalan harga. 

d) Pengajuan proposal dilaksanakan di awal pada saat SPPG akan 

beroperasi. 

e) Proposal harus sesuai antara jumlah penerima manfaat dengan 

pengajuan dana. 

f) Apabila proposal tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka 

proposal akan dikembalikan dan tidak dapat diproses pencairan 

dananya, pencairan dana akan diproses apabila proposal telah 

sesuai dengan ketentuan di atas. 

d. Prosedur penambahan dan pengurangan penerima manfaat SPPG 

diatur melalui mekanisme asas pemerataan berdasarkan SE Kepala 

Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang sinkronisasi data 

penerima manfaat makan bergizi gratis di setiap kecamatan yang 

diterbitkan tanggal 11 Agustus 2025, sesuai penjelasan di halaman 

38 di bagian 4.5 nomor 3 tentang pendataan calon Penerima Manfaat 

di setiap SPPG di tingkat kecamatan. 

e. Template proposal pengajuan dana Banper (Lampiran 12). 

4.8. Mekanisme Pencairan 
a. Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK yang disahkan oleh KPA dan 

diketahui oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran. 

b. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dari KPPN ke rekening SPPG 

dalam bentuk VA. 

c. Setiap SPPG hanya menggunakan satu nomor rekening VA atas nama 

Yayasan. 

d. Pendaftaran Penerima Bantuan sebagai supplier melalui aplikasi 

“SAKTI” (data isian Penerima Bantuan harus sesuai aplikasi “SAKTI”) 

dilakukan oleh PPK pada saat awal sebagai penerima Banper. 

e. Pengajuan proposal (sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan penerima manfaat). 
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f. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) melalui aplikasi “SAKTI”, pengajuan SPP terinci:  

1. Kuitansi Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh Penerima 

Bantuan (Yayasan). 

2. BAST Dana Bantuan pemerintah dari PPK ke Yayasan bahwa uang 

sudah diterima dan apabila ada kelebihan harus dikembalikan. 

3. Surat Keputusan Penerima Bantuan yang ditandatangani oleh 

KPA. 

g. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPSPM (Pejabat 

Penandatangan Surat Perintah Membayar) melalui aplikasi “SAKTI”. 

h. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan oleh KPPN melalui 

kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan penyaluran APBN 

berdasarkan SPM dari PPSPM.  

i. Pencairan dana ke rekening Penerima Bantuan paling lambat 2 (dua) 

hari kerja setelah SP2D diterbitkan oleh KPPN. 

4.9. Pelaksanaan Operasional SPPG 

4.9.1. Persiapan Operasional SPPG 
Ketentuan jumlah personil SPPG yang bekerja berdasarkan 

jumlah penerima manfaat terdiri dari:  
Tabel 4. Ketentuan Jumlah Relawan SPPG Berdasarkan Jumlah Penerima 

Manfaat  

Jumlah Penerima Manfaat Jumlah Relawan 

2.001 – 3.000 47 

1.501 – 2.000 40 

1.251 – 1.500 35 

< 1.250 30 

Penyesuaian relawan diberlakukan untuk SPPG yang memulai 

operasional pada Tahun 2026. Untuk SPPG yang telah operasional 

sejak 2025 tidak ada pemberhentian (lay-off) relawan. 

Pada tahap persiapan (sebelum operasional), SPPG wajib 

mendaftarkan permohonan SLHS. Pada tahap persiapan SPPG 

hanya dapat menyediakan menu yang sudah dilakukan oleh SPPG 

sekitar.  

SPPG menyusun rencana kegiatan persiapan operasional penuh 

dalam satu bulan secara bertahap lengkap dengan jumlah tenaga 

relawan dan magang sebagai berikut: 
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Tabel 5. Rencana Kegiatan Persiapan Operasional SPPG 

Periode Jumlah Porsi 

Minggu kesatu 1.000 porsi 

Minggu kedua 1.500 porsi 

Minggu ketiga 2.000 porsi 

Minggu keempat Maksimal 3.000 

Pada tahap persiapan (sebelum operasional) ini SPPG wajib 

menyelesaikan proses pendaftaran SLHS. Pada tahap proses 

persiapan SPPG hanya dapat menyediakan menu yang sudah 

dilakukan oleh SPPG sekitar. Jumlah personil SPPG yang bekerja 

selama persiapan sejak minggu kesatu terdiri dari: 
Tabel 6. Jumlah Personil SPPG Selama Masa Persiapan 

Periode 
Jumlah Tenaga 

Relawan 

Jumlah Tenaga 

Magang 

Minggu kesatu 30 17 

Minggu kedua 35 12 

Minggu ketiga 40 7 

Minggu keempat 47 0 

Tenaga magang dapat diberikan honor dari biaya operasional 

maksimum sebesar Rp100.000,- 

4.9.2. Organisasi dan Tugas 
a. Komposisi jumlah personil setiap SPPG maksimal berjumlah 

52 orang, dengan rincian:  

Tabel 7. Komposisi Maksimal Personil SPPG  

No Keterangan Jumlah 

1 Kepala SPPG 1 orang 

2 Pengawas Gizi 1 orang 

3 Pengawas Keuangan 1 orang 

4 Pengawas Sanitasi 1 orang per 5 SPPG 

5 Juru Masak 1 orang 

6 Asisten Lapangan/Aslap 1 orang 

7 Persiapan Bahan Makanan 4 orang 

8 Pengolahan Bahan Makanan 10 orang 

9 Pemorsian 9 orang 

10 Packing 1 orang 
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11 Distribusi 4 orang 

12 Petugas Kebersihan 2 orang 

13 Pencuci Alat Makan 14 orang 

14 Petugas Keamanan 2 orang 

 

Poin 1, 2, 3 dibiayai dari anggaran DIPA BGN Pusat, poin 4 

dibiayai oleh dari anggaran DIPA BGN (Pengadaan Jasa 

Lainnya) selebihnya dibebankan kepada biaya operasional 

program MBG di setiap SPPG. Pegawai yang dibiayai melalui 

DIPA BGN Pusat wajib hadir dan melaksanakan tugas pada 

setiap hari operasional SPPG dengan ketentuan waktu kerja 

paling sedikit 8 (delapan) jam per hari, serta bertanggung 

jawab penuh melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai 

dengan peran dan penugasan masing-masing. Pemenuhan 

kehadiran dan pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian 

dari penilaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program 

MBG. Khusus untuk Pengawas Sanitasi dapat direkrut dari 

SPPI yang belum mendapatkan penugasan sebagai Ka.SPPG 

dengan diberikan peningkatan kompetensi di bidang sanitasi 

dan pengendalian kualitas.  Ketentuan penugasan 1 (satu) 

Pengawas Sanitasi bertanggung jawab pada 5 SPPG. 

b. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi terlampir sesuai dengan gambar di bawah 

ini: 

 
Gambar 10. Struktur Organisasi SPPG 

c. Tugas dan Tanggung Jawab SPPG 

1. Gambaran Umum.  
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Berikut gambaran umum tugas dan tanggung jawab SPPG 

yaitu :  

a) SPPG adalah unit organisasi non struktural yang 

bertanggung jawab kepada Kepala KPPG. 

b) Melayani dan bekerja secara profesional dan 

bertanggung jawab. 

c) Menggunakan seragam sesuai aturan yang berlaku. 

d) Menjaga dan membersihkan area kerja. 

e) Menjaga etika, sopan, dan santun selama bekerja. 

f) Patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. 

g) Menjaga dan memelihara barang inventaris unit 

pelayanan. 

h) Mematuhi regulasi keamanan makanan dan 

pengelolaan limbah. 

i) Bersikap adaptif dalam kondisi khusus atau darurat, 

termasuk bencana alam, dengan kesiapan untuk 

menjadi garda terdepan dalam penyediaan dan 

pelayanan MBG bagi masyarakat terdampak, korban, 

atau pengungsi, sesuai dengan arahan dan koordinasi 

yang ditetapkan. 

j) Setiap petugas SPPG wajib melaksanakan tugas sesuai 

pembagian jam kerja dan rotasi yang ditetapkan untuk 

menjaga keselamatan kerja dan kualitas pelayanan. 

2. Perwakilan Yayasan: 

berikut tugas dan tanggung jawab perwakilan yayasan 

yaitu :  

a) Menyediakan sarana dan prasarana SPPG yang lengkap 

sesuai standar BGN.  

b) Merekrut relawan lokal SPPG sesuai kriteria BGN yaitu  

30% dari masyarakat lokal/setempat yang masuk 

golongan termiskin dari desil 1 dan/atau desil 2, dan 

selebihnya dari masyarakat lokal/setempat lainnya 

sesuai kebutuhan SPPG serta berkoordinasi dengan 

Kepala SPPG. 

c) Mengidentifikasi dan mengusulkan potensi supplier 

(seperti BUM Desa, UMKM, dan Koperasi setempat) 
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untuk memenuhi kebutuhan bahan baku SPPG sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh BGN. 

d) Perwakilan Yayasan mengidentifikasi supplier bahan 

kebutuhan SPPG dengan mengutamakan pelaku usaha 

lokal yang diketahui dan dikoordinasikan dengan 

Kepala SPPG. 

e) Perwakilan Yayasan melakukan pembelian bahan 

keperluan SPPG dan memastikan sesuai dengan 

kebutuhan serta kriteria BGN (harga dan kualitas tidak 

melebihi HET setempat) dengan diketahui oleh Kepala 

SPPG. 

f) Bertanggung jawab penuh atas administrasi, 

pelaksanaan, dan pemastian pembayaran tenaga 

relawan SPPG secara tepat waktu, serta pembayaran 

iuran BPJS Ketenagakerjaan, dengan menggunakan 

dana operasional yang telah dialokasikan. 

g) Menindaklanjuti rekomendasi kepala SPPG apabila ada 

fasilitas yang perlu diperbaiki/diganti dalam rangka 

memenuhi standar sertifikasi keamanan pangan.  

3. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kepala 

SPPG): 

a) Melakukan tugas sebagai approver VA terhadap 

pengajuan transaksi dari perwakilan yayasan (maker) 

maksimal dalam 24 jam sejak pengajuan oleh maker. 

Proses Approval yang dilakukan oleh KaSPPG 

merupakan  validasi pada sistem VA. Tindakan 

validasi/persetujuan sistem oleh Kepala SPPG 

dimaknai sebagai pernyataan bahwa pengajuan 

transaksi telah melalui pemeriksaan administratif 

sesuai prosedur BGN. Tindakan ini TIDAK mengalihkan 

Tanggung Jawab Mutlak (Formil dan Materiil) atas 

kebenaran harga, fisik barang, dan penggunaan dana 

dari Penerima Bantuan (Yayasan) kepada Kepala SPPG. 

b) Memastikan seluruh kegiatan operasional harian SPPG 

mulai dari produksi hingga distribusi, termasuk 

melakukan evaluasi mingguan. 
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c) Memastikan terpenuhinya standar kualitas bahan 

baku, makanan, pelayanan, sanitasi lingkungan, 

pergudangan,  dan melakukan pembersihan terhadap 

hama secara masal sebulan sekali sesuai dengan 

ketentuan dari BGN. 

d) Memeriksa dan memverifikasi pelaksanaan pengadaan 

bahan baku oleh Yayasan untuk memastikan 

kesesuaiannya terhadap kriteria objektif yang 

ditetapkan BGN, yaitu: 

1) Kualitas bahan baku premium (segar, mutu terbaik, 

dan aman dikonsumsi). 

2) Kewajaran harga yang tidak melebihi HET atau harga 

pasar wajar di daerah setempat. 

e) Bertanggung jawab menciptakan suasana kerja yang 

kondusif dan menjaga hubungan baik dengan 

Perwakilan Yayasan. 

f) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di 

sekitar SPPG (seperti aparat kecamatan, perangkat 

desa/kelurahan, tokoh masyarakat) agar memberikan 

dukungan kepada pelaksanaan program MBG. 

g) Tim berkinerja dengan baik, mengembangkan 

kapasitas tim, menetapkan jadwal kerja, dan mengelola 

konflik. 

h) Memastikan kecukupan stok bahan baku dan 

peralatan  yang dibutuhkan. 

i) Mengendalikan anggaran SPPG mulai dari biaya 

operasional, bahan baku, dan insentif. 

j) Bersama-sama dengan tim melakukan survei 

mingguan tentang bahan baku baik kualitas maupun 

harganya di wilayah sekitar SPPG sesuai kesepakatan 

antara Kepala SPPG dengan perwakilan yayasan. 

k) Menyampaikan rekomendasi kepada Perwakilan 

Yayasan apabila ada  fasilitas (sarana dan prasarana) 

pada SPPG yang perlu diperbaiki atau diganti. 

l) Bertanggung jawab melakukan asset management 

terhadap barang yang dimiliki. 
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m) Kepala SPPG tidak diperkenankan memberhentikan 

relawan secara sepihak. 

4. Pengawas Gizi 

a) Penyusunan Menu: merancang menu yang bergizi 

seimbang, termasuk kalori, protein, lemak, 

karbohidrat, serta zat gizi lainnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

b) Konsultasi Gizi: Menyediakan konsultasi gizi secara 

langsung dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat 

yang memerlukan informasi tentang gizi. 

c) Pelatihan dan Edukasi: Memberikan peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan tentang makanan 

bergizi kepada relawan SPPG. 

d) Pengawasan Kualitas: Memastikan bahwa makanan 

sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh 

BGN. 

e) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari 

karyawan khususnya bagian persiapan, pengolahan, 

dan pemorsian. 

f) Pengendalian mutu (quality control) terhadap makanan 

yang diproduksi setiap harinya. 

g) Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan 

contoh makanan (food safety) setiap harinya. 

h) Edukasi gizi dan keamanan pangan kepada penerima 

manfaat. Melaksanakan edukasi gizi kepada penerima 

manfaat, termasuk anak sekolah dan kelompok 3B, 

mengenai gizi seimbang, keamanan pangan, perilaku 

hidup bersih dan sehat, melalui kerja sama dengan 

pihak satuan pendidikan, Puskesmas setempat, Unit 

Kesehatan Sekolah, serta kader Posyandu dan kader 

lainnya. 

i) Pemantauan Status Gizi. Berpartisipasi dalam kegiatan 

monitoring dan evaluasi perkembangan status gizi 

penerima manfaat dengan berkoordinasi dan 

bekerjasama dengan UKS satuan pendidikan, 

Puskesmas, dan atau kader kesehatan setempat, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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5. Pengawas Keuangan 

a) Berkoordinasi dengan kepala SPPG membuat 

rencana anggaran belanja setiap hari. 

b) Manajemen Logistik: Bersama dengan jurutama 

masak memastikan pemesanan, pembelian, 

pemanfaatan, dan ketersediaan bahan baku. 

c) Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan 

mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, 

termasuk kas kecil (petty cash),  pencatatan, 

penyimpanan bukti pengeluaran, dan rekonsiliasi 

serta pelaporan. Pelaporan keuangan disampaikan 

rutin harian, per 2 mingguan, dan bulanan, serta 

penyetoran kelebihan uang kas kecil ke VA Yayasan. 

d) Mengatur jadwal kerja giliran (shift) relawan dalam 

operasional SPPG. 

e) Membantu memastikan pencatatan kegiatan harian 

di SPPG yang dilakukan oleh masing-masing petugas.  

f) Bertanggung jawab terhadap pencatatan sampah 

(food waste) setiap harinya, berupa sampah organik 

dan anorganik baik dari sisa bahan baku maupun 

sisa makanan yang dicatat oleh petugas pencuci alat 

makan dan petugas persiapan bahan makanan. 

6. Pengawas Sanitasi 

a) Melakukan inspeksi mingguan terhadap seluruh area 

di SPPG dengan teknis kunjungan disesuaikan 

wilayah/zonasi. 

b) Melakukan inspeksi kualitas terhadap bahan pangan 

yang akan digunakan, setiap 3 (tiga) hari sekali atau 

menyesuaikan kunjungan yang dilakukan. 

c) Memastikan alat masak, alat penyaji, dan peralatan 

distribusi dalam kondisi higienis dan berfungsi baik. 

d) Mengawasi penerapan SOP kebersihan oleh tenaga 

kerja (cuci tangan, pakaian kerja, penggunaan APD). 

e) Memastikan sistem pembuangan limbah dan suplai 

air bersih sesuai standar. 

f) Menyusun laporan audit sanitasi untuk keperluan 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan ke KPPG. 
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g) Berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan 

dan Dinas Ketahanan Pangan untuk inspeksi dan 

pembinaan. 

h) Memastikan CCTV berfungsi dan aktif setiap saat. 

Pada setiap SPPG yang menjadi wilayah 

pengawasannya. 

7. Jurutama Masak 

a) Menyusun menu makanan bersama dengan 

Pengawas Gizi. 

b) Memimpin dan mengatur tim yang memasak dan 

menjalankan pekerjaan dengan efisien. 

c) Menyiapkan bahan-bahan masakan sesuai dengan 

resep yang telah ditentukan, serta memastikan 

kualitas dan kebersihan bahan makanan. 

d) Memasak makanan di area SPPG sesuai standar gizi 

yang ditetapkan. 

e) Bersama pengawas keuangan, memeriksa jumlah 

dan kualitas bahan baku yang akan masuk ke SPPG. 

f) Bersama pengawas keuangan, memeriksa persediaan 

dan kualitas bahan makanan tetap terjaga, dan 

melaporkan kepada Kepala SPPG kebutuhan bahan 

baku. 

g) Menjaga standar kebersihan ruang pengolahan 

makanan serta memastikan bahwa masakan yang 

dihasilkan memiliki rasa dan kualitas yang sesuai 

dengan standar ekspektasi makanan yang 

berkualitas. 

h) Berkomunikasi secara efektif dengan personil SPPG 

lainnya untuk memastikan kelancaran jalannya 

proses memasak, terutama dalam pengaturan waktu 

penyajian. 

8. Asisten Lapangan 

a) Sebagai pelaksana terdepan dalam menjalin 

hubungan dengan pihak eksternal khususnya 

dengan pihak satuan pendidikan.  
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b) Memastikan proses produksi berjalan lancar tidak 

ada halangan serta selesai sesuai waktu yang sudah 

ditentukan. 

c) Memastikan ketersediaan bahan baku untuk 

produksi. 

d) Bertanggung jawab terhadap pemutakhiran (update) 

jumlah porsi yang diproduksi dan didistribusikan 

setiap harinya. 

e) Memastikan hubungan ke pihak satuan pendidikan 

berjalan dengan harmonis dan proaktif. 

f) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari bagian 

packaging, distribusi, petugas kebersihan dan 

pencuci alat makan. 

g) Bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran 

operasional selama kegiatan. (Bensin, gas, dan 

lainnya). 

h) Bertanggung jawab terhadap Quality Control, 

pencatatan dan penimbangan bahan baku yang 

masuk ke unit pelayanan. 

i) Persiapan Bahan Makanan 

1) Memastikan ketersedian bahan baku. 

2) Membersihkan, mengupas, memotong sayuran 

dan bumbu. 

3) Menghitung dan mencatat kebutuhan baku, misal 

1 kg wortel buat berapa porsi. 

4) Menghitung dan mencatat sampah dari sayuran 

yang digunakan. 

5) Membersihkan lingkungan pekerjaan di sekitar 

ruangan. 

6) Memastikan bahan baku yang digunakan higienis. 

9. Pengolahan Bahan Makanan 

a) Produksi Nasi 

1) Memastikan ketersediaan nasi. 

2) Menghitung dan mencatat satu kali produksi nasi 

menjadi berapa porsi. 

3) Memastikan beras yang dimasak sudah dicuci dan 

higienis. 
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4) Memastikan ketersediaan stok beras. 

5) Membersihkan alat produksi nasi dan lingkungan 

pekerjaan sebelum ditinggalkan. 

b) Produksi Sayur 

1) Memastikan ketersediaan bahan baku rempah-

rempah dan sayuran. 

2) Memastikan ketersediaan sayur ketika proses 

pemorsian. 

3) Mencatat dan menghitung kesanggupan produksi 

satu wajan. 

4) Mencatat dan menghitung setiap bumbu yang 

digunakan seperti minyak, garam, gula, dan 

sejenisnya. 

5) Membersihkan alat produksi sayuran dan 

lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan. 

c) Produksi Lauk 

1) Memastikan ketersediaan bahan baku rempah-

rempah dan lauk. 

2) Memastikan ketersediaan lauk ketika proses 

pemorsian. 

3) Mencatat dan menghitung kesanggupan produksi 

satu wajan. 

4) Mencatat dan menghitung setiap bumbu yang 

digunakan (minyak, garam, gula, dll). 

5) Melakukan pengecekan dan penghitungan 

terhadap bahan baku lauk (ayam, ikan, daging, 

telur) yang dikirim oleh pemasok. 

6) Membersihkan alat produksi lauk dan lingkungan 

pekerjaan sebelum ditinggalkan. 

7) SPPG dilarang membeli makanan basah dalam 

bentuk jadi (siap saji) dari pihak ketiga. Seluruh 

proses pengolahan makanan basah harus 

dilakukan di fasilitas SPPG untuk menjamin 

keamanan pangan dan standar gizi.  

8) Dalam hal penyediaan makanan kering (misalnya 

untuk kondisi khusus atau bulan puasa), 

diperbolehkan menggunakan produk hasil pihak 
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ketiga, namun wajib memprioritaskan produk 

lokal/UMKM dan bukan berasal dari pabrikan 

besar.  

9) Sangat disarankan untuk melibatkan PKK dan 

organisasi kemasyarakatan setempat dalam 

proses operasional SPPG, dengan tetap menjaga 

standar gizi dan higiene yang mencukupi. 

10. Pemorsian 

a) Memastikan ketersediaan peralatan makan beserta 

tutupnya. 

b) Memastikan ketersediaan makanan seperti susu, 

nasi, lauk, dan buah. 

c) Bertanggung jawab terhadap quality control dari 

buah (sortir dan timbang ketika buah datang). 

d) Bertanggung jawab dan memastikan peralatan 

makan terisi semua (nasi, lauk, sayur, buah, dan 

susu) dengan porsi sesuai ketentuan menurut 

kelompok umur penerima manfaat. 

e) Memastikan area kerja tertata rapih, bersih, dan 

higienis. 

f) Memastikan terpasang AC (Air Conditioner) dengan 

kapasitas yang memadai di area pemorsian.  

g) Melakukan stok opname dari bahan baku seperti 

susu dan buah, melakukan asset management alat 

makan beserta tutupnya. 

h) Membersihkan alat peralatan pemorsian dan 

lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan. 

11. Pengemasan (Packing) 

a) Memastikan area lingkungan kerja rapih, bersih, 

dan higienis. 

b) Bertanggung jawab dalam packing (disusun 10 tier) 

menggunakan tali rafia. 

c) Memastikan ketersediaan tali rafia setiap harinya. 

d) Bertanggung jawab untuk memindahkan makanan 

dari ruang packing ke ruangan distribusi yang 

sudah disusun 10 food tray. 

e) Memastikan makanan tidak ada yang tumpah. 
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f) Membersihkan alat peralatan packing dan 

lingkungan pekerjaan sebelum ditinggalkan. 

12. Distribusi 

a) Memastikan kendaraan dalam keadaan bersih, 

rapi, higienis, dan aman. 

b) Melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan 

sebelum pendistribusian, meliputi aspek kelayakan 

dan keselamatan operasional, untuk memastikan 

kendaraan layak digunakan. 

c) Memastikan sopir distribusi dalam kondisi sehat, 

bugar (tidak mengantuk, tidak mabuk, atau kondisi 

lain yang berpotensi membahayakan keselamatan 

proses pendistribusian MBG), dan siap 

melaksanakan tugas pendistribusian. 

d) Dalam satu tim distribusi wajib terdapat 1 (satu) 

orang sopir utama, dan 1 (satu) orang sopir 

cadangan/pengganti yang keduanya memiliki 

kemampuan mengemudikan kendaraan 

pendistribusian. 

e) Bertanggung jawab memasukkan makanan ke 

dalam kendaraan dan mendistribusikannya ke 

lokasi penerima manfaat. 

f) Bertanggung jawab dan memastikan makanan 

selama proses pendistribusian tidak ada yang 

tumpah atau rusak. 

g) Memastikan kendaraan selalu terkunci saat 

ditinggalkan selama proses pengantaran MBG ke 

lokasi penerima manfaat. 

h) Memastikan MBG diterima langsung oleh 

penanggung jawab satuan pendidikan yang 

ditunjuk atau Posyandu. 

i) Memastikan setiap satuan pendidikan penerima 

manfaat mendapatkan MBG sesuai dengan jumlah 

yang sudah ditentukan, ditunjang dengan bukti 

konkrit dan standar operasional yang sudah 

ditentukan. 
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j) Memastikan uji organoleptik  dilakukan pada saat 

penerimaan MBG dan sebelum dikonsumsi di 

Satuan Pendidikan, posyandu atau tempat lain 

yang disepakati untuk kelompok 3B dengan 

menggunakan form checklist uji organoleptik 

(dapat dilihat pada lampiran 22). 

k) Bertanggung jawab mengambil alat makan yang 

kotor di satuan pendidikan dan mendistribusikan 

ke tempat pencucian. 

l) Bertanggung jawab membawa tempat makan yang 

bersih dari tempat pencucian ke unit pelayanan. 

m) Bertanggung jawab membawa, mengisi, 

mengamankan, dan memberikan surat jalan 

kepada koordinator lapangan. 

13. Petugas Kebersihan 

a) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap 

kebersihan di semua area unit pelayanan. 

b) Memastikan sampah dibuang pada tempatnya dan 

tempat sampah dalam keadaan bersih ketika 

pulang. 

c) Melakukan cleaning setiap bagian di unit 

pelayanan. 

d) Memastikan dan bertanggung jawab dalam hal 

kebersihan alat seperti kipas angin, freezer, dan 

safety shoes. 

14. Petugas Keamanan 

a) Menjaga keamanan dan ketertiban di SPPG. 

b) Memastikan keamanan akses keluar masuk 

personil, supplier dan tamu di SPPG. 

c) Melakukan inspeksi keamanan lingkungan SPPG 

dan personil di SPPG.  

d) Memastikan tidak ada barang masuk dan keluar 

tanpa seizin Kepala SPPG. 

e) Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan 

setempat. 
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15. Pencuci Alat Makan 

a) Memastikan alat makan yang kotor datang sesuai 

dengan jumlah porsi yang sudah ditentukan 

(tempat dan tutup). 

b) Bertanggung jawab dalam memisahkan sampah 

nasi dan sayur dari satuan pendidikan, selanjutnya 

ditimbang dan dicatat. 

c) Membilas tempat makan dan tutup yang kotor 

dengan air panas. 

d) Mencuci tempat makan dan tutup yang kotor 

menggunakan sabun cair, digosok dengan spon, 

dan dibilas dua kali menggunakan air bersih. 

e) Memastikan tempat makan dan tutup yang telah 

dicuci dalam keadaan bersih, rapi, diikat, dan 

higienis. 

f) Memastikan tempat makan yang bersih diambil dan 

dibawa kembali oleh driver ke unit pelayanan. 

g) Memastikan sanitasi tempat pencucian alat makan 

dalam keadaan bersih, tidak bau, tidak tersumbat, 

dan tidak mencemari lingkungan sekitar. 

d. Persyaratan perekrutan Tenaga Relawan di SPPG 

1. Persyaratan Administrasi 

a) Berdomisili dalam 1 kabupaten/kota yang sama 

dengan  SPPG. 

b) Batas usia 18 – 50 tahun. 

c) Surat lamaran kerja (ketik/tulis tangan). 

d) Daftar riwayat hidup (ketik/tulis tangan). 

e) FC KTP. 

f) Pas foto 4 x 6 dengan latar belakang biru. 

g) FC Ijazah terakhir dan transkip nilai. 

h) FC SIM A atau C (khusus untuk tenaga pendistribusian 

MBG) 

i) FC sertifikat kursus yang pernah diikuti bila ada 

(khusus untuk jurutama masak) 

j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

k) Surat Keterangan Sehat. 

l) Surat bebas narkoba. 
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m) Surat pengalaman kerja (bila sudah pernah bekerja). 

2. Jurutama Masak 

Tenaga Jurutama Masak diutamakan lulusan Tata boga 

program  D3/D4/S1 dan atau memiliki pengalaman di 

bidang tersebut minimal 1 tahun bekerja disertai dengan 

dokumen pendukung dan memiliki Sertifikat Chef. 

3. Asisten Lapangan  

diutamakan laki-laki dan  terbuka bagi semua lulusan 

SMA/D3/D4/S1. Bisa mengoperasikan komputer. 

e. Persyaratan perekrutan Pengawas Gizi, Pengawas 

Keuangan, dan Pengawas Sanitasi di SPPG 

1. Persyaratan Administrasi secara umum 

a) Berdomisili dalam 1 kabupaten/kota yang sama 

dengan  SPPG. 

b) Batas usia 18 – 50 tahun. 

c) Surat lamaran kerja (Ketik/tulis tangan). 

d) Daftar riwayat hidup (Ketik/tulis tangan). 

e) FC KTP. 

f) Pas foto 4 x 6 dengan latar belakang biru. 

g) FC Ijazah terakhir dan Transkip nilai. 

h) FC SIM A atau C (optional) 

i) FC sertifikat keterampilan yang pernah diikuti bila ada 

(optional) 

j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

k) Surat Keterangan Sehat. 

l) Surat bebas narkoba. 

m) Surat pengalaman kerja (bila sudah pernah bekerja). 

2. Ketentuan tambahan bagi yang melamar posisi Pengawas 

Gizi; 

a) pengawas gizi diutamakan lulusan Prodi Gizi/Jurusan 

Gizi program  D3/D4/S1 dan atau memiliki 

pengalaman di bidang tersebut minimal 1 tahun dan 

disertai dengan dokumen pendukung. 

b) Selain lulusan Prodi Gizi/Jurusan Gizi, dapat diperluas 

dengan lulusan dari prodi Kesehatan Masyarakat, 

Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, Manajemen 
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Industri Jasa Makanan dan Gizi, Tata Boga/Food 

Service, Teknologi Hasil Pertanian, dan Jurutama 

Masak (Chef) bersertifikat yang selanjutnya diatur 

dalam Petunjuk Teknis Rekrutmen Pengawas di SPPG. 

3. Pengawas Keuangan diutamakan lulusan Akuntansi 

program D3/D4/S1 dan atau memiliki pengalaman bekerja 

di bidang tersebut minimal 1 (satu) tahun dan disertai 

dengan dokumen pendukung.  

Selain lulusan Akuntansi, dapat diperluas dengan lulusan 

dari Manajemen Bisnis, manajemen Ekonomi 

4. Pengawas Sanitasi diutamakan lulusan Kesehatan 

Lingkungan program D3/D4/S1 yang memiliki 

pengalaman bekerja di bidang tersebut minimal 1 (satu) 

tahun dan disertai dengan dokumen pendukung dan atau 

lulusan SPPI yang belum ditempatkan sebagai Kepala 

SPPG dengan diberikan peningkatan kompetensi di bidang 

sanitasi dan pengendalian kualitas. 

Selain lulusan Kesehatan Lingkungan, dapat diperluas 

dengan lulusan dari Kesehatan Masyarakat peminatan 

Kesehatan Lingkungan. 

5. Perekrutan pengawas keuangan,  pengawas gizi, dan 

pengawas sanitasi dilakukan oleh Kepala SPPG. 

Dalam hal Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, dan 

Pengawas Sanitasi sudah diusulkan oleh pihak 

Yayasan/Perwakilan Yayasan, maka Kepala SPPG wajib 

melaksanakan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan 

dokumen sesuai persyaratan administrasi yang telah 

ditentukan di atas. Apabila tidak memenuhi persyaratan, 

Kepala SPPG dapat mengajukan calon lain yang memenuhi 

persyaratan dengan melakukan koordinasi berdasarkan 

asas musyawarah mufakat. 

Pengawas keuangan, pengawas gizi, dan Asisten Lapangan 

tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh BGN. 
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6. Mekanisme perekrutan pengawas gizi, pengawas 

keuangan, dan pengawas sanitasi terdapat beberapa 

metode, antara lain:  

a. Rekrutmen melalui Yayasan/Perwakilan Yayasan dan 

penetapan perekrutan ditetapkan oleh kepala SPPG 

sebagaimana dimaksud pada poin 5. 

b. Dalam hal tersedianya personil ASN (pengawas gizi, 

pengawas keuangan, dan pengawas sanitasi), maka 

BGN akan menempatkan personil ASN tersebut pada 

SPPG yang akan beroperasional sesuai formasi 

kebutuhan tenaga Operasional di SPPG 

4.9.3. Belanja Bahan 
Belanja bahan berdasarkan daftar menu yang telah disusun dan 
diajukan melalui proposal. 
a. Perwakilan Yayasan (Penerima Bantuan) melaksanakan 

belanja bahan dengan dikoordinasikan dan dilaksanakan 
dengan sepengetahuan Kepala SPPG.  

b. Belanja bahan wajib diprioritaskan melalui BUM Desa, 
Koperasi, UMKM, atau usaha mikro lokal. Supplier distributor 
hanya dapat digunakan apabila kebutuhan bahan baku tidak 
dapat dipenuhi oleh entitas ekonomi lokal tersebut, dengan 
tetap memastikan harga ekonomis dan kualitas bahan yang 
baik. 

c. Bahan pangan asal hewan (daging, telur dan susu) yang 
digunakan dalam menu MBG berasal dari  Rumah Potong 
Hewan Unggas (RPHU)/Unit Usaha Produk Hewan yang 
memiliki sertifikatifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 

d. Cara memilih bahan baku yang berkualitas baik sebagai 
berikut: 

1. Daging: segar, berwarna merah ceri cerah, permukaan tidak 
ada darah,  tidak berbau amis, menyengat dan asam. 

2. Ikan: insangnya masih berwarna merah, mata jernih (tidak 
buram), daging ikan ketika ditekan cepat kembali dan terasa 
kenyal, masih segar dan tidak berbau busuk. 

3. Ayam: Daging ayam masih segar, warna putih kemerahan,  
belum lama dipotong, permukaan tidak ada darah dan tidak 
mengeluarkan bau busuk, amis dan menyengat. 

4. Telur: berkualitas baik dengan ciri sebagai berikut; 
a. penampakan kulit telur yaitu : utuh, tidak ada retak, 

penyok, bersih dari kotoran;  
b. penampakan bagian dalam yaitu : kompak, kental, 

encer, tidak ada bintik bintik merah, tidak berbau; dan 
upayakan yang diperoleh langsung dari peternak lokal 
untuk mendapatkan telur segar. 

5. Sayur: Kondisi sayur secara fisik terlihat segar, tidak layu, 
bebas pestisida dan obat pemberantas hama penyakit 
sintetis lainnya. 

6. Buah: Kondisi buah harus segar, manis, bebas pestisida dan 
obat pemberantas hama penyakit sintetis lainnya. 
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7. Susu: berikut ciri susu baik dan ketentuan susu yang 
dipergunakan dalam program MBG, yaitu:  
a) Susu Pasteurisasi : susu disimpan pada suhu 40C - 70C, 

pastikan kemasan dan penutup tetap utuh, tidak utuh, 
dan tidak bocor. 

b) Susu UHT : susu dapat disimpan pada suhu kamar 
(250C - 300C), pastikan kemasan dan penutup tetap 
utuh, tidak utuh, dan tidak bocor. 

c) Susu tanpa perasa, tidak menggunakan tambahan gula 
(hanya laktosa).  

d) Penyediaan susu diutamakan berasal dari peternakan 
atau koperasi lokal. Apabila di wilayah tersebut tidak 
terdapat peternakan penghasil susu, atau produksi susu 
lokal tidak mencukupi, maka diperbolehkan 
menggunakan susu pabrikan produksi dalam negeri 
(tidak mengacu pada satu merek tertentu). 

e) Khusus untuk susu yang didistribusikan kepada 
kelompok sasaran peserta didik (siswa PAUD/TK, 
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), tidak diperbolehkan 
menggunakan produk susu impor.  Kecuali untuk susu 
yang didistribusikan kepada BALITA non-PAUD, Ibu 
Hamil dan Ibu Menyusui yaitu formula lanjutan, formula 
pertumbuhan, minuman khusus ibu hamil dan ibu 
menyusui, diperbolehkan menggunakan produk susu 
impor selama produsen susu tersebut melakukan 
kemitraan atau kerjasama dengan koperasi peternak 
atau kelompok peternak. Hal-hal detail lain terkait 
standar, pengadaan dan distribusi susu diatur dalam 
Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan dan Distribusi 
Susu pada Program MBG 

e. Bahan baku sebelum diterima harus dicek oleh bagian 
pengawas bahan baku, baik kualitas dan kuantitas setiap 
itemnya. 

f. Cara memotong daging, ayam dan ikan harus sesuai dengan 
gramasi. 

g. Pastikan bahan baku sebelum dimasak dalam kondisi segar. 
4.9.4. Operasional 

a. Pengolahan bahan makanan 
1. Bahan makanan sebelum diolah harus dalam kondisi 

fresh/segar, jumlah sesuai dengan penerima manfaat dan 
dilaksanakan pencucian. 

2. Daging, Ikan dan Ayam pemotongannya harus sesuai 
gramasi. 

3. Pengolahan bahan makanan dilaksanakan oleh relawan 
SPPG khususnya penjamah makanan dengan 
perlengkapan higienis. 

4. Pengolahan bahan makanan mulai dilakukan pada pukul 
02.00 dini hari, mulai dimasak pada pukul 03.00 dini hari 
untuk tahap pertama, dan pukul 05.00 untuk tahap 
kedua, dan pukul 07.00 untuk tahap ketiga atau terhitung 
4 (empat) jam sebelum pelaksanaan makan penerima 
manfaat. sehingga pengolahan makanan dilakukan secara 
dua tahap sesuai dengan: 
a) Jam 07.30 pengantaran untuk peserta didik PAUD, 

TK/RA, SD/MI kelas 1 s.d. kelas 3. 
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b) Jam 09.00 pengantaran untuk peserta didik SD kelas 4 
s.d. kelas 6,  

c) Jam 10.30 pengantaran untuk peserta didik SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK, Ibu Hamil dan Menyusui dan Anak 
Balita. 

5. Pengolahan makanan sesuai menu yang akan disajikan, 
perlu adanya pelatihan bagi pelaksana/penjamah 
makanan untuk memasak makanan dengan jumlah 
banyak (3.000 orang) sebelum SPPG siap operasional. 

6. Pemilihan bahan makanan sesuai menu kearifan lokal di 
daerah masing-masing. 

7. Upayakan masakan tanpa kuah agar tidak cepat basi dan 
tidak tumpah. 

b. Penggunaan Listrik, Air, Internet dan Tenaga Kerja 
1. Listrik. 

a) Pemasangan listrik 13000 Kwh (sesuai kebutuhan). 
b) Instalasi listrik sesuai standar keamanan. 
c) Penggunaan listrik untuk alat masak di peralatan 

pendukung sesuai kebutuhan (hemat listrik). 
d) Hindari pencurian arus listrik. 
e) Tertib pembayaran listrik. 
f) Pembayaran listrik dari biaya operasional. 
g) Terdapat sumber listrik cadangan (genset). 
h) Cegah kebakaran yang disebabkan korsleting listrik. 

2. Air  
a) Air Baku untuk operasional SPPG berasal dari air tanah, 

PDAM atau sumber mata air lainnya yang telah di cek 
oleh laboratorium daerah dengan pH 6.5-8.5. 

b) Ciri-ciri air yang layak konsumsi seperti: tidak berbau, 
tidak berwarna, tidak mengandung bakteri, kekeruhan 
maksimal 5 NTU (Nphelomtic Turbidity Unit). 

c) Hemat air. 
d) Uji laboratorium air dilakukan secara berkala satu tahun 

sekali. 
e) Jika kualitas air baku tidak layak konsumsi maka SPPG 

wajib menggunakan air galon (AMDK atau Air Minum 
Dalam Kemasan). 

f) Selain air baku dari yang berasal dari air galon, maka air 
baku wajib diolah menggunakan filter air (dengan 
sterilisasi UV) sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
BGN. 

3. Internet 
a) Sambungan atau koneksi internet wajib tersedia di 

SPPG. 
b) Internet sebagai sarana komunikasi SPPG dengan pusat, 

pemantauan CCTV real time dan transaksi bank. 
c) Penggunaan internet sesuai kebutuhan. 

4. Gas 
a) Gas dapat bersumber dari LNG, LPG, Gas Alam, dan 

Bioagas. 
b) Instalasi gas harus sesuai standar keamanan untuk 

menghindari kebakaran karena kebocoran gas. 
1) Letak gas station harus terpisah dengan ruang 

pengolahan makanan. 
2) Bahan pipa saluran gas sesuai standar keamanan. 
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3) Pengelasan pipa saluran gas dilakukan oleh wellder 
yang mempunyai sertifikat. 

c) Menggunakan tabung gas LPG 50 kg dan gas station 
terpusat untuk kompor yang menggunakan kompor high 
pressure. Adapun wilayah yang tidak tersedia tabung gas 
LPG untuk kemasan 50 Kg dapat menggunakan tabung 
LPG 12 Kg. 

d) Diharapkan SPPG dapat menggunakan gas sesuai 
dengan kebutuhan, sehingga menghemat biaya 
operasional. 

e) Cara penggunaan gas LPG yang baik dan benar 
(Lampiran 15). 

c. Tenaga Relawan 
1) Tenaga relawan direkrut oleh Yayasan/SPPG maksimal 

sebanyak 47 orang yang berdomisili di sekitar wilayah/area 
SPPG untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketentuan 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.  

2) Tenaga relawan harus dilaksanakan pelatihan dan pembekalan 
tentang tupoksi masing-masing, kebersihan, pengetahuan tata 
boga, dan pengetahuan lain-lain sebelum SPPG operasional. 

3) Tenaga relawan pada saat bekerja diberikan perlengkapan 
sesuai kebutuhan untuk menjaga kebersihan makanan. 

4) Perlu adanya giliran (rolling/shift) tupoksi secara berkala dalam 
rangka pemerataan beban kerja, menghindari kejenuhan dan 
menambah pengalaman kerja masing-masing bagian.  

5) Tenaga relawan dibagi sesuai struktur organisasi SPPG.  
6) Tenaga relawan diberikan insentif sesuai dengan wilayah 

masing-masing dan sesuai beban kerja, dengan besaran antara 
Rp100.000 – 200.000/orang/hari operasional. Pembayaran 
insentif ini menggunakan biaya operasional, dimana Perwakilan 
Yayasan bertanggung jawab untuk melakukan dan memastikan 
pembayaran tersebut. 

7) Dalam periode penyaluran MBG libur satuan pendidikan, 
tenaga relawan tetap diberikan insentif harian sepanjang tetap 
melaksanakan tugas penunjang operasional SPPG. Tugas 
tersebut dapat dialihfungsikan antara lain untuk kegiatan 
pembersihan menyeluruh fasilitas SPPG, pemeliharaan dan 
perbaikan ringan sarana dan prasarana, penataan dan 
inventarisasi peralatan, pengelolaan administrasi, serta 
kegiatan peningkatan kapasitas, pembekalan, atau pelatihan 
relawan sesuai kebutuhan operasional SPPG. 

8) Tenaga relawan diberikan asuransi kecelakaan kerja (BPJS 
Ketenagakerjaan) dan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan). 

d. Jaminan kualitas dan kuantitas makanan 
a) Jaminan Kualitas 

1) Makanan yang disajikan untuk program MBG harus memenuhi 
standar kesehatan (higienis/food grade) dan standar gizi mulai 
dari pemilihan bahan baku, pencucian (air), pengolahan, 
pemorsian, penyajian dan pengantaran. 

2) Makanan sebelum di distribusikan ke penerima manfaat harus 
dilakukan pengambilan sampel sesuai SOP oleh petugas yang 
bertugas. 

3) Setiap hari SPPG wajib menyiapkan food sample sejumlah 2 
(dua) porsi untuk setiap batch, disimpan di lemari pendingin 
sebagai sampel selama 3 (tiga) hari. 
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4) SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) 
dengan maksimal 3 (tiga) bulan setelah operasional. 

5) SPPG wajib memiliki Sertifikat Halal dengan maksimal 6 (enam) 
bulan setelah operasional. 

6) Pendaftaran SLHS merupakan syarat dapat beroperasinya 
SPPG. 

7) Menjaga kualitas makanan akan dibantu oleh instansi terkait 
(BPOM dan DinKes) di wilayah masing-masing. 

8) Mencantumkan Label Batas Waktu maksimal Konsumsi 
makanan pada food tray. 

9) Kualitas makanan sebaiknya mengikuti ketentuan pemilihan 
baku yang benar sebagai berikut: 
i. Pemilihan bahan baku. 
ii. Kewajiban melakukan pengujian keamanan pangan secara 

berkala menggunakan rapid test kit (pengadaan dari DIPA 
BGN Pusat/sumber lain) 

iii. Air (pencucian). 
iv. Alat dapur dan alat masak (food grade). 
v. Tenaga kerja saat pengolahan makanan dan pemorsian. 
vi. Mobil pengantaran (box tertutup). 
vii. Lingkungan SPPG (pencemaran limbah, pencemaran udara, 

dll). 
viii. Kuantitas makanan harus memperhatikan: 

1) Belanja bahan sesuai dengan jumlah penerima manfaat 
untuk menghindari makanan lebih atau makanan 
kurang. 

2) Penimbangan/gramasi untuk memperoleh porsi yang 
tepat sesuai pengelompokan penerima manfaat. 

3) Standar gizi dalam program MBG dapat dilihat pada Tabel 
2. 

4) Standar makanan ibu hamil dan ibu menyusui 
a. Standar makanan ibu hamil dan ibu menyusui untuk 

makan siang: 

 
Gambar 11. Standar makanan ibu hamil dan ibu menyusui 

untuk makan siang 
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5) Standar makanan balita 

a. Standar makanan balita untuk makan siang 

Gambar 12. Standar Makanan Balita Untuk Makan Siang 

6) Standar makanan peserta didik PAUD/TK/RA 

a. Standar makanan peserta didik PAUD/TK/RA 

sederajat untuk makan siang. 

Gambar 13.Standar Makan Siang Peserta Didik PAUD/TK/RA 

sederajat 

  

G
a
m
b
a
r  
S
E
Q 
G
a
m
b
a
r 
\
* 
A



104 
 

7) Standar makanan peserta didik SD/MI sederajat 

a. Standar makanan peserta didik SD/MI sederajat kelas 

1-3 untuk makan siang 

Gambar 14. Standar Makan Siang Peserta Didik SD/MI 

sederajat kelas 1-3 

8) Standar Makanan Peserta Didik SD/MI Sederajat  

a. Standar makanan peserta didik SD/MI sederajat kelas  

4-6 untuk Makan Siang  

Gambar 15. Standar Makan Siang Peserta Didik SD/MI 

sederajat kelas 4-6 
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9) Standar makanan peserta didik SMP/MTs sederajat 

a. Standar makanan peserta didik SMP/MTs sederajat 

untuk makan siang 

Gambar 16. Standar Makan Siang Peserta Didik SMP/MTs 

sederajat  

10) Standar makanan peserta didik SMA/MA sederajat 

a. Standar makanan peserta didik SMA/MA sederajat 

untuk makan siang 

 
Gambar 17. Standar Makan Siang Peserta Didik SMA/MA 

sederajat  
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e. Distribusi 

a) Makanan dikemas dalam alat makan (foodtray) yang tertutup 

(spesifikasi Lampiran 7). 

b) Distribusi makanan menggunakan kendaraan yang disewa untuk 

penghantar makanan yang dilengkapi box tertutup (contoh 

spesifikasi mobil di lampiran 6 sebagai pedoman yang sifatnya 

opsional, dan dimungkinkan menggunakan model lain dengan 

fungsi serupa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan di 

setiap wilayah). 

c) Makanan didistribusikan kepada penerima manfaat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. 

2) Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita di posyandu atau di 

rumah masing-masing dengan bantuan kader. 

3) Waktu tempuh dari SPPG ke sasaran maksimal 30 menit. 

d) Prinsip-prinsip distribusi: tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu 

dan tepat sasaran. 

e) Petugas pengantaran membuat rute pengantaran pada setiap 

sasaran penerima manfaat agar distribusi tepat waktu. 

f) Sebelum pelaksanaan distribusi, dilakukan pemeriksaan 

kendaraan meliputi kelayakan dan keselamatan operasional, serta 

pemeriksaan kesiapan petugas pengantaran untuk memastikan 

kondisi sehat dan siap bertugas. 

g) Selama proses distribusi, makanan dilarang dibuka dan 

dipindahkan dari food tray untuk menjaga keamanan pangan dan 

mencegah kontaminasi. 

h) Setiap kegiatan distribusi didukung dengan pencatatan dan bukti 

serah terima kepada penerima manfaat atau perwakilannya sesuai 

dengan standar operasional yang berlaku. 

i) Dalam hal terjadi kendala distribusi, seperti gangguan kendaraan, 

cuaca, atau kondisi lapangan lainnya, petugas pengantaran wajib 

melaporkan kepada Kepala SPPG untuk mendapatkan arahan dan 

tindakan lanjutan. 

j) Seluruh kegiatan distribusi dilaksanakan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur Distribusi Program MBG yang ditetapkan 

oleh BGN. 
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f. Keadaan Darurat 

Keadaan darurat adalah kondisi luar biasa yang dapat mengganggu 

atau menghentikan operasional SPPG serta berpotensi menimbulkan 

risiko terhadap keselamatan penerima manfaat, petugas, dan 

lingkungan sekitar. Penanganan keadaan darurat dilaksanakan 

secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. 

a) Bencana Alam  

Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan SPPG tidak 

dapat beroperasi: 

1. Kepala SPPG segera menghentikan sementara operasional 

untuk menjamin keselamatan petugas dan penerima 

manfaat. 

2. Kepala SPPG segera melaporkan kondisi kepada Kepala KPPG 

untuk memperoleh arahan dan keputusan tindak lanjut. 

3. SPPG menunggu instruksi lebih lanjut terkait kelanjutan 

layanan, relokasi, atau penugasan khusus dalam kondisi 

bencana sesuai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat 

Bencana Alam. 

b) Kebakaran  

Dalam hal terjadi kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus 

pendek listrik, kebocoran gas, atau penyebab lainnya: 

1. Mengutamakan pengamanan keselamatan personil dan 

penghentian sumber bahaya. 

2. Mengamankan material dan fasilitas penting apabila 

memungkinkan tanpa membahayakan keselamatan. 

3. Menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia sesuai 

prosedur. 

4. Melakukan pelaporan cepat kepada Kepala SPPG dan pihak 

terkait. 

c) Terjadi keracunan massal penerima manfaat yang disebabkan 

oleh makanan: 

1. Menghentikan segera produksi dan distribusi makanan. 

2. Mengamankan dan menarik makanan yang diduga menjadi 

penyebab keracunan. 
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3. Mendata jumlah dan identitas korban secara cepat dan 

akurat. 

4. Mengupayakan penanganan medis dengan membawa korban 

ke fasilitas kesehatan terdekat atau mendatangkan tenaga 

medis. 

5. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, 

dan pihak terkait lainnya. 

6. Mengamankan dan menyerahkan sampel makanan harian 

kepada petugas berwenang untuk keperluan pemeriksaan. 

7. Melakukan pelaporan cepat kepada KPPG dan BGN sesuai 

mekanisme yang ditetapkan. 

4.10. Perbaikan Fasilitas SPPG 

Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas SPPG merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari operasional program MBG, guna menjamin 

keberlangsungan layanan, keamanan pangan, serta keselamatan kerja. 

Pengaturan pembiayaan perbaikan dilakukan dengan prinsip keadilan, 

akuntabilitas, dan efisiensi, dengan membedakan tanggung jawab antara 

Mitra/Yayasan dan biaya operasional SPPG. 

1. Ruang Lingkup Fasilitas SPPG 

Fasilitas SPPG yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada: 

a. Bangunan dan ruang pengolahan makanan SPPG. 

b. Peralatan produksi makanan, peralatan distribusi, dan peralatan 

pendukung operasional. 

c. Instalasi pendukung seperti listrik, air, gas, ventilasi, dan sanitasi. 

d. Sarana keselamatan kerja dan keamanan pangan. 

2. Perbaikan yang Menjadi Tanggung Jawab Mitra/Yayasan 

Perbaikan fasilitas SPPG menjadi tanggung jawab Mitra/Yayasan 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kerusakan ringan yang terjadi akibat pemakaian operasional rutin 

SPPG dengan masa pemanfaatan fasilitas kurang dari atau sama 

dengan 6 (enam) bulan sejak operasional berjalan. 

b. Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penggunaan, 

kesalahan prosedur operasional, atau ketidaksesuaian 

penggunaan fasilitas dengan standar operasional yang telah 

ditetapkan. 
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c. Perbaikan minor yang tidak mempengaruhi keberlangsungan 

operasional utama SPPG secara signifikan, seperti perbaikan 

ringan peralatan, penggantian komponen kecil, dll. 

d. Pembiayaan perbaikan pada kategori ini tidak dibebankan ke 

biaya operasional program MBG dan sepenuhnya menjadi 

kewajiban Mitra/Yayasan. 

3. Perbaikan fasilitas SPPG yang dapat dibebankan pada biaya 

operasional SPPG adalah sebagai berikut: 

a. Kerusakan yang terjadi akibat pemakaian operasional wajar dan 

berkelanjutan setelah masa pemakaian lebih dari 6 (enam) bulan. 

b. Kerusakan yang bersifat keausan alami (wear and tear), bukan 

karena kesengajaan dan kelalaian atau penyimpangan prosedur. 

c. Perbaikan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan 

operasional SPPG, keamanan pangan, dan keselamatan kerja, 

termasuk perbaikan peralatan utama produksi dan distribusi. 

d. Perbaikan yang telah melalui persetujuan Kepala SPPG dan dicatat 

dalam laporan operasional serta laporan keuangan SPPG. 

e. Pembiayaan perbaikan pada kategori ini dicatat sebagai bagian 

dari biaya operasional SPPG dan harus memenuhi prinsip 

transparansi serta akuntabilitas. 

4.11. Mekanisme Pindah Titik Lokasi SPPG 

Pemindahan titik lokasi SPPG yang telah beroperasi hanya dapat 

dilakukan secara terbatas dan terkendali, dengan tetap menjamin 

akuntabilitas penggunaan dana, pemenuhan standar layanan, serta 

keberlanjutan pelayanan kepada penerima manfaat. Pemindahan lokasi 

SPPG dimaksud hanya diperkenankan dalam wilayah kecamatan yang 

sama, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, efektivitas 

distribusi, dan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan SPPG tetap 

beroperasi di lokasi semula. Pemindahan lokasi SPPG wajib mengikuti 

mekanisme sebagai berikut: 

1. Pemindahan titik lokasi SPPG hanya dapat dilakukan setelah 

memperoleh persetujuan BGN. Tanpa persetujuan BGN, pemindahan 

lokasi dinyatakan tidak sah dan berimplikasi pada tidak sahnya 

penggunaan dana program MBG. 

2. Ketentuan Tahapan Pemindahan Lokasi 

a. Pemindahan pada Tahap Sebelum Dilakukan Survei 
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Apabila pemindahan lokasi dilakukan pada tahap proses 

persiapan sebelum pelaksanaan survei kelayakan awal, maka 

pemindahan dapat diajukan oleh Yayasan/Perwakilan Yayasan 

dan pemilik fasilitas ke tim verifikator, dan kemudian tim 

verifikator akan menganalisis dan klarifikasi sebelum melakukan 

pemindahan  titik lokasinya.  

Tim verifikator merupakan personil BGN yang ditugaskan oleh 

Kepala BGN untuk melakukan verifikasi pengajuan SPPG sesuai 

Juknis Pemilihan Mitra/Yayasan dalam Pengelolaan SPPG pada 

Program MBG. 

b. Pemindahan pada Tahap Setelah Dilakukan Survei 

1) Pemindahan titik SPPG diajukan oleh Yayasan/Perwakilan 

Yayasan dan Pemilik Fasilitas kepada tim verifikator  

2) Tim verifikator akan melakukan penilaian atas pengajuan yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak 

3) Jika disetujui maka tim verifikator akan melakukan rollback 

ke tahap persiapan  

c. Pemindahan Setelah SPPG Operasional 

Apabila pemindahan lokasi dilakukan setelah SPPG dinyatakan 

operasional, maka SPPG tersebut dikembalikan (rollback) ke tahap 

proses persiapan dan lokasi titik baru wajib dilakukan survei 

untuk dinilai kembali kelayakannya oleh BGN. Rollback ini bersifat 

administratif dan operasional, dengan ketentuan: 

1) SPPG tidak kehilangan kuota penerima manfaat yang telah 

ditetapkan. 

2) Seluruh kegiatan operasional dihentikan sementara hingga 

proses verifikasi selesai. 

3) Pembayaran insentif fasilitas SPPG dihentikan sementara 

selama masa rollback dan verifikasi. 

d. Verifikasi dan Survei Ulang Lokasi Baru 

Lokasi baru SPPG wajib dilakukan verifikasi dan survei kelayakan 

ulang oleh BGN terhadap seluruh aspek fasilitas, sarana dan 

prasarana, standar sanitasi, kelayakan bangunan, akses 

distribusi, serta pemenuhan standar teknis lainnya sesuai 

ketentuan BGN. Pemindahan lokasi tidak dapat dilanjutkan 

apabila lokasi baru tidak memenuhi standar kelayakan SPPG. 

e. Penetapan Kembali Status Operasional 
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Setelah lokasi baru dinyatakan layak berdasarkan hasil survei 

dan verifikasi, BGN menetapkan kembali status SPPG sebagai 

operasional. Pembayaran insentif fasilitas SPPG baru dapat 

dilakukan kembali setelah SPPG dinyatakan resmi operasional di 

lokasi yang baru. 

f. Prinsip Utama Pemindahan Lokasi SPPG 

Pemindahan lokasi SPPG dilaksanakan dengan prinsip: 

1) Tetap berada dalam satu wilayah kecamatan yang sama. 

2) Dilakukan secara transparan dan mendapat persetujuan 

BGN. 

3) Menjamin keabsahan penggunaan dana program MBG. 

4) Menjaga standar pelayanan, keamanan pangan, dan 

kesinambungan layanan kepada penerima manfaat. 

5) Pengajuan pindah titik merupakan kesepakatan Yayasan dan 

Perwakilan Yayasan/Pemilik Fasilitas 

4.12. Larangan dan Sanksi 

4.12.1 Larangan Penerima Bantuan 
1. Dilarang membangun SPPG sebelum mendapatkan 

persetujuan dari BGN. 

2. Dilarang memulai operasional SPPG sebelum dikeluarkannya 

Berita Acara Verifikasi dan Validasi. 

3. Dilarang memulai operasional sebelum ada penempatan 

Kepala SPPG. 

4. Dilarang menjalankan program MBG dengan jumlah 

penerima manfaat di luar hasil sinkronisasi penerima 

manfaat. 

5. Dilarang memanipulasi jumlah penerima manfaat. 

6. Dilarang mengurangi jumlah gramasi makanan penerima 

manfaat. 

7. Dilarang mendistribusikan makanan yang tidak higienis 

(basi). 

8. Dilarang menggunakan bahan alat dapur dan alat makan 

serta bahan baku yang tidak higienis. 

9. Dilarang menggunakan bahan makanan yang busuk/tidak 

layak konsumsi. 

10. Dilarang menggunakan minyak goreng lebih dari 3 kali. 
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11. Dilarang menggunakan air yang tidak higienis atau tidak lolos 

uji laboratorium. 

12. Dilarang merekrut pegawai/relawan di luar wilayah lokasi 

SPPG. 

13. Dilarang melakukan perubahan menu yang telah ditetapkan 

dan disepakati bersama di SPPG tanpa persetujuan Pengawas 

Gizi dan Kepala SPPG.  

14. Dilarang menghentikan operasional SPPG tanpa ada 

keputusan tertulis dari Pejabat Berwenang BGN. 

15. Dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara 

dan penerima manfaat serta masyarakat di sekeliling SPPG. 

16. Dilarang melakukan pengadaan makanan jadi dari pihak 

ketiga, kecuali untuk kategori makanan pelengkap yang 

bersumber dari pemberdayaan UMKM lokal. SPPG wajib 

melakukan pengolahan seluruh menu makanan utama 

secara mandiri. 

17. Dilarang mendistribusikan produk kemasan MBG dan 

melakukan bundling/paket kemasan makanan kering 

(kemasan sehat dan tahan lama) yang tidak sesuai dengan 

petunjuk teknis dan surat edaran yang dikeluarkan oleh 

BGN. 

18. Dilarang menunjuk pemasok bahan baku/makanan tanpa 

sepengetahuan Perwakilan Yayasan/Kepala SPPG. 

4.12.2. Sanksi 
Penerima Bantuan Pemerintah program MBG akan dikenai sanksi apabila 

melakukan pelanggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis dan PKS yang 

disepakati, berupa:  

1. Peringatan tertulis kepada Penerima Bantuan, Direktur Pemantauan 

dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah terkait akan mengeluarkan surat 

peringatan kepada SPPG dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama (SP1), SPPG dihimbau 

untuk melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang wajar 

sejak dikeluarkan surat tersebut. 

b. Dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua (SP2) apabila SPPG 

terkait tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan yang 

dimaksud, maka Direktur Tauwas akan mengeluarkan surat 
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teguran kedua kepada SPPG untuk melakukan perbaikan dalam 

batasan waktu yang wajar untuk perbaikan sejak dikeluarkan 

surat tersebut.  

c. Dikeluarkannya Surat Peringatan Ketiga (SP3) apabila SPPG 

terkait tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan yang 

dimaksud, maka Direktur Tauwas akan mengeluarkan surat 

penghentian sementara SPPG (Suspensi sementara). 

d. Mitra yang mengoperasikan dapur dalam keadaan tidak 

memenuhi syarat dan tidak menunjukan itikad baik untuk 

memperbaiki sesuai rekomendasi BGN akan diberikan sanksi 

tertulis secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam poin di 

atas (a., b., dan c.) jika hingga peringatan ke-3 tidak dilakukan 

perbaikan, maka BGN akan menghentikan sementara SPPG 

sampai batas waktu 2 (dua) minggu, apabila setelah batas waktu 

belum dilakukan perbaikan, maka BGN akan melakukan 

pemutusan kontrak karena Mitra dianggap telah melakukan 

wanprestasi terhadap Perjanjian kerja sama (PKS) 

2. Penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah 

melalui penolakan proposal atau penghentian top up dana, jika 

data penerima manfaat yang diajukan tidak sesuai dengan hasil 

sinkronisasi penerima manfaat pada kecamatannya, sesuai dengan 

keterangan sebelumnya pada 4.5. poin d. 

3. Penghentian sementara layanan (kegiatan produksi dan distribusi) 

MBG oleh SPPG kepada Penerima Manfaat.  

Sanksi ini diterapkan dalam kondisi:  

a. SPPG tidak mendaftarkan permohonan SLHS sebelum beroperasi. 

SPPG dapat diaktifkan kembali apabila telah mendaftarkan SLHS. 

b. Diterimanya laporan kredibel dan/atau temuan awal yang 

mengindikasikan terjadinya Kejadian Menonjol (KM) gangguan 

pencernaan pada penerima manfaat karena konsumsi MBG yang 

diduga bersumber dari SPPG. Penghentian dilakukan segera 

sebagai tindakan preventif untuk kepentingan investigasi, 

penelusuran (traceability), dan/atau analisis laboratorium;  

Dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Dalam hal laporan Kejadian Menonjol (KM) terjadi di satu 

satuan pendidikan, maka SPPG menghentikan sementara 
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pendistribusian MBG ke satuan pendidikan/kelompok 

penerima manfaat tersebut, sementara layanan 

pendistribusian MBG ke sekolah lainnya tetap dilaksanakan 

seperti biasa.  Pendistribusian dilaksanakan kembali setelah 

satuan pendidikan/kelompok penerima manfaat yang 

terdampak bersedia menerima kembali penyaluran MBG.   

pendistribusian  

2) Dalam hal laporan Kejadian Menonjol (KM) terjadi di dua atau 

lebih satuan pendidikan/kelompok penerima manfaat dan 

korban yang dilaporkan lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka 

BGN menghentikan sementara layanan MBG kepada penerima 

manfaat pada SPPG yang dilaporkan. 

3) SPPG tetap berstatus operasional dan seluruh personil SPPG 

tetap melaksanakan tugas harian.  

4) Kegiatan personil SPPG dialihkan dari produksi dan distribusi 

menjadi kegiatan peningkatan kapasitas, perbaikan mutu 

layanan, dan pemulihan (trauma healing), yang mencakup 

namun tidak terbatas pada:  

a) Pelatihan dan peningkatan kompetensi (misalnya: 

keamanan pangan, sanitasi dan gizi).  

b) Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana SPPG.  

c) Peningkatan kualitas dan layanan.  

d) Konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan gizi.  

e) Khusus untuk kasus Kejadian Menonjol (KM) gangguan 

pencernaan pada penerima manfaat karena konsumsi 

MBG, personil SPPG membantu penerima manfaat 

terdampak dan/atau keluarganya dalam proses pemulihan 

(trauma healing).  

c. Implikasi pembiayaan dari penghentian sementara ini adalah BGN 

tetap menyalurkan dana insentif fasilitas SPPG, dana operasional 

SPPG, dan insentif harian bagi pelaksana.  

d. Insentif tetap dibayarkan jika Kejadian Menonjol disebabkan oleh 

kesalahan teknis dari pihak BGN (misalnya, kesalahan dalam 

sistem tata kelola seperti adanya temuan pelanggaran pada jadwal 

memasak).  

e. Insentif tidak dibayarkan jika Kejadian Menonjol disebabkan oleh 

kelalaian atau kesalahan non teknis dari pihak Mitra, contohnya 
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fasilitas yang tidak memadai atau tidak sesuai standar yang 

disyaratkan dalam Petunjuk Teknis BGN, seperti contohnya kondisi 

IPAL yang buruk, tidak tersedianya alat pencuci peralatan, atau 

kebersihan dapur yang tidak memenuhi syarat. 

f. SPPG dapat diaktifkan kembali apabila: 

1) Terbukti Kejadian Menonjol (KM) yang dilaporkan bukan 

disebabkan oleh kelalaian/kesalahan prosedural dari SPPG 

2) Kejadian Menonjol (KM) yang disebabkan oleh 

kelalaian/kesalahan prosedural SPPG telah dilakukan 

perbaikan dan SPPG telah melengkapi seluruh syarat terkait 

kepatuhan SOP yang ada. 

g. Berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemantauan terdapat temuan 

kekurangan dalam pemenuhan standar fasilitas SPPG yang 

ditentukan oleh BGN dan setelah diberikan 3 kali teguran tertulis 

tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan hasil pengawasan dan 

pemantauan terkait fasilitas, sanitasi, atau proses bisnis dalam 

batas waktu yang telah ditetapkan. 

Selama masa penghentian sementara SPPG dalam rangka 

perbaikan fasilitas ini berlaku:  

1) SPPG tetap berstatus operasional dan seluruh personil SPPG 

tetap melaksanakan tugas harian dalam hal perbaikan/renovasi 

bersifat minor dan masih dapat dikerjakan pada hari non-

operasional, maka berlaku poin a di atas. 

2) Dalam hal perbaikan/renovasi bersifat mayor (menyebabkan 

SPPG tidak dapat beroperasi dengan pertimbangan keamanan 

pangan/kontaminasi yang diakibatkan proses 

renovasi/perbaikan), maka dalam kondisi tersebut SPPG 

dinyatakan dalam keadaan tidak siap operasional (standby 

readiness tidak terpenuhi). 

3) Implikasi pembiayaan dari penghentian sementara ini adalah 

BGN tidak menyalurkan dana insentif fasilitas SPPG, dana 

operasional SPPG, dan insentif harian bagi pelaksana, kecuali 

beban operasional rutin seperti listrik, internet, air, dan petugas 

keamanan. 

4) SPPG dapat diaktifkan kembali apabila telah memenuhi seluruh 

persyaratan fasilitas yang ditentukan oleh BGN. 
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h. Sanksi untuk terjadinya Kejadian Menonjol (KM) berulang pada 

SPPG yang sama. Jika Kejadian Menonjol (KM) terjadi kembali di 

SPPG yang sama, maka BGN akan memberikan sanksi berupa: 

1) Kejadian kedua: SPPG akan kembali dihentikan sementara dan 

seluruh biaya pemulihan (misalnya, biaya rumah sakit) 

ditanggung sepenuhnya oleh mitra, bukan oleh BGN. 

2) Kejadian ketiga: kontrak dengan mitra akan dihentikan secara 

permanen. 

4. Penghentian permanen SPPG 

Sanksi ini merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remedium) dan 

hanya dapat dijatuhkan apabila berdasarkan hasil investigasi 

dan/atau audit khusus kepada SPPG yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan:  

a. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan 

(dolus) atau kelalaian berat (culpa lata) yang mengakibatkan 

dampak masif, mencakup namun tidak terbatas pada:  

1) Kejadian Menonjol (KM) gangguan pencernaan pada penerima 

manfaat karena konsumsi MBG yang menyebabkan kerugian 

serius (misalnya: cacat tetap atau kematian penerima manfaat);  

2) Penyalahgunaan dana bantuan pemerintah (korupsi, fraud, 

penggelapan); atau  

3) Pemalsuan dokumen atau data penerima manfaat untuk 

keuntungan pribadi/kelompok.  

b. Menjadi penyebab terjadinya Kejadian Menonjol (KM) untuk yang 

ketiga kalinya (kejadian menonjol berulang) 

5. Pemblokiran VA SPPG dan dilakukan penarikan dana bantuan yang 

sudah diterima ke rekening induk/pooling BGN. 

6. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hal dilakukan 

penghentian permanen.  

7. Pemblokiran NPSN Yayasan sebagai mitra BGN, bagi Yayasan yang 

telah mendapatkan penghentian permanen pada 3 (tiga) SPPG dalam 

Yayasan yang sama, maka terhadap  Yayasan yang bersangkutan 

untuk tidak diberikan akes terhadap bantuan pemerintah. 

8. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, bagi Penerima Bantuan yang 

melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan 

wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana dalam pengelolaan 



117 
 

dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah MBG. Tindak pidana tersebut 

mencakup, namun tidak terbatas pada, penyalahgunaan dana 

bantuan, perbuatan curang (fraud), pemalsuan dokumen, dan/atau 

tindakan lain yang dilakukan dengan unsur kesengajaan serta 

berpotensi atau mengakibatkan kerugian keuangan negara. 

4.12.3. Prosedur Pembatalan Perjanjian 
Pembatalan perjanjian yang terjadi karena adanya wanprestasi 

terhadap kewajiban dalam PKS yang dilakukan oleh 

yayasan/perwakilan yayasan yang akan diberikan sanksi administratif 

sesuai prosedur sebagai berikut:  

1. Dalam hal terjadi dugaan fraud, BGN menyampaikan hasil 

investigasi atau audit khusus kepada Mitra/Yayasan.  

a. Mitra/Yayasan diberikan hak untuk menyampaikan klarifikasi, 

pembelaan diri, dan/atau bukti sanggahan secara tertulis 

dalam kurun waktu 7 hari kalender.  

b. BGN melakukan kajian akhir atas hasil investigasi dan 

klarifikasi dari Mitra/Yayasan sebelum menetapkan keputusan. 

c. Keputusan penghentian permanen dinyatakan secara tertulis 

oleh pimpinan Badan Gizi Nasional atau pejabat yang diberi 

delegasi wewenang, dan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk 

Teknis tersendiri. 

d. 2. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh Pihak Yayasan terhadap 

klausul PKS, maka pembatalan PKS berlaku hanya pada PKS SPPG 

dimaksud. 

4.12.4. Mekanisme Darurat Pengalihan Sementara SPPG 
Mekanisme darurat akan diterapkan untuk mengalihkan sementara 

layanan MBG ke SPPG Yayasan/mitra lain yang dalam keadaan siap 

melayani yang diatur oleh Koordinator SPPG Kecamatan dan 

Koordinator SPPG Wilayah serta Koordinator Regional untuk 

memastikan layanan MBG tetap berjalan dan pendistribusian kepada 

Penerima Manfaat dapat dilakukan secara terkoordinasi melalui 

Sinkronisasi Penerima Manfaat saat terjadi keadaan darurat.  

Konseskuensi pembiayaan lain yang disebabkan Keadaan darurat 

dapat terdiri dari yang disebabkan oleh: 

1. Bencana Alam, mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Nomor 7 

tahun 2025 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis dalam 

Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam. 
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2. Kejadian Menonjol gangguan pencernaan pada Penerima Manfaat 

karena konsumsi MBG, apabila dinyatakan oleh Pemerintah Daerah 

setempat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) maka dibiayai oleh 

Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan. Namun apabila 

bukan merupakan KLB maka pembiayaan sepenuhnya dibebankan 

kepada DIPA Badan Gizi Nasional melalui pelaporan dari pihak 

Fasilitas Kesehatan yang menangani Penerima Manfaat terdampak 

kepada BGN dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Ketentuan ini mengacu pada poin tentang sanksi pada poin 4.12.2. 
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BAB 5. ORGANISASI DAN TATA KERJA 
5.1. Organisasi 

Pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana harus memenuhi kaidah 

pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), maka 

pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip: 

a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan 

demokratisasi;  

d. Memenuhi asas akuntabilitas secara berjenjang untuk memperlancar 

pelaksanaan kegiatan uji coba program MBG mulai dari 

kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat harus berkoordinasi 

dengan baik dan efektif;  

e. Mengembangkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional 

transparansi untuk memantau penggunaan dana, progres 

pelaksanaan, dan laporan audit yang dapat diakses publik. 

5.2. Tata Kerja 

5.2.1.  Tingkat Pusat 
Tim pusat adalah tim BGN, yang penanggung jawabnya adalah 

Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran. 

5.2.2.  Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 
Tim Provinsi/Kabupaten/Kota adalah tim Kantor Pelayanan 

Pemenuhan Gizi (KPPG) yang penanggung jawabnya adalah kepala 

KPPG. Kepala KPPG bertugas melakukan koordinasi dengan dinas 

teknis terkait program MBG seperti Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Kantor 

Departemen Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan OPD 

lainnya. 

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 

lapangan dalam  pelaksanaan survei lapangan SPPG di tingkat 

provinsi dilaksanakan oleh Koordinator Regional (Kreg) yang 

didukung oleh para Koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat 

kabupaten/kota dengan berkoordinasi dan memberikan pelaporan 

secara rutin kepada Kreg.  
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5.2.3. Tingkat Kecamatan/Desa 
Tim teknis kecamatan/desa adalah tim SPPG yang terdiri dari 3 

orang staf BGN (Kepala SPPG, pengawas gizi, Pengawas 

Keuangan). Pelaksanaan MBG di tingkat kecamatan mendorong  

peran Camat, Danramil, dan Kapolsek untuk mendukung program 

MBG pada tingkat kecamatan.. 

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengawasan 

lapangan, koordinasi survei, serta pengaturan penerima manfaat 

SPPG di tingkat Kecamatan/Desa dilaksanakan oleh Koordinator 

Kecamatan (Korcam) dengan berkoordinasi dan memberikan 

pelaporan secara rutin kepada para Korwil. 

5.2.4.  Tingkat Satuan Pendidikan 
Penanggung Jawab Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan 

Pendidikan, kemudian Kepala Satuan Pendidikan menunjuk guru 

pembina UKS sebagai penanggung jawab teknis beserta tim 

pelaksana program MBG di satuan pendidikan untuk 

mengoordinasikan setiap tahapan, proses sosialisasi edukasi gizi 

dan PHBS, serta proses pelaksanaan program MBG secara 

berkesinambungan. Sesuai dengan Panduan Implementasi 

program MBG di Satuan Pendidikan (disusun oleh Kementerian 

Pendidikan Dasar dan Menengah). Berikut petugas pelaksana 

program MBG di Satuan Pendidikan: 

1. Penanggung Jawab Satuan Pendidikan 

Kepala Satuan Pendidikan sebagai ketua Tim Pelaksana UKS 

yang bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi 

MBG di satuan pendidikan. 

2. Penanggung Jawab Teknis Program 

Guru Pembina UKS di Satuan Pendidikan yang bertanggung 

jawab atas teknis sosialisasi, edukasi, pelaksanaan, dan 

penanganan program MBG di Satuan Pendidikan. 

3. Petugas Pelaksana Harian 

Anggota Pelaksana UKS/Guru Piket/Guru Lain yang 

ditunjuk yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan 

harian program MBG di Satuan Pendidikan. 

4. Guru Pendamping 
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Wali Kelas/Guru yang mendampingi kelas yang bertanggung 

jawab atas proses persiapan, pelaksanaan, dan pasca 

pelaksanaan MBG di kelas masing-masing. 

5.2.5.  Tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu tempat 

pendistribusian MBG untuk kelompok 3B sesuai kesepakatan 

antara kader dengan penerima manfaat dan menjadi tempat 

makan bersama yang dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan 

disertai edukasi Gizi dan Keamanan Pangan.  

Petugas pendistribusian MBG di Posyandu meliputi kader 

posyandu, kader PKK, bidan desa, Penyuluh KB/PLKB atau kader-

kader lain yang memiliki pengalaman dalam pendampingan 

terhadap  ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia di bawah 5 (lima) 

tahun mulai usia 6 (enam) bulan. 
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BAB 6. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
6.1.   Pemantauan Implementasi Program MBG 

Pemantauan program makan bergizi gratis dilakukan oleh tim BGN pusat 

sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Proses monitoring 

implementasi program MBG di SPPG dilakukan melalui aplikasi Tauwas 

Care yang dikembangkan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan 

Pengawasan, untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan 

oleh SPPG dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Tata Kelola 

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. 

6.1.1. Pemantauan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan 

Pemantauan dan pengawasan MBG dilakukan melalui pendekatan 

berbasis data dengan langkah-langkah utama sebagai berikut:  

1. Pengukuran Antropometri meliputi berat badan, tinggi badan, dan 

lingkar lengan atas penerima manfaat.  

2. Survei dan Observasi Lapangan menggunakan teknik survei dan 

observasi langsung di lokasi pelaksanaan program. 

3. Pelaporan dan Evaluasi, data dikumpulkan secara berkala untuk 

dianalisis guna mengidentifikasi efektivitas program. 

4. Penggunaan Teknologi Digital, implementasi sistem pencatatan 

berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi 

pengawasan.  

Keberhasilan program MBG diukur melalui indikator input, output, dan 

outcome, termasuk:  

1. Indikator Input: Jumlah makanan bergizi yang disediakan dan jumlah 

sesi edukasi gizi yang dilaksanakan. 

2. Indikator Output: Distribusi makanan kepada penerima manfaat dan 

jumlah peserta edukasi gizi.  

3. Indikator Outcome: Perubahan status gizi penerima manfaat serta 

peningkatan kesadaran gizi masyarakat.  

6.1.2. Pemantauan oleh KPA dan PPK  

KPA dan PPK melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka 

pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 

dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan 

pengawasan terhadap: 

a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah 

dengan Juknis  serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan 
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b. Kesesuaian target capaian dengan realisasi, termasuk pemantauan 

kepatuhan terhadap parameter pengadaan bahan baku (kualitas 

premium dan kewajaran harga sesuai HET/harga pasar setempat). 

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan 

pemerintah. Sanksi dapat diberikan jika hasil reviu yang dilakukan oleh 

Inspektorat Utama terhadap hasil pemantauan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh Tim BGN terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan 

kewenangan dan/atau anggaran. 

6.2. Evaluasi 
Evaluasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi kegiatan dilakukan 

secara berjenjang mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota dan 

pusat minimal 1 (satu) kali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi 

permasalahan yang sangat penting. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan umpan balik serta data pelaksanaan 

kegiatan untuk bahan pengambilan keputusan dalam menjaga dan 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan. Terapkan evaluasi dampak jangka 

panjang dengan studi periodik untuk memastikan perbaikan 

berkelanjutan. 

6.3. Pelaporan 

6.3.1. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan MBG 

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan per 2 (dua) minggu oleh SPPG 

(sesuai lampiran 18)  kepada masing-masing Direktur Wilayah (I, II dan 

III) yang selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Penyediaan dan 

Penyaluran melalui SIPGN . 

6.3.2. Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah 

SPPG wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan 

pemerintah melalui laporan harian untuk keperluan pengajuan auto top 

up, laporan per 2 (dua) mingguan, dan  laporan bulanan. (sesuai lampiran 

30 a,b dan c). 

 








































































































































































































































































































































